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SEKILAS PENGANTAR KATA

Bersyukur kepada Allah SWT atas segala nikmat dan
kesempatan yang selalu berikan kepada hamba-Nya yang lemah,
sehingga di balik kelemahan tersebut semoga sebagai hamba-

Nya menyadari betapa pentingnya atas setiap nikmat yang Allah
SWT berikan.

Muv'amalah adalah bentuk lain daripada fungsi manusia
diciptakan sebagai makhluk sosial. Manusia dalam kehidupannya
sehari-hari diciptakan oleh Allah SWT supaya bisa saling
berinteraksi satu dengan yang lainnya tentunya dengan tujuan
saling membantu antara satu dengan yang lainnya, saling
menghargai betapa pentingnya peranan seseorang dengan orang

lain dan sebagainya.

Pada dasarnya antara seseorang dengan orang lain saling
membutuhkan. Pedagang butuh pembeli, pembeli butuh
pedagang, yang susah butuh yang mampu, yang mampu butuh
yang susah, yang kaya butuh yang miskin, yang miskin butuh
yang kaya, dan lain sebagainya. Semua ini diciptakan oleh Allah
SWT tak lain adalah agar manusia bisa berpikir dan memahami
begitu indahnya konsep hablumminAllah wa Hablumminannas.
Seseorang yang memahami betapa urgen dan bermanfaatnya
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hidup sebagai hamba sosial, tentu juga akan menambah keimanan
dan ketaqwaannya kepada sang Pencipta hubungan itu sendiri,
dan pada akhirnya akan menambah kedekatannya kepada Allah
SWT. Begitu pula sebaliknya seorang hamba yang pandai menjalin
hubungan dengan sang khaliknya, maka pastilah dia juga akan
pandai dalam hubungan sesama manusia sebagai hamba Allah

SWT.

Fakta di lapangan hari ini, masyarakat pada umumnya dan
ummat muslim khususnya terbagi menjadi 3 kelompok dalam
memahami persoalam ekonomi syari’ah ataupun mu’amalah.
Pertama, kelompok yang memahami mu'amalah hadir dalam
lingkup masyarakat seakan-akan menjadi momok tersendiri untuk
dipraktikkan. Bahkan masih ada di antara masyarakat yang tabu
dan tidak mau menerima mu'amalah itu sendiri. Banyak alasan
yang dimunculkan, diantaranya adalah konsep mu’amalah bukan
dari budaya kita. Konsep mu’amalah adalah bentuk ekspansi dari
sistem budaya kearab-araban. Alasan ini jelas tidak benar, dan
butuh untuk diluruskan pola pikir yang salah dari masyarakat

kita, khususnya ummat Islam.

Konsep mu’amalah adalah salah satu tujuan dakwah Nabi
Muhammad Saw atas perintah Allah SWT agar bisa menjadi
solusi yang super baik (lest solution) untuk ummat manusia.
Karena konsep mu’amalah adalah konsep yang berlandaskan al-
Qur’an dan Sunnah Nabi Muhammad Saw. Kedua, kelompok
yang menerima dan mau mempraktikkan konsep mu’amalah
tersebut, namun masih terkendala karena minimnya pemahaman
terhadap konsep miuamalah itu sendiri. Kelompok yang kedua
tersebut tentunya kelompok yang apabila dibina dan diberikan
pemahaman tentang konsep mu’amalah yang sesuai dengan
al-Qur’an dan Sunnah secara baik dan benar, maka merekalah

yang akan menjadi corong dalam pengembangan ekonomi yang
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lebih baik ke depannya. Ketiga, kelompok yang memahami dan
mau untuk melaksanakan konsep mu’amalah tersebut dengan
memulai dari diri mereka sendiri (i6da’ binafsih), keluarga mereka,
tetangga terdekat dalam lingkungan tempat tinggalnya, dan mau
untuk berbagi keilmuannya kepada orang lain. Namun sangat
disayangkan kelompok yang ketiga ini masih sangat minim ada
di lingkungan masyarakat. Sehingga butuh solusi-solusi yang lain
untuk bisa diberikan kepada masyarakat, khususnya masyarakat
muslim agar bisa melakukan hubungan mu’amalah yang sesuai

dengan pedoman syari’ah yang telah ditetapkan oleh Allah SW'T.
Buku Figih Mu'amalah (Konsep-Konsep Dasar & Aplikasinya

dalam Bermuamalah) ini penulis buat guna memberikan
sumbangsih pemikiran dan keilmuan kepada masyarakat luas,
khususnya masyarakat muslim tentang bagaimana sebenarnya
konsep-konsep dari figih mu'amalah itu sendiri guna bisa dijadikan
sumber bacaan untuk aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari.
Dalam buku ini disajikan konsep mu’amalah dari dasar, mulai dari
pengertian mu’amalah, konsep harta,larangan-larangan yang harus
dihindari dalam bermu’amalah, hakikat kepemilikan dalam Islam,
macam-macam aqad yang bisa dipraktikkan dalam bermu’amalah
sehari-hari, serta pembahasan-pembahasan penting lainnya.
Tujuannya adalah agar para pembaca bisa memahami konsep-

konsep mu’amalah tersebut secara mudah.

Buku ini penulis persembahkan untuk segenap pembaca,
ummat Islam, keluarga besar, ibunda tercinta, istri tercinta
(Jeeny Rahmayana) yang selalu memberikan semangat dalam
berkarya, si buah hati tercinta Akifa Nayyer Feeza. Dan penulis
juga mengucapkan terima kasih kepada segenap kawan-kawan

muballigh kota Dumai yang memberikan dukungan morilnya.

Terakhir, penulis menyadari bahwa karya ini jauh dari

kesempurnaan. Penulis selalu membuka ruang untuk kritikan
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yang membangun dan masukan guna kesempurnaan buku ini.
Semoga Allah SWT selalu memberikan nikmat dan kesempatan

buat penulis untuk membuat karya-karya lainnya. Aamiin Ya
Rabbal alamin.

Penulis,

Agustri
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BAB 1

FIQIH MUAMALAH DAN LAFAZ-
LAFAZ YANG BERKAITAN

A. Pengertian Fiqih

Figih secara bahasa bermakna pemahaman (V@\)’ ilmu ( (u\),
cerdas (&lail)), dan pembelahan (; 3dl) maksudnya membelah serta
membuka untuk mengetahui isi di dalamnya dan mencapai ke
posisi yang paling dalam. Ibnu Atsir menyampaikan tentang
makna figih yang terakhir ini: “fiqih (i) berasal dari kata sas

s s:(membelah sesuatu).

Dalam Bahasa Arab kata ) hamzahnya bisa diganti
dengan huruf ha () sehingga katanﬂya menjadi 4 mempunyai
makna yang sama. Sedangkan kata .l adalah sesuatu yang
bersifat sementara yang terpancar dalam hati berupa cahaya, maka
apabila memancar terbukalah mata hati sehingga bisa melihat
sesuatu tersebut. Jadi dapat dijelaskan keterbukaan itu adalah 4\
sedangkan yang bersifat sementara adalah .4l

Dengan demikian, fiqih tidak hanya terbatas pada
pengetahuan tentang hukum-hukum syariat dan pemahamannya,
bahkan bisa menyingkapkan ‘i/az-’ilat hukum dan biografinya

serta maqashidnya yang bisa membantu para mujtahid dalam
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mengistinbathkan hukum-hukum figih dari nash-nash syariat,
sebagaimana juga ia bisa memberikan kewajiban kepada setiap
muslim terhadap hukum-hukum figih tersebut. Sehingga setiap
muslim mengamalkan hukum-hukum figih itu dengan penuh
ketundukan.

Al-Hakim At-Tirmizi berkata: “Sesunggubnya sesuatu yang
diperintahkan tidak dilibat pada indahnya perintah itu, dan sesuatu
yang dilarang tidak dilihat pada aibnya larangan tersebut maksudnya
orang yang buta terhadap perkara tersebut. maka jika dia melibat
keindahan perintah dan keburukan larangan niscaya dia beramal
berdasarkan bashirah dan hatinya, sehingga jiwanya tenang dan dia
memuji hal tersebut dan bersyukur. Orang yang buat terhadap hal ini,
maka dia adalah orang yang hatinya membeku, anggota tubuhnya
malas, jiwanya berat dan lamban dalam bertindak”. Dalam halaman
berbeda beliau juga mengatakan bahwa orang yang memahami
sebab-sebab sesuatu itu diperintahkan atau dilarang, dengan apa
sesuatu itu diperintahkan dan dilarang, dia melihat keindahan dan
kebagusan perintah serta keburukan larangan, niscaya dia akan
merasa berat terhadap hal tersebut dan keadaanya akan menjadi
besar dalam dadanya, sehingga dia akan bergegas melaksanakan
perintah dan akan bersangatan dalam menghindari setiap

larangan.

Figih menurut istilah adalah ilmu tentang hukum-hukum
syariat yang bersifat amaliyah serta diambil dari dalil-dalil
yang terperinci. Ibnu Khaldun menambahkan penjelasannya:
“Pengetahuan terhadap hukum-hukum Allah yang berkaitan dengan
perbuatan-perbuatan mukallaf yaitu wajib, haram, sunat, makruhb
dan mubah yang diambil dari Al-Quran dan As-Sunnah serta apa
yang telah diberikan oleh Syari’ (pembuat syariat) untuk memahami
keduanya. Apabila hukum-hukum tersebut lahir dari dalil-dalil
tersebut maka disebut dengan figih”. Al-Jurjany memberikan definisi

2 Agustri, S.H.I, M.E. Sy.



figih yaitu pengambilan dan pemahaman terhadap makna yang

tersembunyi yang berkaitan dengan hukum-hukum syari’ah.

B. Pengertian Mu'amalat

Mu’amalat (&Meles) dari segi bahasa merupakan bentuk
jama’ dari kata mu’amalah (3slx), kata mu'amalah (4slas) tersebut
merupakan bentuk mashdar dari kata delas - Jelsy - Jsle, maka jika
dikatakan dulee | )l clsle (Saya bermu’amalah dengan orang ini
dengan mu’amalah yang sebenarnya), ini bermakna bahwa kamu
bekerja sama dengannya atau berurusan dagang (4xe Cdolss), bergaul
dengannya («kls), bersahabat dengannya (4w>lo) dan bermu’asyarah
dengannya («,2k). Kata muamalah juga diithlakkan kepada az-
Tusharruf (S »ad)) atau tindakan yang berkaitan dengan jual beli dan
yang semisalnya, sebagaimana juga diithlakkan kepada 3L (akad
musaqah) dengan makna bahwa ia melakukan suatu pekerjaan
yang diberikan oleh seorang insan. Sehingga kata tersebut hanya
digunakan untuk pekerjaan yang berasal dari seorang manusia dan
tidak dipergunakan untuk pekerjaan yang bersifat umum yaitu yang
berasal dari hewan atau benda mati. Allah SW'T berfirman tentang

tindakan seorang manusia:
e o 5 0 Al all s Sty U o1 5T A
b o e Ot Sleg oty ossTiy KT o1 o5 4
Bl BT 35 olally Jutll oy ofladlly pally G
LT 3 ptally 1535 1) 2 (3 58lls 95311 Sle 510
N Y Eo a3 or

o1 B O 185 o 1 Ayl S s T2
‘Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat
itu suatu kebaktian, akan tetapi sesunggubnya kebaktian

itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-
malaikat, kitab-kitab, nabi-nabidan memberikan hartayang
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dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-
orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan
orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan)
hamba sahaya, mendirikan shalat dan menunaikan zakat;
dan orang-orang yang menepatijanjinya apabila ia berjanyi,
dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan
dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang

benar (imannya); dan mereka itulah orang-orang yang

bertakwa’. (Qs. Al-Baqarah: 277)

Ayat ini secara maknanya menggambarkan tentang
bagaimana Allah SWT menjelaskan tentang sebuah konsep
kebaikan dalam hidup seorang hambanya yaitu bagaimana
hubungannya dengan sang khaliknya (Allah), dan juga
hubungannya dalam hal kebaikan dengan sesama hamba Allah
yang lainnya. Dan hubungan inilah yang kemudian disebut

dengan hubungan mu'amalah.

Adapun mu’amalah menurut istilah dapat dijelaskan dalam
beberapa pengertian yaitu:

Pertama, muamalah dihubungkan kepada hukum-hukum
syariat yang mengatur kerja sama manusia antara satu dengan yang
lain di dunia, sama saja apakah hukum-hukum tersebut berkaitan
dengan harta benda, atau dengan wanita berupa pernikahan dan
talak, atau dengan permusuhan, masalah-masalah, warisan dan
lain-lain. Ibnu Abidin mengatakan bahwa mu’amalah terbagi
kepada lima macam yaitu; transaksi harta benda, munakahat,
permusuhan, amanah dan warisan, oleh sebab itu Muhammad
Rawwas Qol’ahjy dan Qunaity mendefinisikannya dengan semua
hal-hal syariat yang berkaitan dengan masalah-masalah duniawi.
Dengan ungkapan yang lain yaitu hukum-hukum syariat yang

mengatur kerja sama manusia di dunia.

Kedua, muamalah dikaitkan pada hukum-hukum syariat

yang mengatur kerja sama manusia antara sebagian dengan
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sebagian yang lain dengan objek harta dan hubungan-hubungan
kekeluargaan berupa nikah, thalaq, natkah dan lain sebagainya.
Pengertian inilah yang banyak disampaikan dalam buku-buku
figih mazhab hanafy dalam rangka untuk memasukkan hokum-
hukum keluarga dari sisi kerja sama antara suami-istri. Oleh sebab
itu, Ibnu Abidin memberikan batasan mu’amalah kepada lima
macam yaitu; transaksi harta benda, munakahat, permusuhan,

amanah dan warisan.

Ketiga, mu’amalah dikaitkan kepada hukum-hukum syariat
yang mengatur kerjasamamanusiaantarasebagian dengansebagian
yang lain dengan objek harta. Dengan peningthlakkan ini, maka
figih dibagi menjadi ibadah, mu’amalah harta-benda, munakahat
(abla asy-syakhshiyah), ugubat, hubungan internasional dan lain-
lain. Prof. Aly Fikry mendefinisikan mu’amalah dengan ilmu
yang mengatur pertukaran harta dan manfaat/jasa antar sesama
manusia dengan perantara akad-akad dan i/fizam (kewajiban).
Makna yang ketiga adalah makna yang lebih tepat digunakan
pada saat ini, karena studi ilmu-ilmu telah dikhususkan sebagai
ganti dari studi ilmu yang bersifat umum dan konfrehensif. Oleh
sebab itu, mu’amalah bisa didefiniskan dengan hukum-hukum
syariat yang mengatur kerja sama antar sesama manusia dengan

objek harta.

C. Pengertian Figih Muwamalah
Figih Mu’amalah dalam arti khusus adalah hukum-hukum

syari’at yang mengatur interaksi antara sesama manusia dalam
masalah harta. Pembahasan mu’amalah tersebut menyangkut
aqad mu'awadhab, seperti jual beli, sewa menyewa ijarah, aqad
tabarru’seperti hibah, wakaf, wasiat, aqad bagi hasil terkait syirkas,
mudhorrabah, aqad kepercayaan (tautsigat) seperti rahn, kafalabh,

hiwalah, dan lain-lain.
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Menurut Ibn Abidin dalam pembahasan tentang mu’amalah
dibagi menjadi lima aspek, yaitu pertukaran harta, pernikahan,
perselisihan, amanah, dan harta warisan. Dan cakupan dalam
mu’amalah tersebut sangat luas meliputi seluruh aspek kehidupan
manusia di dunia, seperti persoalan bisnis, keluarga, politik,
kenegaraan, perdata, dan pidana. Artinya kajian figih mu’amalah
sangat erat kaitannya dengan kajian figih-figih yang lainnya. Imam
Al-Ghazaly mendefinisikan figih mu’amalah dengan pengertian
yang mencakup semua hukum yang berkaitan dengan harta dan
keluarga, yaitu: “i/mu tentang batas-batas objek khususnya harta
dan wanita dalam rangka untuk menjaga jiwa dan keturunan secara
tetap/kekal”. Bukan sesuatu yang sulit untuk meluruskan definisi
ini dalam rangka pembatasan makna pada figth mu’amalah
maliyah yaitu ilmu tentang batas-batas objek khususnya harta dalam
rangka untuk menjaganya agar tetap/kekal.

Dengan demikian, definisi figih mu’amalah yang lebih
jelas adalah dengan ungkapan: pemahaman yang mendalam
terhadap hukum-hukum yang berkaitan dengan pertukaran harta
yang menyingkapkan tentang maqashid hukum-hukum tersebut,
illat-illatnya, bibliografinya, dan kaitannya dengan maqashid umum
syariat Islam, yang demikian itu bertujuan agar mudah menerapkan

hukum-hukum tersebut pada masalah-masalah yang baru”!

D. Lafaz-Lafaz yang Berkaitan dengan Figih Mu'amalah

1. Al-Iqgtshod Al-Islamy

Igtishad secarabahasaberasal kata Al-Qashd yang bermakna
pertengahan (L..gd), 33 (b, tidak melewati batas (33, ple
.4), jika dikatakan .8 Je ssmaknanya adalah dia benar/cerdas
(+z,). Adapun pengertian igtishod menurut undang-undang

konvensional adalah ilmu sosial yang objeknya manusia yang

1 Muhammad Usman Tsabir, Figh Al-Muamalati Al-Maliyah, (Jordan: Darunnafais,

2004/1423), him. 13
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memiliki kehendak (iradah), dan tujuannya adalah mempelejari
hubungan antara kebutuhan yang banyak dan sumber daya
yang terbatas dalam rangka untuk memaksimalkan pemenuhan
kebutuhan tersebut berdasarkan kemampuan sumber daya yang
telah disiapkan serta berusaha dengan kemampuan maksimal
untuk mengembangkannya. Adapun A/-Igtishod  al-Islamy
didefiniskan oleh Muhammad Al-Araby yaitu sejumlah dasar-
dasar umum (i-zllVpenghidupan) yang diambil dari al-Quran
dan as-Sunnah dan bangunan (standar hidup) yang ditegakkan

pada dasar-dasar tersebut untuk setiap ruang dan waktu.

Dengan demikian, Al-Iqtishod Al-Islamy berdiri atas dua

dasar yang asasi yaitu:

Pertama, sejumlah  prinsip-prinsip umum  yang
dinashkan oleh Al-Quran dan as-Sunnah. Keduanya
itu menjadi referensi terhadap segala permasalahan
yang muncul, maka tidak boleh menetapkan seseuatu
yang bertentangan dengan keduanya, begitu juga tidak
boleh mengharamkan sesuatu yang tidak ada nash yang
mengharamkannya.

Kedua, sejumlah praktek-praktek dan solusi-solusi
ekonomi yang telah dicapai oleh para mujtahid sebagai
penerapan terhadap prinsip-prinsip umum tersebut dan
mengamalkannya. Praktek-praktek ini akan mengalami
perubahan sesuai dengan situasi dan kondisi. Hal tersebut
diambil dari manhaj ushul figih, maqashid syariah dan
gawaid kulliyah dalam memberikan solusi dan tarjih
antara maslahat dan mafsadat, sebagaimana juga diambil
dari fiqih, tarekh, ilmu jiwa, ilmu akhlak dan ilmu social,
buku-buku peradaban, buku-buku hokum tentang
pemerintahan, hisbah, harta-benda, wakat dan bab-bab

figih yang membahas politik ekonomi dan investasi.

Dengan demikian A/-Igtishod Al-Islamy lebih umum dari
Mvu’amalah Maliyah karena A/-Igtishod Al-Islamy tidak
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hanya membahas tentang bentuk-bentuk akad yang
ada pada masyarakat, tetapi meliputi semua pengaturan
harta dan kekayaan pada masyarakat Islam baik dalam
invenstasi maupun pengeluaran (infag) sesuai dengan

kaeda-kaedah yang bersandarkan pada agama dan akal.

2. Al-Muamalat Al-Adabiyah
Al-Muamalat Al-Adabiyah adalah tindakan-tindakan yang

berasal dari lidah dan anggota tubuh lainnya seperti jujur, benar
dalam ucapan dan perbuatan, menunaikan persaksian sesuai
dengan sebenarnya, menjauhi bohong baik perbuatan maupun
amalan, menjauhi sumpah palsu, bersumpah dengan selain Allah,

menjaga kebaikan akhlak dalam bermu’amalah dengan manusia.

Maka A/-Muamalat Al-Adabiyah diithlakkan kepada akhlak.

Dengan demikian, A/-Muamalat Al-Adabiyah adalah
sinonim bagi Al-Muamalat Al-Maliyah meskipun ada perbedaan
pada kaedah dan pokok-pokok permasalahanya. Jika berhubungan
dengan harta, maka disebut kaedah dasar bagi A/-Muamalat
Al-Maliyah, jika berkaitan dengan i/tizam kepada adab seperti
jujur, menunaikan janji, baik dalam akhlak, maka disebut dengan
kaedah Al-Muamalat Al-Adabiyah. Akan tetapi A/-Muamalat
Al-Adabiyah adalah tiang asasi bagi Al-Muamalat Al-Maliyah
sebab AI-Muamalat AI-Maliyah ditegakkan atas dasar aqidah dan
akhlak.

Jujur dalam mu’amalah adalah asas untuk berhasil dan
undang-undang dalam menerima dan memberi antar sesama
manusia. Sehingga nilainya tidak diketahui kecuali oleh orang-
orang yang melakukan bisnis, karena jika seseorang tidak jujur
dalam mu’amalahnya, maka kegiatannya akan berantakan,
mu’amalahnya akan menimbulkan mudharat dan kerugian,
perputaran bisnisnya akan terhenti, mereka tidak mendapatkan

kelezatan penghasilan dan keadaannya akan mengalami
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kehancuran. Samahah (toleransi/kelapangan dada) dalam menjual
dan membeli, dalam meminta hutang dari orang yang berhutang
adalah sifat yang dicintai oleh Rasulullah SAW, beliau bersabda
Allah akan menyayangi seseorang yang toleran/berlapang dada
apabila menjual, membeli dan menagih hutang”. (HR. Bukhari)
3. An-Nizham Al-Maly ‘Al-Maliyah Al- Ammah”
An-Nizham Al-Maly adalah sejumlah kaedah-kaedah
yang mengatur kekayaan Negara baik sumbernya maupun
pengeluarannya (Anggaran Belanja Negara), sumber kekayaan
Negara seperti pajak, segala kewajiban yang diwajibkan oleh
Negara dalam rangka untuk kemaslahatan umum, segala hasil
dari harta yang dimiliki oleh negara secara khusus, hutang-hutang
yang diambil untuk menutupi kekurangan anggaran. Adapun
pengeluarannya seperti biaya pertahanan, keamanan, kesehatan,
hukum, pendidikan dan lain sebagainya. Dengan demikian, 4n-
Nizham Al-Maly berbeda dengan A-Muamalat Al-Maliyabh,
karena A/-Muamalat Al-Maliyah lebih khusus membahas pada

tindakan-tindakan personal.

4. Al-Qanun Al-Madany
Al-Qanun Al-Madany adalah sekumpulan kaedah-kaedah

yang mengatur tentang hubungan-hubungan khusus antara
personal masyarakat. Seperti, jual beli, sewa-menyewa, hibah
dan lain-lain. Syirkah (kerja sama) tidak masuk dalam Undang-
Undang ini, sebab cabang yang lain tercakup dalam aturannya.
Dengan demikian, Al-Qonun Al-Madany lebih khusus dari
Al-Muamalat  Al-Maliyah, karena Al-Muamalat Al-Maliyah

mencakup syirkah (kerja sama) dan lain-lain.

5. Al-Qanun At-Tijary

Al-Qanun At-Tijary adalah sekumpulan kaedah-kaedah
yang mengatur tentang transaksi-transaksi bisnis, seperti syirkah.
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Dengan demikian dalam pembahasan figih mu’amalah al-Qanun
At-Tijary lebih khusus dari A/-Muamalat Al-Maliyah, hal tersebut
dikarenakan A/~-Muamalat AI-Maliyah mencakup jual beli, syirkah

dan lain-lain.

E. Pandangan Islam terhadap Figih Muamalah Maliyah

Jika diteliti, figih mu’amalah maliyah dalam pensyari’atan
agama Islam akan ditemukan bahwa Islam mempunyai pandangan
khusus terhadap figih mu’amalah. Eksistensi dan independensi
figih Islam telah kokoh, kesesuainya dengan segala tempat dan
masa telah kuat, azas/fundamen diberikan padanya dalam praktek
bermu’amalah dengan manusia. Diantara pandangan-pandangan
tersebut adalah:

1. Islam Tidak Menciptakan Bentuk-Bentuk Muamalah dalam
Masyarakat

Islam tidak menciptakan model-model pertukaran harta
antar manusia, tetapi Islam datang kepada masyarakat arab di
Jazirah Arab, dimana telah ada model mu’amalah maliyah. Arab
adalah bagian dari ummat atau masyarakat yang mempuyai
kehidupan social yang berperadaban yang memiliki hubungan
politik, ekonomi, perjanjian dan mu’amalah maliyah, yang
tentunya sesuai dengan keadaan social mereka dan kondisi mereka
(badawi). Mereka saling bersekutu, saling berjual beli, berhutang,
menyewakan, mengagadaikan, berbisnis. Semua mu’amalah,
akad, kesepakatan mereka bersumber dari kehendak mereka yang

tunduk pada urf(kebiasaan) dan adat yang berlaku antara mereka.
2. Islam Datang dengan Kaedah-Kaedah Umum dalam
Muwamalah

Islam memberikan aturan-aturan yang longgar dalam
bidang mu’amalah, karena bidang tersebut amat dinamis,

mengalami  perkembangan. Meskipun  demikian, Islam
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memberikan ketentuan agar perkembangan di bidang mu’amalah
tersebut tidak menimbulkan kemadaratan atau kerugian salah satu
pihak. Meskipun bidang mu’amalah berkaitan dengan kehidupan
duniawi, namun dalam prakteknya tidak dapat dipisahkan dengan
ukhrawi, sehingga dalam ketentuannya mengadung aspek halal,

haram, sah, rusak dan batal.

Dengan seiring berkembangnya manusia, banyak dan
bermacam pula kebutuhan manusia sehingga figih mu’amalah
turut mengalami perkembangan sesuai dengan kebutuhan
manusia, tanpa meninggalkan kaidah atau prinsip mu’amalah

yang diterangkan Al-Quran dan hadits serta ijtihad ulama.

F. Ketentuan-Ketentuan dalam Figih Muamalah

Dalam figth mu’amalah terdapat beberapa ketentuan-
ketuan yang harus dipahami supaya mu’amalah yang dilakukan
tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan syari’ah.

Diantara ketentuan-ketentuan tersebut adalah:

1. Harus Adanya Suka Sama Suka (Rhido Sama Rbido)

Jual beli ialah pertukaran harta dengan harta atas dasar
saling merelakan, atau memindahkan milik dengan ganti yang
dapat dibenarkan. Sesuai dengan ketetapan hukum maksudnya
ialah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun, dan hal-
hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli sehingga bila syarat-
syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai syara’.?
Diantara unsur yang terpenting dalam transaksi jual beli yaitu
suka masa suka (a/-taradhi) sesuai dengan firman Allah SWT
dalam surat an-Nisa ayat 29:

B 5% 55 1) Jladl, S SO K6 ¥ Tk o1 T
b K o8 ) Kol s V5 K ol

2 Hendi Suhendi, Figih muamalah, (Jakarta: Rajawali Press, 2001), him. 69
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Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling
memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali
dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-
suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunub
dirimu; sesunggubnya Allah adalah Maha Penyayang
kepadamu.

Dalam hal unsur suka masa suka (a/-taradhi), yang terdapat
dalam jual beli atau transaksi mu’amalah lainnya, maka hal ini
merupakan sebuah keharusan yang mesti ada. Namun unsur
suka masa suka (a/~faradhi) tersebut dalam hal transaksi yang
bathil (yang sudah diharamkan oleh Allah SWT), maka unsur
ini tidak bisa merubah sesuatu yang sudah haram secara syar’i,
menjadi boleh apalagi menjadi halal. Sebagai contoh hukum riba,
yang dalam al-Quran sudah jelas mutlak haram hukumnya untuk
dilakukan kecuali ada i//at tertentu. Ketika keharaman ini sudah
jelas, meskipun transaksi ini dilakukan dengan unsur suka masa

suka (a/-taradhi), maka tidaklah akan menghalalkan sesuatu yang
sudah diharamkan oleh Allah SWT.

Adapun dalam hal jual beli yang mengandung unsur
kezaliman, seperti berdusta, mengurangi takaran, timbangan, dan
ukuran, maka tidak lagi bernilai ibadah, tetapi sebaliknya, yaitu

berbuat dosa.?

2. Akad-Akad

Dalam sebuah transaksi mu’amalah yang dilakukan oleh
seseorang, aqad merupakan sesuatu hal yang harus ada. Sebab
tanpa adanya sebuah aqad yang dilakukan dalam melakukan
semua transaksi mu’amalah, maka sudah jelas transaksi ini tidak
sah secara syari’at. Hal tersebut sebagaimana yang terdapat dalam

ayat-ayat al-Quran yang menunjukkan perintah menunaikan

3 Abdul Rahman Ghazaly, Ghofron lhsan, dan Sapiudin Shidiq, Figih Muamalah,
(Jakarta: Kencana, 2010), him. 89
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akad transaksi dan perjanjian, seperti Firman Allah Azza wa Ja/la:

Sohall, 5t e o1
"Wahai orang-orang yang beriman ,penubilah akad-akad
itu”. (Qs. al-Maidah: 1)
Dan Allah Subhanahu wa Ta’ala juga menjelaskan persoalan
aqad tersebut dalam ayatNya yang lain:

¥y of 3l 5) Jeall, 13
"Dan penubilah janji .Sesunggubnya janji itu pasti dimintai
pertanggungan jawabnya*. (Qs. al-Isra’: 34)
Kedua ayat ini berisi perintah menunaikan transaksi dan
mu'amalah secara mutlak, baik bentuk dan lafalnya ada pada

zaman Nabi shallallabu alaihi wa sallam atau belum ada. Oleh

karena itu, hal ini menunjukkan bahwa asal dalam mu’amalah

adalah boleh (mubah).

3. Larangan tentang Riba

Secara etimologis riba berarti ziyadah (tambahan), an-
numuw (berkembang), a/~uluw (membersar), dan al-irtifa’
(meningkat). secara terminologis figih, riba yaitu pengembalian
tambahan dari pokok atau modal secara tidak baik atau

bertentangan dengan prinsip syariah.* Mengenai hal ini Allah
SWT berfirman:

S, K S0 588 ¥ Tyt 0 U

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling
memakan harta sesamamu dengan secara batil ...." (QS.

An-Nisa’: 29)

Pengertian riba secara etimologi dan terminologi

4 Mardani, Figih ekonomi Syari‘ah, (Jakarta: Kencana, 2012), him. 20
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sebagaimana yang dijelaskan di atas berdasarkan firman Allah

SWT:

uPWy’f‘*{o Bl Ge i s 1355 A L Wi
Y S ey K06 2 O PR R = \53@ e p5
:) }HZ& yj C) )/ ?1-
“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada
Allah dan lepaskanlah sisa-sisa riba (yang belum dipungut)
Jika kamu orang-orang yang beriman. [ika kamu tidak
mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah
bahwa Allah dan rasul-Nya akan memerangimu. Jika kamu
bertobat (dari pengambilan riba), maka bagimu modalmu.
Kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya”. (QS.
Al-Baqarah: 278-279)
Ayat tersebut menunjukkan bahwa sesuatu yang lebih dari
modal dasar adalah riba, sedikit atau banyak, jadi setiap modal
dasar yang ditentukan sebelumnya karena semata-mata imbalan

bagi berlakunya waktu adalah riba. Status hukum riba adalah
haram, berdasarkan firman Allah:

558 555 gl AT s
Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan
riba....."(QS. Al-Baqarah: 275)

Terdapat beberapa pengertian riba yang dpaparkan oleh

para ulama sebelumnya, yaitu:

1) Menurut Abd al-Rahman al-Jaziri, riba adalah tambahan
atas sejumlah pinjaman, yang mana ketika pinjaman itu
dibayar dalam tenggang waktu tertentu, maka terdapat
iwadah (imbalan). Adapun yang dimaksud dengan

tambahan di sini adalah tambahan kuantitas dalam
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penjualan sesuatu yang didak boleh dilakukan dengan
perbedaan kuantitas (zafaddul), Seperti halnya riba

fadhal, seperti emas, perak, gandum, dan lain-lain.

2) Menurut Quraish Shihab, kata riba dari segi bahasa
berarti “kelebihan’. Kalau kita hanya berhenti pada
makna kebahasaan ini, maka logika yang dikemukakan
para penentang riba pada masa Nabi Saw dapat
dibenarkan. Ketika itu mereka berkata (sebagaimana
diungkapkan Al-Quran —bahwa ‘jual beli sama saja
dengan riba” (QS. al-Baqarah: 275), Allah menjawab
mereka dengan tegas bahwa Allah menghalalkan jual beli
dan mengharamkan riba”. Penegasan ini dikemukakan-
Nya tanpa menyebut alasan secara eksplisit, namun
dapat dipastikan bahwa tentu ada alasan atau hikmah
sehingga riba diharamkan dan jual beli dihalalkan.

3) Ibnu Al- Arabi Al- Maliki dalam kitabnya Abkam Al-
Quran menjelaskan dalam kaitanya dengan pengertian
al batil, pengertian riba secara bahasa adalah, tambahan
namun yang di maksud riba dalam ayat qurani, yaitu
setiap penambahan yang di ambil tanpa adanya transaksi

pengganti atau penyeimbang yang di banarkan syari’ah.
4) Syaik Muhammad Abduh berpendapat bahwa yang

dimaksud dengan riba ialah penambahan-penambahan
yang diisyaratkan oleh orang yang memiliki harta
kepada orang yang meminjam hartanya (uangnya),
karena pengunduran janji pembayaran oleh peminjam

dari waktu yang telah ditentukan.

Yang menjadi i//az (alasan hukum) diharamkan riba
menurut surat Al Baqarah ayat 278-279 di atas adalah karena riba
menggandung unsur menzalimi. Menurut Murtadha Muthahhari,

ada beberapa alasan dan filosofi diharamkannya riba, yaitu:

Figih Mu'amalah 15



a. Riba mencegah kebaikan dan meniadakan pengharapan
orang-orang yang memiliki kebutuhan terhadap orang
lain. Riba mengambil keuntungan dari kebutuhan orang
lain. Adapun Islam menginginkan agar manusia berbuat

baik terhadap sesamanya dalam pemenuhan kebutuhan.

b. Riba memutuskan berkaitan antara kekayaan dan
usaha. Orang-orang memperoleh manfaat dari harta, ia

telah mendapatkan kekayaan tanpa usaha.

c.  Menghilangkan sumber daya manusia yang produktif,
sehingga menyebabkan resesi ekonomi dan hilangnya

kesejahteraan masyarakat.

d. Riba pada kenyataannya adalah pencurian, karena uang
tidak melahirkan uang. Uang tidak mempunyai fungsi

selain alat tukar.

Menurut Dr. Yusuf Al-Qardhawi terdapat empat alasan

mengapa Islam melarang praktik pemungutan riba, yaitu:’

a. Memungut riba artinya memungut atau mengambil
harta orang lain tanpa memberikan orang tersebut
penggantian dalam bentuk apa pun. Dengan kata
lain si pemberi pinjaman mendapatkan sesuatu tanpa

memberikan apa pun kepada penerima pinjaman.

b. Ketergantungan pada riba membuat seseorang menjadi
malas bekerja untuk mendapatkan uang. Uang yang
dipinjamkan dengan riba tidak akan digunakan
dalam industri atau perdagangan, yang kesemuanya
membutuhkan modal. Karena itu membuat masyarakat

tidak memperoleh manfaat.

c. Membolehkan memungut riba menghambat orang

untuk berbuat baik. Jika riba dilarang, orang akan

S Ibid, him. 21
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member pinjaman kepada orang lain dengan itikad
baik. Mereka tidak akan mengharapkan hasil yang lebih

besar, selain dari jumlah yang mereka pinjamkan.
Orang yang mempeminjamkan biasanya kaya dan si
peminjam miskin. Si miskin akan dieksploitasi oleh si

kaya melalui pemungutan riba atas pinjaman.

Hikmah yang dapat diperoleh dari pengharaman riba

menurut Ibnu Hajar al-Haitami antara lain:

a.

Merusak dan melanggar harta seseorang dengan cara

mengambil tambahan tanpa member ganti rugi.

Merugikan orang miskin, karena umumnya pemberi
utang menjadi kaya dan yang berutang menjadi miskin.
Apalagi orang yang kaya mengambil harta lebih banyak
dari yang seharusnya, dan itu dapat merugikan orang
miskin.

Memutuskan hubungan, karena jika seseorang
mengutangi satu dirham lalu mengambil dua dirham,

maka pengutang pasti tidak merelakan hal itu.

Mengabaikan ~ dan  menelantarkan  pekerjaan,

perdagangan, mata pencaharian.

Adapun menurut Dr. Yusuf Al-Qardhawi hikmah
diharamkannya 7iba (bunga bank) dalam Islam adalah untuk

mewujudkan persamaan yang adil di antara pemilik modal (harta)

dan pekerja, serta memikul resiko dan akibatnya secara berani dan

penuh rasa tangungg jawab. Inilah pengertian keadilan Islam.

Islam tidak memihak kepentingan pengusaha (interpreneur)

dan mengalahkan pemilik modal. Islam juga tidak berat sebelah

kepada pemilik modal sehingga menyepelekan kontribusi

usaha. Keduanya berada dalam posisi yang seimbang. Ini juga

mencerminkan keadilan Allah yang tidak memihak kepada salah
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satu pihak, oleh karena itu sudah saatnya kita meninggalkan

praktik riba dan kembali ke konsep ekonomi syari’ah.

Secara garis besar, riba dikelompokkan menjadi dua. Masing
masing adalah riba utang piutang dan riba jual beli. Kelompok
pertama terbagi lagi menjadi riba qardh dan riba jahiliyyah.
Adapun kelompok kedua riba jual beli, terbagi menjadi riba fadhl
dan riba nasi’ah, adapun penjelasannya:

a) Riba Qardh, yaitu meminjamkan sesuatu dengan syarat
ada keuntungan, atau tambahan bagi orang yang

meminjami atau memberi hutang.

b) Riba Jahiliyyah, yaitu hutang dibayar lebih dari
pokoknya karena si peminjam tidak mampu membayar

hutangnya pada waktu yang ditetapkan.
¢) Riba Fadhl, yaitu riba yang ditimbulkan akibat

pertukaran barang yang sejenis, tetapi tidak memenuhi
kriteria sama kualitasnya, sama kuantitasnya, dan sama
waktu penyerahan barangnya. Pertukaran seperti itu
mengandung unsur ketidakjelasan nilai barang pada
masing-masing pihak.

d) Riba Nasi'ah, yaitu riba yang ditimbulkan akibat tukar
menukar barang yang sejenis maupun tidak sejenis yang
pembayarannya disyaratkan lebih dengan diakhiri atau

dilambatkan oleh yang meminjam.

4. Larangan Maisir

Maysir atau perjudian adalah sebuah kegiatan, transaksi,
kegiatan mu’amalah lainnya yang dilakukan oleh lebih dari
satu orang, dan kegiatan, transaksi, kegiatan mu’amalah lainnya
tersebut menempatkan salah satu pihak harus menanggung
beban pihak yang lain akibat kegiatan, transaksi, kegiatan

mu’amalah lainnya tersebut. Dalam sebuah kegiatan mu’amalah,
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sudah seharusnya setiap permainan atau pertandingan harus
menghindari kondisi yang menempatkan salah satu atau beberapa
pemain harus menanggung beban pemain yang lain. Sebab maisir

dapat diartikan sesuatu yang mengandung unsur perjudian.

Setiap permainan atau pertandingan, baik yang berbentuk
game of chance, game of skill ataupun natural events, harus
menghindari terjadinya zero sum game, yakni kondisi yang
menempatkan salah satu atau beberapa pemain menanggung
beban pemain yang lain. Perjudian apa pun bentuknya dilarang
oleh Islam. Allah SWT telah memberi penegasan terhadap
keharaman melakukan aktivitas ekomoni yang mengandung

unsur maisir (perjudian). Allah SWT berfirman:

7 5 iy 53 Dy il a4 e 01
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“hai orang-orang yang beriman, sesunggubnya meminum
khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib
dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan
setan. Maka jaubilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu

mendapat keberuntungan.” (QS. Al-Maidah: 90)

Ayat tersebut menjelaskan dengan sangat tegas bahwa
perbuatan maysir (perjudian atau mengundi nasib) dalam
bentuk apapun dilarang oleh Allah SWT. Dan dalam ketentuan
hukum Islam, berdasrkan ayat tersebut, larangan-larangan yang
disebutkan apabila ditentang atau dilanggar oleh seseorang, maka

sanksinya sudah tentu dosa bagi pelakunya.

5. Larangan Gharar

Gharar memiliki arti secara bahasa adalah £4ida’ (tipuan),
gisy (kecurangan). Menurut Wahbah Zuhaili, Jual beli gharar
adalah jual beli yang menyimpan bahaya, yang merugikan salah
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satu pihak, sehingga menghilangkan harta pihak pembeli. Dalam
taghrir (gharar), baik pihak satu maupun pihak lainnya sama-sama
tidak memiliki kepastian mengenai sesuatu yang ditransaksikan.
Gharar ini terjadi bila kita memperlakukan sesuatu yang

seharusnya bersifat pasti menjadi tidak pasti.

Gharardapatdiartikan sebagaiketidakpastian/ketidakjelasan
(uncertainty). Dalam sebuah transaksi mu’amalah yang dilakukan
oleh seseorang, unsur ini juga dilarang dalam Islam. Gharar atau
disebut juga faghriir adalah sesuatu yang dilakukan dalam sebuah
transaksi mu'amalah yang mana terjadi incomplete information
(informasi yang tidak sempurna) karena adanya uncertainty to both

parties (ketidakpastian kedua belah pihak yang bertransaksi).
Jual beli secara gharar (ketidak jelasan) adalah sebuah

transaksi yang mana seorang penjual menipu saudara semuslim
dengan cara menjual kepadanya barang dagangan yang di
dalamnya terdapat cacat atau sesuatu yang rusak pada barang
yang dijual, dan penjual tersebut mengetahui adanya cacat pada
barang yang akan dijualnya tetapi tidak memberitahukannya
kepada calon pembeli.

6. Keadilan dalam Bermu’amalah
Keadilan adalah kata jadian dari kata “adil’yang terambil dari

bahasa Arab @d/. Kamus-kamus bahasa Arab menginformasikan
bahwa kata ini pada mulanya berarti “sama”. Persamaan tersebut
sering dikaitkan dengan hal-hal yang bersifat imaterial. Dalam
Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “adil” diartikan: (1) tidak
berat sebelah/tidak memihak, (2) berpihak kepada kebenaran,
dan (3) sepatutnya/tidak sewenang-wenang. “Persamaan” yang
merupakan makna asal kata “adil” itulah yang menjadikan
pelakunya “tidak berpihak”, dan pada dasarnya pula seorang
yang adil “berpihak kepada yang benar” karena baik yang benar

maupun yang salah sama-sama harus memperoleh haknya.
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Dengan demikian, ia melakukan sesuatu “yang patut” lagi
“tidak sewenang-wenang”. Keadilan diungkapkan oleh al-Quran
antara lain dengan kata-kata al-’adl, al-qisth, al-mizan,dan dengan
menafikan kezaliman, walaupun pengertian keadilan tidak selalu
menjadi antonim kezaliman. Ad/, yang berarti “sama’, memberi
kesan adanya dua pihak atau lebih; karena jika hanya satu pihak,

tidak akan terjadi “persamaan”.

Qisth arti asalnya adalah “bagian” (yang wajar dan patut). Ini
tidak harus mengantarkan adanya “persamaan”. Bukankah bagian
dapat saja diperoleh oleh satu pihak? Karena itu, kata ¢iszh lebih
umum daripada kata @d/, dan karena itu pula ketika al-Quran
menuntut seseorang untuk berlaku adil terhadap dirinya sendiri,

kata qisth itulah yang digunakannya. Perhatikan firman Allah:

Kol e 5 g Lol g 1351500 o1

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak
al-qisth (keadilan), menjadi saksi karena Allah, walaupun
terhadap dirimu sendiri... (Qs. An-Nisa’: 135)

Mizan berasal dari akar kata wazn yang berarti timbangan.
Oleh karena itu, mizan adalah “alat untuk menimbang”. Namun
dapat pula berarti “keadilan”, karena bahasa seringkali menyebut

“alat” untuk makna “hasil penggunaan alat itu”.

7. Menghindari Penipuan dalam Bermu’amalah

Setiap transaksi dalam Islam harus didasarkan pada prinsip
kerelaan antara kedua belah pihak. Mereka harus mempunyai
informasi yang sama sehingga tidak ada pihak yang merasa
dicurangi ataupun ditipu karena terdapat kondisi di mana salah
satu pihak tidak mengetahui informasi yang diketahui pihak lain.

Dalam bahasa figih, penipuan semacam itu disebut dengan zad/is.

Allah SWT berfirman dalam surat Al-Muthaffifin ayat 1-3:
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Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang. (yaitu)
orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang
lain mereka minta dipenubi, dan apabila mereka menakar
atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi.

Penipuan, manipulasi, dan usaha menutup-nutupi cacat
pada barang dagangan, dan menampilkannya tidak sebagaimana
yang sesungguhnya, yakni dengan cara yang dapat memperdaya
pembeli dan bahkan dapat mengaburkan berbagai hal yang
sudah jelas keharamannya menurut syari’at. Penipuan dalam
bermu’amalah tersebut sangat dilarang dalam Islam, sebagaimana
sabda Rasulullah Saw: “bahwa Rasulullah Saw pernah melewati
seonggok makanan. Beliau memasukkan tangannya ke dalam onggokan
makanan itu dan mendapatkan bagian yang basah. Beliau bertanya,
wahai pemilik makanan, apa-apaan ini? Orang itu menjawab, itu
bagian yang kena siraman hujan wahai Rasulullah. Beliau bersabda
dengan nada tanya, kenapa engkau tidak meletakkannya saja di
bagian atas sehingga bisa dilibat orang2barang siapa yang menipu,
maka ia bukan termasuk golongan kami’. (HR. Muslim)

Para ulama Salaf terdahulu berpandangan bahwa
memperlihatkan cacat barang kepada calon pembeli termasuk nasehat
yang merupakan intisasi Agama Islam. Dimana Rasulullah Saw juga
membai’at para sahabat-sahabatnya untuk melakukan kebajikan-
kebajikan tersebut. Mereka sendiri ketika melakukan perbuatan

tersebut btidak merasa sedang melakukan perbuatan sunnah semata.

G. Keadilan dalam Perspektif Al-Quran

Keadilan yang dibicarakan dan dituntut oleh al-Quran
amat beragam, tidak hanya pada proses penetapan hukum atau
terhadap pihak yang berselisih, melainkan al-Quran juga
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menuntut keadilan terhadap diri sendiri, baik ketika berucap,
menulis, atau bersikap batin. Beberapa firman Allah SWT

tentang keadilan:

G5 of P 1l 8 0
Dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku
adil walaupun terhadap kerabat... (Qs. Al-An’am:152 ).

Jaall, Lo S s

Dan hendaklah ada di antara kamu seorang penulis yang
menulis dengan adil (Qs. Al-Baqarah: 282).

A 3 oy ol an W ol Wy sl i

Sesunggubnya Kami telah mengutus rasul-rasul, dengan
membawa bukti-bukti nyata, dan telah Kami turunkan
bersama mereka Al-Kitab dan neraca (keadilan) agar

manusia dapat melaksanakan keadilan (Qs. Al-Hadid:
25).

Al-Quran memandang kepemimpinan sebagai “perjanjian
Ilahi” yang melahirkan tanggung jawab menentang kezaliman

dan menegakkan keadilan. Allah berfirman:
J8 Tl o Slele ) U5 S S s ) a3
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Sesunggubnya Aku akan menjadikanmu (hai Ibrahim)
pemimpin  untuk  selurub manusia.” Dia (Ibrahim)
berkata, (Saya bermobon agar) termasuk juga keturunan-
keturunanku ‘Allah berfirman, “Perjanjian-Ku  ini tidak

akan diterima oleh orang-orang yang zalim (Qs. Al-
Baqarah: 124).
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Demikian terlihat bahwa kepemimpinan dalam pandangan
ayat di atas bukan sekadar kontrak sosial, tetapi juga menjadi
kontrak atau perjanjian antara Allah SWT dan sang pemimpin
untuk menegakkan keadilan. Bahkan al-Quran menegaskan

bahwa alam raya ini ditegakkan atas dasar keadilan:

Ol 233 ey elaslly
Dan langit ditegakkan dan Dia menetapkan al-mizan
(neraca kesetimbangan) (Qs. Al-Rahman: 7)

Dalam al-Quran dapat ditemukan pembicaraan tentang
keadilan, dari tauhid sampai keyakinan mengenai hari kebangkitan,
dari nubuwwah (kenabian) hingga kepemimpinan, dan dari
individu hingga masyarakat. Keadilan adalah syarat bagi terciptanya
kesempurnaan pribadi, standar kesejahteraan masyarakat, dan
sekaligus jalan terdekat menuju kebahagiaan ukhrawi. adil dalam
arti “seimbang”, Keseimbangan ditemukan pada suatu kelompok
yang di dalamnya terdapat beragam bagian yang menuju satu
tujuan tertentu, selama syarat dan kadar tertentu terpenuhi oleh
setiap bagian. Dengan terhimpunnya syarat ini, kelompok itu dapat

bertahan dan berjalan memenuhi tujuan kehadirannya.

s S Ss ol ¢ K Bl 3 6 YT

Wahai manusia, apakah yang memperdayakan kamu
(berbuat  durhaka) terhadap Tubanmu Yang Mabha
Pemurah? Yang menciptakan kamu lalu menyempurnakan
kejadianmu, dan mengadilkan kamu (menjadikan susunan

tububmu seimbang) (Qs. Al-Infithar: 6-7).

Seandainya ada salah satu anggota tubuh manusia berlebih atau
berkurang dari kadar atau syarat yang seharusnya, maka pasti tidak akan
terjadi keseimbangan (keadilan). Contoh lain tentang keseimbangan
adalah alam raya bersama kosistemnya. al-Quran menyatakan bahwa

24 Agustri, S.H.I, M.E. Sy.



(Allah) yang menciptakan tujuh langit berlapis-lapis.

1 S35 e T 3 U5 BBl g e e
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Kamu sama sekali tidak melibat pada ciptaan Yang Maha

Pemurah itu sesuatu yang tidak seimbang. Amatilah

berulang-ulang! Adakah kamu melihat sesuatu yang tidak
seimbang? (Qs. Al-Mulk: 3).

Di sini, keadilan identik dengan kesesuaian (keproporsionalan),
bukan lawan kata “kezaliman”. Perlu dicatat bahwa keseimbangan
tidak mengharuskan persamaan kadar dan syarat bagi semua
bagian unit agar seimbang. Bisa saja satu bagian berukuran kecil
atau besar, sedangkan kecil dan besarnya ditentukan oleh fungsi
yang diharapkan darinya. Petunjuk-petunjuk al-Quran yang
membedakan satu dengan yang lain, seperti pembedaan lelaki
dan perempuan pada beberapa hak waris dan persaksian apabila
ditinjau dari sudut pandang keadilan harus dipahami dalam arti
keseimbangan, bukan persamaan. Keadilan dalam pengertian ini
menimbulkan keyakinan bahwa Allah Yang Mahabijaksana dan
Maha Mengetahui menciptakan dan mengelola segala sesuatu

dengan ukuran, kadar, dan waktu tertentu guna mencapai tujuan.
Hal inin sebagaimana firman Allah SW'T:

Sesungguhuga Kami menciptakan segala sesuatu menurut

ukurannya (Qs. Al-Qamar: 49)

H. Kebebasan Individu dalam Konteks Kesejahteraan
Sosial

Pilar terpenting dalam keyakinan seorang muslim adalah

kepercayaan bahwa manusia diciptakan oleh Allah SWT. Ia
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tidak tunduk kepada siapa pun kecuali kepada Allah SW'T. Ini
merupakan dasar bagi Piagam Kebebasan Islam dari segala bentuk
perbudakan. Menyangkut hal ini, Al-Quran tegas menyatakan
bahwa tujuan utama dari misi kenabian Muhammad adalah
melepaskan manusia dari beban dan rantai yang membelenggunya.
Islam mengakui pandangan universal bahwa kebebasan individu
bersinggungan atau bahkan dibatasi oleh kebebasan individu
orang lain. Menyangkut masalah hak individu dalam kaitannya
dengan masyarakat, para sarjana sepakat pada prinsip-prinsip

berikut ini.

1. Kepentingan masyarakat yang lebih luas harus
didahulukan dari kepentingan individu

2. Melepas kesulitan harus diprioritaskan dibanding
memberi manfaat, meskipun keduanya sama-sama

merupakan tujuan syariah.

3. Kerugian yang lebih besar tidak dapat diterima untuk
menghilangkan yang lebih kecil. Manfaat yang lebih
besar tidak dapat dikorbankan untuk manfaat yang
lebih kecil. Sebaliknya, bahaya yang lebih kecil harus
dapat diterima/diambil untuk menghindarkan bahaya
yang lebih besar, sedangkan manfaat yang lebih kecil
dapat dikorbankan untuk mendapatkan manfaat yang
lebih besar.

Kebebasan individu dalam kerangka etika Islam diakui
selama tidak bertentangan dengan kepentingan sosial yang lebih
besar atau sepanjang individu itu tidak melangkahi hak-hak orang
lain.® Hal tersebut begitu pula sama halnya dalam kegiatan sebuah
mu’amalah yang dilakukan oleh manusia di atas permukaan bumi

Allah SWT tersebut, yang mana tidak boleh ada pengekangan

6 Muhammad Syafi’l Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktik, (Jakarta: Gema
Insani Press, 2001), him. 17
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terhadap kebebesan seorang individu dalam melakukan kegiatan
mu’amalah. Hak seseorang individu harus bisa diberikan sesuai
dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Seorang individu
dalam melakukan sebuah aqad mu’amalahpun punya hak untuk
mememilih (K»iyar),apakah dia akan melanjutkan sebuah kegiatan
mu'amalah atau menghentikannya. Dan tentunya keputasan
yang diambil oleh individu-individu yang beraqad tersebut tetap
mengedepankan nilai-nilai dan ketentuan-ketentuan syari’ah

dalam bermu’amalah.
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BAB 2

ISLAM MENGHUBUNGKAN
MUAMALAH DENGAN AKIDAH
DAN AKHLAK

A. Hubungan Mu’amalah dengan Agidah

Aqgidah menurut bahasa adalah ikatan, sementara secara
istilah bermakna iman yang teguh dan pasti, yang tidak ada
keraguan sedikitpun bagi orang yang meyakininya. Jadi, kalau
disebutkan ‘Aqgidah Islamiyah berarti “Keimanan yang teguh dan
bersifat pasti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala
pelaksanaan kewajiban, bertauhid dan ta’at kepada-Nya, beriman
kepada Malaikat-Malaikat-Nya, Rasul-Rasul-Nya, Kitab-Kitab-
Nya, hari akhir, takdir baik dan buruk dan mengimani seluruh apa-
apayang sudah pasti tentang Prinsip-Prinsip Agama (Ushuluddin),
perkara-perkara yang ghaib, beriman kepada apa yang menjadi
ijma’ (kon-sensus) dari shahabat Nabi, serta seluruh berita-berita
gath’i (pasti), baik secara ilmiah maupun secara amaliyah yang

telah ditetapkan menurut al-Qur-an dan as-Sunnah.

Permasalah aqidah berkaitan dengan amalan hati, sechingga
dikatakan aqidah yaitu ikatan yang kuat yang berada di hati seorang
muslim. Bila kita hubungkan agidah adalah berkaitan dengan
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keimanan yang memiliki enam rukun, sebagaimana disebutkan
sebelumnya. Aqidah memiliki kedudukan yang sangat penting
dalam Islam, karena ia adalah modal utama seseorang dalam
beriman dan berislam, seseorang dikatakan munafik jika luarnya baik
sementara hatinya kufur. Dengan agidahlah seseorang bisa selamat
dari adzabNya dan masuk ke dalam surgaNya. Aqgidah yang benar
selalu dilandasi oleh sumber-sumber hukum yang kuat dan dapat
dipertanggung jawabkan. Kata lain untuk aqidah adalah tauhid, yang
berarti pengesaan peribadahan hanya kepada Allah SW'T saja.

Dalam ajaran Islam, aqidah memiliki kedudukan yang
sangat penting. Ibarat suatu bangunan, agidah adalah pondasinya,
sedangkan ajaran Islam yang lain, seperti ibadah dan akhlagq,
adalah sesuatu yang dibangun di atasnya. Rumah yang dibangun
tanpa pondasi adalah suatu bangunan yang sangat rapuh. Tidak
usah ada gempa bumi atau badai, bahkan untuk sekedar menahan
atau menanggung beban atap saja, bangunan tersebut akan runtuh

dan hancur berantakan.

B. Hubungan Mu’amalah dengan 4khlak
Akhlak adalah salah satu dasar bagi pembentukan

kepribadian individu. Tentu saja secara pasti, akhlak sebagai salah
satu dasar pembentuk masyarakat tidak akan diabaikan begitu
saja. Suatu masyarakat tidak akan baik kecuali ketika akhlaknya
baik. Namun, masyarakat tidak akan menjadi baik hanya dengan
akhlak, tetapi dengan dibentuknya pemikiran-pemikiran,
perasaan-perasaan Islami, serta diterapkannya aturan di tengah-
tengah masyarakat itu. Islam telah memecahkan persoalan hidup
manusia secara menyeluruh dengan menitikberatkan perhatiannya

kepada umat manusia secara integral, tidak terbagi-bagi.

Dengan demikian, kita melihat Islam menyelesaikan persoalan

manusia dengan metode yang sama, yaitu membangun semua solusi
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persoalan tersebut di atas dasar akidah, yaitu asas rohani tentang
kesadaran manusia akan hubungannya dengan Allah, kemudian

dijadikan asas peradaban Islam, asas syariat Islam, dan asas negara.

Syariat Islam telah menopang sistem kehidupan dan
memerinci aturannya. Ada peraturan ibadah, mu’amalah, dan
‘uqubat. Syariat Islam tidak mengkhususkan akhlak sebagai
pembahasan yang berdiri sendiri, namun Islam telah mengatur
hukum-hukum akhlak dengan anggapan bahwa akhlak adalah
bagian dari perintah dan larangan Allah Swt. tanpa melihat lagi
apakah akhlak harus diberi perhatian khusus, melebihi hukum
dan ajaran Islam yang lain. Bahkan, pembahasan akhlak tidak
begitu banyak sehingga tidak dibuat bab tersendiri dalam figih.

Parafuqaha (u/amafiqih) dan mujtahid tidak menitikberatkan
pembahasan dan penggalian hukum dalam masalah akhlak. Untuk
mencapai tujuan akhlak, hendaklah dilandaskan pada pondasi
rohani, yakni akidah Islam, serta sifat-sifat ini harus dilandaskan
pada akidah semata. Oleh karena itu, seorang Muslim tidak akan
memiliki sifat jujur semata-mata karena kejujuran itu sendiri,
tetapi karena Allah Swt. memerintahkan demikian. Meskipun
demikian, dia tetap mempertimbangkan terwujudnya nilai akhlak
ketika berbuat jujur. Dengan demikian, akhlak tidak semata-
mata wajib dimiliki karena dibutuhkan oleh manusia, tetapi ia
merupakan perintah Allah SWT. Kemudian, sifat akhlak ini
adakalanya diperoleh melalui ibadah, sebagai pelaksanaan dari

perintah Allah Swt. dalam firman-Nya:

/ﬁ J\j‘; ”’S\g’adifv’;;\ &S\:’)l
“Sesunggubnya shalat itu mencegah dari perbuatan keji dan
mungkar” (Qs. al-Ankabut: 45).

Wajib pula diperhatikan perolehan sifat akhlak dalam

mu’amalah, sesuai dengan sabda Rasul Saw, “gama itu adalah
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muamalah”. Di samping itu, akhlak merupakan sekumpulan
perintah dan larangan Allah Swt. yang bisa mengokohkan jiwa
seorang Muslim. Kalau aturan/ketentuan Mu’amalah bersifat
fleksibel dan dinamis, sesuai dengan keadaan masyarakat yang
dinamis dan selalu berkembang dan berubah, maka sebaliknya
ketentuan akidah bersifat menentukan. Artinya sudah ditentukan

sebagaimana telah dirumuskan dalam ajaran Arkanul Iman.*

C. Islam Menghubungkan Mu’amalah dengan Magashid
Syariah

Magasid  al-syariah adalah tujuan atau maksud dari
pada syariah. Di kalangan para Ulama ada tiga pendapat yang
berbeda. Yang pertama pendapat dari Ibnu Taimiyah yang
menyatakan bahwa tujuan dari pada turun nya wahyu Allah SW'T
mengenai sebuah sistem di dalam Hukum Islam atau Syariah
adalah dalam rangka mencapai ke adilan (a/-adl). Pendapat
yang kedua menyatakan bahwa tujuan daripada syariah adalah
untuk mencapai ke bahagian yang abadi (Sa'adah hagigiyah).
Pendapat yang ketiga yaitu pendapat dari Imam al-Ghazali yang
mengatakan bahwa tujuan dari pada syariah itu untuk mencapai
dan merealisasikan manfaat dan semua kepentingan (maslahabh)

yang begitu banyak untuk semua ummat manusia di dunia ini.

Hubungan antara Maqashid Syariah dengan mashlahah
kaitannya sangat erat sekali. karena tujuan daripada maqashid
syariah itu sendiri adalah untuk mencapai mashlahah. Para ahli
figih Islam membagi cakupan lingkup wilayah pembahasan figih
(kaitannya dengan ijtihad) menjadi dua,yaitu mu’amalah dan
ibadah. Ruang ijtihad di bidang mu’amalah lebih luas daripada
bidang ibadah yang sifatnya ta’abbudi. Ekonomi islam (ekonomi
syari’ah) adalah salah satu bagian dari mu’amalah. Ekonomi

1 Masjfuk Zuhdi, Studi Islam: Jilid Ill: Muamalah, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada,
1993), him. 9
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islam cukup terbuka dalam memunculkan inovasi baru dalam
membangun dan mengembangkan ekonomi Islam. Oleh karena
itu prinsip maslahah dalam bidang mu’amalah menjadi acuan
dan patokan yang sangat penting. Maslahah merupakan konsep

terpenting dalam pengembangan ekonomi Islam.

D. Karakteristik Fiqih Mu’amalah Tentang Kepemilikan
Pertukaran Harta Benda

1. Asal di dalam Mwamalah tentang Akad dan Syarat-Syarat
yang Dibolebhkan

Dalam bidang mu’amalah ini terdapat kaidah figih yang
berisikan bahwa “asal sesuatu adalah boleh, sampai ada dalil yang
menunjukkan keharamannya.” Kaidah ini bersumber pada dua
Hadis Nabi Muhammad Saw yaitu “Apa-apa yang dihalalkan
adalah halal dan apa-apa yang diharamkan Allah adalah haram dan
apa yang dimaafkan, maka terimalah dari Allah pemaafan-Nya.
Sesungguhnya Allah itu tidak melupakan sesuatu pun.” (HR. Al
Bazar dan al-Thabrani).

Isi kaidah figih tersebut menunjukkan, bahwa segala
sesuatunya adalah boleh atau mubah dilakukan. Kebolehan ini
dibatasi sampai ada dasar hukum yang melarangnya. Kaidah ini
berlaku untuk bidang muamalah, tetapi tidak berlaku untuk bidang
ibadah. Kebolehan di bidang mu’amalah ini dapat terlihat dari Hadis
Rasulullah bahwa “Kamu sekalian adalah lebih mengetahui dengan
urusan keduniaanmu. Adapun di bidang ibadah dapat dilihat dalam
surat asy-Syuura/42; 21, yang terjemahannya adalah “Apakah mereka
mempunyai sembahan-sembahan selain Allah yang mensyariatkan

untuk mereka agama yang tidak diizinkan Allah?

2. Muamalah Dibangun atas Memperhatikan Maslahah

Kemaslahatan dalam bidang mu’amalah dapat ditemukan

oleh akal/ pemikiran manusia melalui ijtihad. Misalnya, akal
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manusia dapat mengetahui bahwa curang dan menipu dalam
kegiatan bisnis adalah perilaku tercela. Demikian pula praktik riba.
Para filosof Yunani yang hidup di zaman klasik, bisa menemukan
dengan pemikirannya bahwa riba adalah perbuatan tak bermoral

yang harus dihindari.

Muv'amalah adalah aturan syari’ah tentang hubungan sosial
di antara manusia. Dalam mu’amalah, dijelaskan secara luas illat,
rahasia dan tujuan kemaslahatan suatu hukum mu’amalah. Ini
mengandung indikasi agar manusia memperhatikan kemaslahatan
dalam bidang mu’amalah dan tidak hanya berpegang pada
tuntutan teks nash semata, karena mungkin suatu teks ditetapkan
berdasarkan kemaslahatan tertentu, kondisi, adat, waktu dan
tempat tertentu. Sehingga ketika maslahah berubah maka berubah

pula ketentuan mu’amalah (perekonomian).

Dengan pertimbangan maslahah, regulasi perekonomian
bisa berubah dari teks nash kepada konteks nash yang
mengandung maslahah. Misalnya, Nabi Muhammad Saw tidak
mau mencampuri persoalan harga di Madinah, ketika para sahabat
mendesaknya untuk menurunkan harga. Tetapi ketika kondisi
berubah di mana distorsi harga terjadi di pasar, Ibnu Taimiyah
mengajarkan bahwa pemerintah boleh campur tangan dalam
masalah harga. Secara tekstual, Ibnu Taymiyah kelihatannya
melanggar nash hadits Nabi Saw. Tetapi karena pertimbangan
kemaslahatan, di mana situasi berbeda dengan masa Nabi, maka
Ibnu Taymiyah memahami hadits tersebut secara kontekstual

berdasarkan pertimbangan maslahah.

3. Transaksi Di Sebagian Besar Ketentuannya Didasarkan
pada Adat dan Kebiasaan

Dalam kaidah figih disebutkan ‘a/ adatu mubakkamatun®
artinya bahwa adat istiadat dan kebiasaan suatu masyarakat, yang

merupakan bagian dari budaya manusia, mempunyai pengaruh
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di dalam penentuan sebuah hukum. Tetapi yang perlu dicatat,
bahwa kaidah tersebut hanya berlaku pada hal-hal yang belum
ada ketentuannya dalam syariat, sebagai salah satu contoh
adalah dalam hal kadar besar kecilnya mahar dalam pernikahan,
di dalam budaya masyarakat salah satu tempat umpamanya,
keluarga wanita biasanya, menentukan jumlah mas kawin sekitar
50-100 gram emas. Dalam Islam budaya itu syah-syah saja,
karena Islam tidak menentukan besar kecilnya mahar yang harus
diberikan kepada wanita. Menentukan bentuk bangunan Masjid,
dibolehkan memakai arsitektur Persia, ataupun arsitektur Jawa

yang berbentuk Joglo.

Dalam kegiatan mu’amalah, juga terdapat banyak hal yang
tidak dijelaskan secara khusus dalam dalil-dalil yang terdapat
dalam al-Quran, hadits Nabi Muhammad Saw, seperti halnya
kalimat aqad yang dilafazkan baik oleh seorang pedagang, maupun
pembeli dalam sebuah kegiatan mu’amalah jual beli. Sangat
banyak kita jumpai hari ini, bahwa antara pedagang dan pembeli
tidak lagi mengucapkan lafaz aqad “saya jual” oleh pedagang, dan
“saya beli” oleh si pembeli. Sehingga, bagi sebagian orang akan
mengatakan bahwa jual beli ini rusak dan tidak benar. Namun
tentunya hal ini bisa dibenarkan. Sebab bagaimana apabila
kondisinya di swalayan besar, dan beberapa tempat besar lainnya
yang di sana terjadi transaksi jual beli yang pengunjungnya sangat
ramai. Sehingga apabila lafaz ini diharuskan maka akan terjadi
mudharot yang lebih besar daripada manfaat misalnya. Maka
dalam kondisi seperti inilah kaedah figih tersebut bisa dipakai.

4. Transaksi Menggabungkan Agama dan Peradilan

Hukum Islam (Syari'ah) merupakan norma Allah yang
prinsip dan sumbernya berasal dari wahyu (al-Quran dan Sunnah).
Namun, Allah sebagai Syari’ (Lawgiver) tetap memberikan

ruang bagi manusia melalui nalar akal pikirannya untuk terlibat
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langsung baik dalam memberi pemahaman terhadap wahyu
tersebut ataupun dalam mengaplikasikan hukum itu sendiri
sebagai pedoman hidupnya. Sekalipun demikian, dalam perjalanan
sejarah pembangunan hukum Islam masih ditemukan sebahagian
ahli figih sering terkesan sangat berhati-hati dan teliti, bahkan
cenderung takut dalam menangani perubahan hukum akibat
adanya perubahan waktu, tempat dan keadaan. Sementara di
sisi lain ada sebagian dari mereka (ulama) yang terkesan berani
melakukan perannya baik dalam posisinya subyek hukum atapun

sebagai obyek hukum.
Dari kondisi tersebut di atas, para ahli hukum Islam (fagi5)

telah membentuk sistem hukum Islam dan membangun metode
penemuan hukum (Islamic Jurisprudence) sehingga muncullah
metode-metode dalam beristinbat dengan menggunakan kaidah
ushuliyah dan kaidah fighiyah sarana penemuan hukum Islam.
Artinya kedua metode tersebut telah banyak memberikan ruang
gerak dalam menggali teks (nash al-Quran dan as-Sunnah)
guna memenuhi kebutuhan hukum bagi ummat manusi,
sehingga dalam perkembangannya, telah memunculkan kajian-
kajian kritis yang menghendaki agar hukum Islam dapat lebih
mendatangkan kemaslahatan bagi manusia dan dianggap penting
untuk diformulasikan berdasarkan nilai-nilai esensialnya yang

disebut sebagai “Magashid al-Syari’ah’.

5. Muamalah Merupakan Bagian Kemasyarakatan

Bidang mu‘amalah tampaknya memiliki ruang lingkup
yang sangat luas, sehingga potensial untuk berkembang lebih
jauh. Pada saat pengembangan masyarakat dititikberatkan pada
bidang ekonomi Islam, bidang ini (£gih muamalah) akan terus
berkembang. Bahkan, berbagai indikator ekonomi dijadikan
instrumen untuk mengukur kedudukan dan posisi suatu negara

dan masyarakat bangsa dalam pergaulan internasional. Akan
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tetapi, tentu saja yang menjadi subyek dalam hal ini adalah aspek

normatif dari ekonomi, dan bukan ekonomi itu sendiri.

Banyak lembaga-lembaga baik lembaga milik negara,
ataupun lembaga yang dikelola oleh swasta melakukan terobosan-
terobasan dalam mengembangkan kegiatan bisnis mereka dengan
memakai nuansa, sistem, dan lain sebagainya dengan kata syari’ah.
Hal ini dikarenakan mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan
konsumen yang akhir-akhir ini memiliki kecondongan-
kecondongan kepada konsep dan sistem ekonomi Islam. Hal ini
kemudian dijawab oleh para pemilik-pemilik modal dan pengelola
lembaga-lembaga tersebut dengan banyaknya muncul kata-kata
syari’ah di merek kelembagaan mereka, mulai dari hotel-hotel
syari’ah, perbankan syari’ah, bisnis syari’ah, parawisata syari’ah

dan lain sebaginya.

Dalam hal bidang perbankan, hadirnya Bank Mu’amalah
sebagai sebuah lembaga perbankan pertama yang menawarkan
konsep-konsep syari'ah dalam aqad-aqadnya di Indonesia,
berbeda dengan bank lain, yang fungsi non bisnisnya akan
terus ditingkatkan seperti kegiatan sosial kemasyarakatan,
sehingga tidak dikenal hanya sebatas bank tapi juga menunjang
kesejahteraan masyarakat dan sebagai bentuk kontribusi kepada
masyarakat. Untuk itu, pihaknya bank terus mempromosikan
program Bank Mu’amalah Berbagai Rezeki sehingga nasabah
terus meningkatkan saldo tabungan, optimalisasi pasar-pasar ritel
yang lebih dibutuhkan masyarakat, memperluas jangkauan dengan
terus menambah capem baru, pengadaan mesin ATM secara,
serta tidak menutup kemungkinan menaikkan status menjadi
cabang devisa melihat perkembangan ekspor impor, wisatawan
asing mulai banyak, sekaligus akan menjual produk trade finance,
dan terakhir melakukan MoU dengan banyak stakeholder karena
produk Mu’amalah sekarang semakin banyak. “Perlu dipahami,
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Bank mu’amalah adalah bank umum yang mempergunakan sistem
syari’ah. Bisa melakukan transaksi apapun di Bank Mu’amalah

dan terbuka untuk siapapun.
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BAB 3

MACAM-MACAM MUAMALAH
MAALIYAH (HARTA)

Dalam pembahasan mu’amalah, persoalan aqad dan
harta adalah persoalan dasar dan utama yang dibahas. Hal ini
dikarenakan, hampir semua kegiatan mua’amalah yang dilakukan
oleh seseorang dengan orang lain, antara individu dengan individu
yang lain pasti tujuan dan konsep dasarnya adalah barang (harta).
Sehingga ditinjau dari maksud dan tujuannya, akad dalam hal ini
dapat di bagi pada tujuh bagian, yang mana dalam akad ini akan
dapat dijelaskan macam-macam akad yang diaplikasikan dalam
bermu’amalah fighiyah. Namun bila disimpulkan secara gambling
akad ini dapat digolongkan pada empat bagian saja, penjelasannya
sebagaimana akan dijelaskan pada bagian di bawah ini. Ahli figih
telah membagi mu’amalah maaliyah ini berdasarkan sifatnya
kepada beberapa bagian yaitu: mu'awadhodh, tabarru’at, isqothot,
ithlagot, taqyiidat, musyarokah, taustigat, dan istibfazh. Adapun

pembahasan/ penjelasannya di bawah ini.

A. Slob\ (Mu'awadhodh)

Akad mu'awadhodh ini juga disebut dengan akad ar-ramlikat
seperti yang di sampaikan oleh Muhammad Yusuf Musa dalam
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buku A/-Figh Al- Islami' Secara kalimat bahasa muawadhodh
diambil dari kalimat ‘audh yaitu pertukaran sesuatu dengan yang
lain saat bertemu seperti si fulan telah memberiku sesuatu sebagai
pengganti, aku memberi sebagai pengganti. Adapun pada istilah
adalah suatu akad pengganti diantara dua yang ditukarkan, ataupun
ikatan, manfaat yang diberi seseorang dan pihak lain memberi

sesuatu yang bermanfaat seperti dua orang yang saling memberi.

Adapun penjelasan Muhammad Yusuf Musa menyebutkan
muawadhodh/ tamlikat adalah suatu akad yang dimaksudkan untuk
memiliki suatu benda, baik jenisnya maupun manfaatnya. Apabila
pemilikan tersebut dengan imbalan maka akadnya disebut akad
muawadhodh, seperti jual beli, ijarah, shulh (perdamaian), istisna’
dan lain-lain yang di dalamnya terdapat muawadhodh antara
dua pihak, apabila pemilikan terjadi tanpa imbalan (iwadh)maka
akad tersebut di sebut akad tabarru’seperti hibah, shadaqot, wakaf
I’arah dan hiwalah?® Pertukaran muawadhodh ini lazimnya terjadi
dalam jual beli, pemberian dan lain-lain. Contoh kongkritnya
adalah ada dua orang yang mana keduanya sama-sama memiliki
sesuatu kemudian yang satu memberi kepada yang lain, dan pihak

yang diberi juga memberi sesuatu kepada pemberi pertama.

Mua’wadhodh ini merupakan suatu jenis pergantian
antara harta dengan harta seperti jual beli, dan harta yang dapat
dimanfaatkan seperti ijarah, begitu juga harta yang tidak diganti
dengan harta,juga tidak bermanfaat secaralangsung sepertilayaknya
harta. Mu’awadhodh ini lazimnya terjadi dalam jual beli begitu juga

dengan harta yang bermanfaat seperti ijarah/sewa menyewa.

Terdapat beberapa kekhususan dalam agad mu’amalah

mu'awadhodh tersebut yaitu:

1 Muhammad Yusuf Musa, Al-Figh Al-Islami, Muthabi’ Dar Al-Kitab Al-Arabi, Mesir,
cetakan Ill, 1957, him 244-245.

2 Wahbah Zuhaili, al-Figh Al-Islami wa Adillatuhu, juz VI, Dar Al-Fikr, Damaskus,
1986, him 8.
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1. Sama-sama saling bermanfaat. Tempat dan sifat yang

ditukar berkesinambungan keuntungannya.

2. Pemberian tersebut sudah umum/ataupun dibolehkan
syara’.

3. Benda yang dipertukarkan tidak rusak dan batal. Tidak
rusak dan batal dengan cacatnya benda yang ditukarkan.

4. Pertukaran itu boleh batal apabila ada penipuan.

Tidak menggabungkan mu’amalah iwadhodh dan
tabarru’at.

6. Yang dipertukarkan itu berlangsung lama.

Ada sedikit perbedaan aplikasi akad muawadhodh dengan
tamlikat, perbedaannya adalah apabila pemilikan tersebut dengan
imbalan maka akadnya disebut akad muawadhodh, sepertijual beli,
ijarah, shulh (perdamaian), istisna’ dan lain-lain yang di dalamnya
terdapat muawadhodh antara dua pihak, apabila pemilikan terjadi
tanpa imbalan (fwadh) maka akad tersebut di sebut akad tabarru’
seperti hibah, shadaqot, wakaf I’arah dan hiwalah.

B. ok, d\(Tabarrvar)

Tabarruat secara bahasa yaitu memberi sesuatu tanpa syarat
tidak juga menuntut ganti. Adapun zabarru’at pada istilah adalah
ulama tidak menentukan definisinya secara detail melainkan
menentukan jenis-jenisnya saja. pemberian seperti ini adalah
hibah, wasiat, wakaf dll. Sedangakan menurut Ahmad Wardi
Muslich menyebutkan apabila akad tersebut terjadi tanpa imbalan
(iwadh).> Ada persamaan antara tabarru’at dengan mu’awadodh
yaitu sama-sama memberi. Hanya saja tabarruat tidak menuntut
kembali apabila telah diberi sesuatu. Adapun macam-macam

tabarru’at ini adalah hibah, wasiat, wakaf, dan i’aroh.

3 Ahmad Wardi Muslich, figh Mu’amalat, Amzah, Jakarta 2010, him,165.
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Seperti halnya aqad yang lain, aqad fabarru'at tersebut juga

memiliki kekhususan yaitu:
1. Didasari dengan pemberian sukarela

2. Pemberian ini tidak batal meskipun ada salah satu yang

menipu.

3. Apabila seseorang mendapat pemberian, tidak wajib

baginya menggantinya sebagi imbalan.

C. ol (Isgothot)
Isgothot yaitu gugur atau lepas misalnya gugur kandungan

apabila dijumpai janin. Bahasa sederhana dari isgozhor ini adalah
hilangnya kepemilikan atau hak tidak kepada pemilik (lain) atau
mustahiq. Seperti hak ibu pada bayi susuannya karena masih kecil.
Isqothot dalam istilah adalah hilangnya kepemilikan atau hak
tidak karena ada pemilik atau mustahiq (lain) hal ini hanya gugur
karena tuntutan saja. Oleh Ahmad Wardi Muslich menyebutkan
suatu akad yang dimaksudkan untuk menggugurkan suatu hak,
baik dengan pengganti maupun tanpa pengganti, apabila isgoh
(pengguguran) dilakukan tanpa penggantian dari pihak lain,
maka akadnya disebut A/-Isqor AI-Mahdh (pengguguran murni)
seperti talak tanpa imbalan mal, pengampunan dari gishsash, dan

pembebasan hutang.

Apabila pengguguran dengan pengganti atau dari pihak lain
maka akadnya di sebut akad A/-Isqoth Al-Muawadhodh seperti talak
dengan penggantian mal, dan pengmpunan dari gishash dengan
penggantian diyat*. Adapun contoh dari isgoshot ini adalah talak
mujarrod (asli) dan memerdekakan hamba, pemberian, memaatkan
dari qgisas tanpa pengganti dll. Kekhususan isqothot ini adalah:

1. Isqothot ini seperti jual beli tabarru’ maka tidak ada
padanya jibalah (pembodohan) dan gharar.

4 Ibid., him. 165.
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2. Isqothot ini cukup dengan ijab tanpa harus dengan
qobul.

Isqothot layaknya seperti zabarru’
4. Tidak tertentu/ditetapkan dengan waktu.

D. oy (Ithlagot)

Secara bahasa yaitu sunyi dan halus, tipis. Sedangkan
terminologinya adalah sunyi/terhenti tangan seseorang pada
sesuatu tidak terjadi padanya perpalingan kepemilikan sebelum
akad, ini hanya bisa dilakukan oleh yang bersangkutan dan tidak
boleh dilakukan orang lain. Sedangkan Ahmad Wardi Muslich
menyebutkan pelepasan oleh seseorang kepada tangan orang lain
dalam mengerjakan suatu pekerjaan. Contohnya seperti wakalah
(pemberian kuasa), persetujuan kepada orang mahjur ‘alaih untuk
melakukan fasarruf; isha’ atau pengangkatan sebagai pemegang

wasiat (washiy).®

E. o\.i\ (Tagyiidaat)

Tagyidaat secara bahasa adalah seseorang yang mengikatkan
kuda membuat tali pada kakinya supaya tidak lepas. Sedangkan
pada istilah adalah seseorang yang memiliki sesuatu dan mencegah
orang lain untuk mengambil/menguasainya. Taqyiidat dan
ithlaqot hampir sama, tetapi apabila didapati salah satu keduanya
bolehlah mendatangkan yang lain dan hilanglah yang lain dengan
adanya wakalah. Sedangkan Ahmad Wardi Muslich menyebutkan
pelepasan suatu akad yang membatasi atau mencegah seseorang
untuk melakukan tasarruf, seperti pemberhentian sebagai hakim
atau pejabat, pemberhentian sebagai wakil, dan pembatasan
seseorang untuk melakukan tasarruf karena gila, boros, atau

karena masih di bawah umur.®

®  Ibid., him. 165.
5 Ibid., him. 165.
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6. oS\l (Musyarakaat)

Musyarokaat/musyarokah secara bahasa adalah melakukan
perkongsian, bercampur dua kepemilikan. Ada juga yang
menyebutkan bahwa menjadikan sesuatu menjadi dua yang
berdekatan sebagai suatu ain/jenis. Sedangkan pada istilah adalah
bercampurnya dua hal berbeda menjadi satu jenis untuk seseorang
mengelolanya dengan tidak membedakan satu jenis dengan
yang lainnya. Sedangkan pendapat Ahmad Wardi Muslich
menyebutkan suatu akad yang dimaksudkan untuk bekerja sama
dalam pekerjaan dan keuntungan seperti akad Syirkah, dengan

berbagai jenis, akad mudhorobah,dan musagoh.”

Secara garis besar menurut Fuqaha’ amshar (negeri-negeri
besar) syirkah itu di bagi menjadi empet macam yaitu syirka ‘inan,
syirkah abdan, syirkah mufawadhoh, syirkah wujuh.*Musyarakat
ini ada dua makna yaitu makna ‘aam dan makna khas. Makna ‘aam
adalah menjadikan dua yang berbeda menjadi satu tempat. Makna
aam ini meliputi perkongsian yang dibolehkan, perkongsian pada
kepemilikan dan perkongsian pada akad.’

Perkongsianyangdibolehkanadalah sesuatuyangdibolehkan
manusia untuk mengambil manfaat secara keseluruhan seperti
pemanfaatan air laut, suagai dan hal-hal yang sifatnya umum.
Perkongsian kepemilikan adalah menentukan/menempatkan dua
orang atau lebih pada sesuatu. Perkongsian pada akad adalah dua
orang atau lebih berkongsi pada satu akad dengan mengambil

manfaat.
Adapun perkongsian secara khas adalah dua orang atau
lebik berakad, mereka sepakat membangun perekonomian sesuai

yang ditetapkan dengan asumsi sama-sama mengambil manfaat/

7 Ibid., him. 165.

8 Ibnu Rusydi, Bidayatul Mujtahid (terj) Abdurrahman, Asy-Syifa Darulfikir, Kuala
Lumpur, 1990, 264.

o Dar Al-Muttagqiy lil Hayyi Ma’a Majma’ Al-Anhar, juz |, him. 714.

44 Agustri, S.H.I, M.E. Sy.



keuntungan. Musyarakat ini bermacam-macam yaitu syirkah ‘inan,
syirkah mufawadhoh, syirkah syirkah wujuh, syirkah a'mal, syirkah
mudhorobah, syirkah muzaro’ah, dan syirkah musaqoh. Syirkah
‘inan adalah berkongsi dua orang atau lebih dengan hartanya dan
mereka sama-sama bekerja dalam jual beli/perkongsian tersebut
(sama-sama dikelola). Adapun keuntungan sesuai dengan yang

mereka sepakati.’

Syirkah mufawadhoh adalah jika salah seorang dari dua
peserikat menyerahkan kepada pihak lain untuk membelanjakan
hartanya, baik dengan kehadirannya atau ketidakhadirannya. Dan
ini berkaitan dengan semua macam hak milik.! Hal ini didasari
pada persamaan diantara yang berkongsi pada pengelolaan,
harta dan hutang. Dan ini juga diperdapati pada semua jenis
perdagangan. Seseorang dari dua yang berserikat menyerahkan
kepada pihak lain untuk membelanjakan hartanya baik dengan

kehadirannya maupun ketidakhadirannya'2.

Syirkah wujuh adalah hal ini didasari atas kepercayaan
dengan melakukan perkongsian yaitu dua orang atau lebih
berkongsi untuk membeli bahan untuk menciptakan barang dan
kemudian menjualnya, adapun keuntungan mereka bagi berdua.
Pendapat lain menyebutkan serikat tanpa ada pekerjaan dan tidak
pula pada harta. Syirkah a'mal adalah didasari atas asas penerimaan
pekerjaan dari yang mengkongsikan. Mereka yang berkongsi akan
mendapatkan keuntungan sesuai dengan pekerjaan yang mereka
lakukan. Hal ini dibolehkan oleh mazhab Hanafi, Maliki, Hanbali.

Syirkah mudharabah adalah di dasari atas asas bahwa harta
dari salah seorang dari yang berkongsi sedang yang lain hanya
sebagai pekerja saja. Adapun keuntungan yang mereka peroleh

adalah sesuai dengan kesepakatan yang disepakati. Adapun jika

0 Ibid,. him. 264.

1 |bnu Rusydi, op.cit., him. 270.

12 |bnu Rusydi, op.cit., him. 269.
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ada kerugian maka hal itu hanya di tanggung oleh pemilik modal.
Hal ini dibolehkan oleh para fuqaha’. Syirkah muzara’ah adalah
didasari atas asas mengelola bumi dari yang empunya kepada
pekerja untuk ditanami dan yang lain. Adapun hasil panen sesuai

dengan yang disepakati. Ulama berbeda pendapat tentang ini.

Adapun yang membolehkan adalah Maliki, Hambali
dan sebagian mazhab Syafi'l dan sebagian dari Hanafi. Syirkah
musaqah adalah perkongsian atas pohon dari pihak pemilik
kepada pekerja dia bekerja di sana dan memelihara tanaman
tersebut. Adapun hasil sesuai dengan kesepakatan mereka. Semua
ulama menentang terhadap kebolehan mu’amalah ini. Menurut
Ahmad Al-Jaziri musaqoh adalah akad untuk pemeliharaan
pohon kurma, tanaman pertanian dan yang lainnya dengan syarat-

syarat tertentu®.

7. olisyd\ (Taustigat)

Pendapat Wahbah Zuhaili penyebutan taustiqot ini ada
beberapa macam yaitu at-taminat, ‘uqud adh-dhoman. Taustiqot
secara bahasa adalah seseorang mempercayakan sesuatu. Adapun
pada istilah adalah sesuatu yang digantikan hak dan kewajibannya
bagi yang lain dan ditentukan akad. Contoh dalam hal ini adalah
perpindahan hutang antara dua orang untuk menanggung
utang bagi pemiliknya, dan mengamankan orang yang memiliki
piutang atas utangnya, yaitu akad kafalah, hiwala, dan musaqoh™.
Pengertian taustiqot menurut Ahmad Wardi Muslich adalah
suatu akad yang dimaksudkan untuk menanggung pemiliknya,
dan mengamankan orang yang memiliki piutang atas utangnya,
yaitu akad kafalah, hiwalah, dan musaqoh. Firman Allah dalam
surat An-Nisa’ ayat 29:

13 Abdurrahman Al-Jaziri, figh Ala Mazahibil Arba’ah, 1969, him. 21.
14 Ahmad Wardi Muslich. Op, cit,. him. 165.
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Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling
memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali
dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-
suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunub
dirimu; Sesunggubnya Allah adalah Maha Penyayang
kepadamu.

8. Llww. (Istibfazhat)

Istihfazhat secara bahasa adalah memelihara harta apabila
ada yang mencegahnya untuk dikelola. Sedangkan pada istilah
adalah tiap akad yang terjadi diantara seseorang dan yang lainnya
untuk mendatangkan manfaat yang lain dan ia memelihara barang
tersebut. Aplikasinya adalah penitipan barang terhadap seseorang.
Kebanyakan manusia sangat membutuhkan jenis mu’amalah ini
karena tidak selamanya manusia mampu menjaga kekayaannya.

Hal ini terdapat dalam firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat
283:

R o o Tt ) W4y e 0
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Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak
secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang
penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang
dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian
kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah
yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya)

dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya;

dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan
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persaksian. dan barangsiapa yang menyembunyikannya,
Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa
hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu
kerjakan.

Seperti yang disebutkan di atas apalikasi akad yang tujuh
itu dapat digabungkan menjadi empat bagian saja yaitu. (1)
Muawadhodh, yang digabungkan dalam akad ini adalah at-
tamlikat. (2) Tabarruat, yang digabungkan dalam akad ini adalah
isqothoth dan ithlaqoth. (3) Taqyidat, yang digabungkan dalam
akad ini adalah taustiqoth dan istihpazh. (4) musyarokat.

Meskipun Muhammad Ustman Stabir membagi akad ini
kepada delapan bagian, beliau hanya memperjelas akad-akad
tersebut yang kegunaannya untuk mengetahui jenis-jenis akad
yang terjadi di masa dulu ataupun di Arab ketika itu. Adapun
penyederhanaannya menjadi empat bukan berarti akad yang
digabungkan tidak ada aplikasinya melainkan hanya sekedar
penyederhanaan semata.
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BAB 4

SUMBER FIQIH MUAMALAH
HARTA

A. Al-Quranul Karim
Al-Quranul Karim adalah Kitab Allah Taala yang

diturunkan kepada sayyidina muhammad Saw dimulai dengan
surat Al-Fatihah ditutup dengan surat An-nas, sampai kepada
kita secara mutawatir. Dan al-Qur’an adalah mashdar pertama
dari mashdar-mashdar figih mu’amalah maaliyah, serta al-Qur’an

adalah Hujjah bagi semua kaum muslimin, karena al-Qur’an disisi

Allah SWT sebagaimana firmanNya:

ooasd A By S W5 2 6

“Sesungguhnya Kami-lah yang menurunkan Al Quran, dan

Sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya.” (Qs. Al-

Hijr: 9).

Al-quran atau sering pula disebut dengan kitabullah
merupakan sumber utama ajaran Islam. Dalamnya terdapat
berbagai prinsip dan ajaran dasar islam yang meliputi, akidah,
syariah, dan akhlak. Mengingat pentingnya kedudukan al-Qur’an

dalam Islam, ia menjadi objek kajian utama dan pertama dalam
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ushul figih guna menetapkan suatu hukum.

Secara bahasa, kata al-Qur’an merupakan bentuk mashdar
yang berasal dari qara-yaqra'u-qira'ah-waqarana yang berarti
bacaan, berbicara tentang apa yang tertulis padanya atau
melihat dan menelaah. Menurut istilah ushul figih sebagaimana
dikemukakan Abdul Wahhab Khallaf, al-Qur’an adalah kalam
Allah yang diturunkan-Nya dengan perantaraan malaikat Jibril ke
dalam hati Rasulullah Muhammad ibn Abdullah dengan bahasa
arab dan makna-makna benar supaya menjadi bukti bagi Rasul
tentang kebenarannya sebagai rasul, menjadi aturan bagi manusia
yang menjadikannya sebagai petunjuk, dipandang beribadah
membacanya, dan dibukukan di antara dua kulit mushab, diawali
dengan surat al-Fatihah dan diakhiri dengan surat an-Nas,
disampaikan kepada kita secara mutawatir baik secara tertulis
maupun hapalan dari generasi ke generasi dan terpelihara dari

segala perubahan dan penggantian, sejalan dengan kebenaran

jaminan Allah SWT.
Dalam surat al-Hijr ayat 9 Allah SW'T berfirman:

ooksd A By STy (2
Sesunggubnya kami-lah yang menurunkan al-Qur'an dan
sesunggubhnya Kami benar-benar memeliharanya.

Dari definisi ini ada beberapa hal yang dapat dipahami, yaitu
lafal dan makna al-Qur’an langsung berasal dari Allah sehingga
sesuatu yang diilhamkan Allah kepada Nabi Muhammad saw.
Maknanya saja dan lafal berasal dari Nabi bukan disebut al-Qur’an.
Namun yang demikian disebut hadits Nabi saw. Tafsiran surat atau
ayat al-Qur’an yang berbahasa arab, meskipun mirip dengan lafal
al-Qur’an tidak termasuk al-Qur’an. Begitupula terjemahan surat

1 Firdaus, Ushul Figh: Metode Mengkaji Dan Memahami Hukum Islam Secara

Komprehensif, Jakarta: Zikrul Hakim, 2004. Him 17.
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dan ayat al-Qur’an dengan bahasa lain tidak dipandang sebagai

bagian dari al-Qur’an, meskipun terjemahan itu menggunakan

bahasa yang baik dan mengandung makna yang dalam.

1. Kedudukan Al-Quran sebagai Sumber Hukum

a.

Keberadaan al-Qur’an yang diakui secara mutawatir
berasal dari Allah yang diturunkan kepada Nabi
Muhammad Saw. Melalui perantara malaikat jibril. Hal
ini menimbulkan keyakinan kuat kepada umat akan
kebenaran al-Qur’an sebagai petunjuk yang diturunkan
Allah SWT kepada manusia sehingga pantas dijadikan

sebagai sumber syariat Islam.

Informasi al-Qur’an sendiri yang menjelaskan bahwa ia

berasal dari Allah, sebagaimana firman Allah SW'T:

V5 4t 1 T ol o 8o sl s G W1

“Sesunggubnya  kami  Telah menurunkan Kitab
kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu
mengadili antara manusia dengan apa yang Telah
Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu
menjadi penantang (orang yang tidak bersalah), Karena
(membela) orang-orang yang khianat.”(Qs. An-Nisa:

105).

Kemukjizatan al-Qur’an sebagai bukti bahwa ia bukan
berasal dari buatan manusia, tetapi berasal dari Allah.
Mukjizat berarti sesuatu yang dapat melemahkan,
sehingga orang lain tidak dapat berubah yang sama
atau melebihi. Al-Qur’an adalah mukjizat Nabi
Muhammad sebagai bukti kerasulannya yang diutus

untuk menyampaikan risalah kepada umat manusia.
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Bukti kemukjizatan al-Qur’an dapat dilihat dari
ketidakmampuan bangsa arab dan manusia secara
keseluruhan membuat tandingan semisal al-Qur’an
meskipun satu ayat saja. Tantangan ini tidak dapat
dijawab manusia temasuk bangsa arab yang terkenal
memiliki sastra yang tinggi, meskipun mereka

mempunyai kesempatan menjawab tantangan.

2. Hukum yang Terkandung dalam Al-Quran

Hukum-hukum yang terdapat dalam al-Qur’an secara garis

besar dapat dikelompokkan kepada tiga macam, yaitu:?
a. Hukum Keluarga (ahkam al-Ahwal al-Syahsiah), yaitu

hukum-hukum yang berkaitan dengan keluarga mulai
saat berlangsung pernikahan sampai aturan-aturan
tentang hubungan suami isteri yang meliputi talak, ruju,
iddah, kewarisan dan sebagainya. Ayat-ayat al-Qur’an
yang menjelaskann masalah ini berjumlah sekitar 70
ayat.

b. Hukum Mu’amalah/perdata (al-Ahkam al-Madaniah),
yaitu hukum-hukum yang mengatur hubungan
manusia dengan sesamanya dalam masalah jual beli,
sewa-menyewa, gadai, syirkah (kongsi dagang), hutang
piutang, dan hukum perjanjian. Hukum-hukum yang
termasuk dalam kelompok ini mengatur hubungan
perorangan, masyarakat, segala hal yang berkaitan
dengan harta kekayaan, memelihara hak dan kewajiban
masing-masing. Ayat-ayat al-Qur’an yang menjelaskan
masalah ini sekitar 70 ayat.

c¢. Hukum Pidana (al-Ahkam al-Jinayat), yaitu hukum-
hukum yang berkaitan dengan tindak kejahatan.

2 Khallaf, Op Cit, him. 32.

52  Agustri, S.H.I, M.E. Sy.



Adanya hukum ini berkaitan untuk menjaga dan
memelihara stabilitas dan keamanan masyarakat
dalam kehidupan. Dalam hukum tersebut dibicarakan
berbagai aturan, seperti larangan membunuh, berzina,
mencuri, merampok dan dijelaskan pula sanksi bagi
pelaku. Ayat-ayat al-Qur’an yang mengatur masalah ini
berjumlah sekitar 30 ayat.

Hukum Acara (al-Ahkam al-Murafa’at), yaitu hukum-
hukum yang mengatur maslah pengadilan, tata cara di
pengadilan, putusan hakim di pengadilan, objek dan
memuaskan pihak-pihak yang mencari pengadilan. Untuk
itu, dalam hukum ini terdapat sejumlah aturan yang
memberikan peluang kepada hakim untuk menyingkap
mana pihak yang benar, mana pihak yang salah, ayat-ayat
al-Qur’an yang menjelaskan masalah ini berkisar 12 ayat.
Hukum Ketatanegaraan (al-Ahkam al-Dusturiyah),
yaitu hukum-hukum yang mengatur tentang masalah
kenegaraan dan pemerintahan. Hukum-hukum ini
dimaksudkan untuk menata dan mengatur hubungan
penguasa dan rakyat. Selain itu, hukum ini untuk
mengatur secara jelas apa yang menjadi hak individu
dan apa yang menjadi hak masyarkat. Ayat-ayat al-
Qur’an yang berhubungan masalah ini sekitar 10 ayat.

Hukum Internasional (al-Ahkam al-Dauliyah), yaitu
hukum-hukum yang mengatur hubungan antara negara
islam dengan Negara non islam dan mengatur tata cara
pergaulan dan hubungan antara warga Negara islam
dengan Negara non muslim yang berada negara islam.
Ayat-ayat al-Qur’an tentang ini sekitar 25 ayat.

Hukum Ekonomi dan Keuangan (al-Ahkam al-
Igtishadiyah wa al-Maliyah), yaitu hukum-hukum yang
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mengatur hak-hak fakir miskin yang terdapat pada
harta orang kaya. Hukum-hukum ini dimaksudkan
untuk mengatur hubungan keuangan antara orang
kaya dan orang miskin, dan hungan antara Negara
dan perorangan. Ayat-ayat al-Qur'an yang berkaitan
dengan ini sekitar 10 ayat.

3. Dalalah Al-Quran tentang Hukum-Hukum

Semuaumat Islam mengetahui bahwa al-Qur’an diturunkan
secara mutawatir, sehingga dari sisi-sisi ini al-Qur’an disebut gazA’l
al-tsubut. Namun, dari sisi dalalah al-Qur’an tentang huum tidak
semuanya bersifat gazh’i, tetapi ada yang bersifat zanni. Cukup
banyak ayat-ayat gaz/’i dalam al-Qur’an. Pengertian gaz4’ ini pula
yang banyak diuraikan dalam kitab-kitab ushul figih, seperti yang
dijelaskan Wahbah al-Zuhaily yaitu nash qath’i dalalah ialah lafal
yang terdapat dalam al-qur'an yang dapat dipahami dengan jelas dan

mengandung makna tunggal.’

Definisi gazh’i ini mengambarkan suatu ayat disebut gazh’s
manakala dari lafal ayat tersebut hanya dapat dipahami makna
tunggal sehingga tidak mungkin dipahami darinya makna lain
selain yang ditunjukkan lafal itu. Dalam hal ini, zakwi/ tidak
berlaku. Di antara ayat-ayat al-Qur’an yang termasuk dalam
kategori gathl dalalah ialah ayat-ayat tentang wshul al-Syariah
yang merupakan ajaran-ajaran pokok agama islam, seperti shalat,
zakat dan haji, perintah menegakkan yang ma’ruf dan mencegah
yang mungkar, menegakkan keadilan dan kewajiban ensucikan
diri dari hadas. Di samping itu, termasuk kelompok gazs’i adalah
ayat yang berbicara tentang akidah, akhlak dan sebagian masalah

mu’amalah.*

3 Wahbah al-Zuhaili, Ushu al-Figh al-Islami, (Beirut: Dar al-Fikr, 2000), Jilid 1, Cet.
Ke-2, him. 441.

4 Abd al-Wahhab Abd al-Salam Thowilah, Atsar al-Lughah fi Ikhtilaf al-Mujtahiddin,
(Kairo: Dar al-Salam, tt), him. 42.
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Penempatanayat-ayatinidalamkategorigath’l dalalah dilator
belakangi ajaran-ajaran yang dikandung ayat tersebut termasuk
pokok-pokok agama (essensial) yang bersifat tsawabith (tetap) dan
tidak bersifat mutaghaiyyirat (berubah) karena perubahan zaman.
Andai kata ayat-ayat ini termasuk kategiri zanni yang menjadi
objek ijtihad tentu akan muncul ketidakstabilan dalam agama dan
sangat mungin mengalami perubahan-perubahan. Dalam sejarah
hukum islam, tidak muncul mazhab fiqih karena ayat-ayat gazh’,

tetapi yang ada dalam ayat-ayat zanni.

Menurut Syatibi magasid al-Syari’ dalam menetapkan
syari’ahyang meliputi dharuriyat, hajiyat dan tahsiniyat didasarkan
kepada dalil-dalil gash’i karena ketiganya merupakan wushul al-
Syari’ah, bahkan ia adalah ushul ushu al-Syari’ah. Logikanya, bila
ushul al-Syari’ah ditetapkan dalam dalil gash’i, maka ushul ushu
al-Syari’ah lebih utama ditetapkan dengan dalil gaz/’i. Syatibi
tidak mengemukakan ayat qath’i mana yang berhubungan
langsung dengan dharuriyat, hajiyat, dan tahsiniyat tersebut.
Namun diasumsikan ayat-ayat yang mendukung terwujud
ketiganya yang tersimpul dalam pemeliharaan lima hal pokok
dalam, yaitu: agama, diri, akal, keturunan dan harta merupakan
ayat-ayat qath’i. misalnya, ushu al-Ibadah yang meliputi iman,
mengucapkan syahadatain, shalat, puasa, zakat, dan haji yang
ditunjukkan untuk pemeliharaan agama ditetapkan dengan
ayat-ayat qath’i.

Mengingat ayat-ayat qath’i dhalalah dari sisi lafadznya tidak
mengandung kebolehjadian makna lain dari apa yang dikandung
lafal ayat itu. Maka jelas peluang ijtihad tidak dimungkinkan
pada setiap ayat yang qath’i dhalalah. Mempertegas ketentuan ini
para ulama merumuskan suatu kaidah yaitu “7Tidak diperkenankan
ijtihad ketika sudah ada ketetapan nash.” Nash yang dimaksud
dalam kaidah ini adalah nash yang qath’i dhalalah. Dengan kata
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lain ayat-ayat yang qath’i dhalalah tidak menjadi majal (ruang
lingkup) ijtihad bagi para mujtahid.

Meskipun dari sisi lafalnya, suatu ayat qath’i, tetapi dari
sisi mungkin saja zanni sehingga bisa dikembangkan maknanya,
tetapi bukan dimaksudkan menggeser pengertian ayat tersebut.
Adapun metode pengembangannya melalui qgiyas, seperti halnya
mengkiaskan keharaman khamar kepada segala jenis minuman
atau narkoba yang sengaja dibuat untuk memabukkan. Sementara
ayat-ayatzanni dhalalah merupakan lapangan ijtihad. Ini dipahami
dari definisi zanni dhalalah sebagaimana dirumuskan Abd Al-
Wahhab Khallaf yaitu Nash Zanni dhalalah ialah suatu lafal yang
menunjukkan untuk suatu makna, tetapi makna itu mengandung
kebolehjadian sehingga dapat ditakwil dan dipalingkan dari makna
itu kepada makna yang lain.

B. Sunnah Nabawiyah
Sunnah Nabawiyah adalah mashdar dari Nabi SAW selain

Al-Qur’an dari ucapan atau perbuatan atau taqrir atau sifat,
Sunnah nabi ini mashdar kedua dari mashdar figih mu’amalah
maaliyah. Dia hujah bagi semua kaum muslimin, Allah SWT

berfirman:

ek A 5 31180 e d K s 5,108 a1 K56 T

i
Apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan
apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. dan

bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras
hukumannya.”(Qs. Al-Haysr: 7)

Istilah sunnah dalam penggunaannya sering identik dengan
hadits. Kata hadits dari segi bahasa berarti baru sebagai lawan

dari kata qadim yang berarti lama atau dulu yang menjadi sifat
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dari kalam Allah (al-Qur’an), karena hadits sebagai sabda Nabi
Muhammad saw. Memiliki sifat baru, yakni didahului oleh sifat
tidak ada. Secara istilah para ahli hadits tidak membedakan
antara kedua istilah tersebut. Sunnah atau hadits adalah segala
yang berasal dari Nabi Muhammad saw, baik berupa perkataan,
perbuatan, ketetapan (taqrir), maupun sifat-sifat beliau. Khusus
tentang sifat-sifat Nabi ini baik berbentuk pisik, moral, maupun
perilaku dan baik sebelum beliau diangkat sebagai Rasul maupun

sesudahnya.

Sementara ahli ushul figih membedakan antara hadits dan
Sunnah. Sunnah adalah berkaitan, perbuatan dan ketetapan Nabi
Saw. Sedangkan hadits adalah perkataan, perbuatan, ketetapan
dan sifat-sifat Nabi Saw. Dalam hal ini, mereka tidak menjadikan
sifat-sifat abi sebagai Sunnah, melainkan sebgai hadits. Ini jelas
berbeda dengan ahli hadits yang menjadikan sifat-sifat Nabi Saw.
Juga sebagai Sunnah. Perbedaan persepsi antara ahli ushul figih
dan ahli hadits tentang Sunnah dan hadits dilator belakangi oleh
perbedaan mereka memandang hadits sebagai sumber hukum
dan moral dalam islam. Para ahli ushul figih karena tugas mereka
mengistinbathkan hukum dari al-Qur'an dan Sunnah, bagi
mereka hanya perkataan, perbuatan dan ketetapan Nabi yang
dapat dijadikan sebagai sumber hukum. Sedangkan sifat-sifat
Nabi saw. Tidak dapat dijadikan sumber hukum Islam.

Berbeda halnya dengan ahli hadits yang lebih menekankan
pada aspek pribadi Nabi saw. Yang menjadi simbol pemimpin
dan pemberi petunjuk bagi umat karenanya segala perkataan,
perbuatan, ketetapan dan sifat-sifatnya perlu dijadikan teladan
tampa membedakan apakah berkaitan dengan hukum atau
moral. Dengan demikian, dalam pandangan ahli hadits semua
yang berasal dari Nabi saw. Menjadi sumber aturan dalam agama

Islam. Selain itu, ahli figih memaknai Sunnah sebagai semua
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yang berasal Nabi Muhammad saw. Yang tidak termasuk kedalam
kategori hukum taklifi yang disebut fardhu dan wajib. Dengan
kata lain, Sunnah adalah suatu perbuatan yang diperintahkan
dilakukan umat islam dengan perintah yang tidak tegas disertai
pahal bagi yang mengerjakannya, tetapi tidak berdosa bagi yang

meninggalkan.

Sunnah yang dimaksud dalam kajian wushul fiqih,
sebagaimana dikembangkan Muhammad ‘Ajjaj al-Khatib (guru
besar Universitas Damaskus) adalah semua perilaku Nabi saw.
Yang berhungan dengan hukum, baik berupa ucapan (sunnah
qauliyah), perbuatan (Sunnah fi'liyah) dan pengakuan (Sunnah
taqririyah).

C. Ijma’

1. Definisi Ijma’

Ijma’ menurut bahasa, artinya sepakat, setuju atau
sependapat, sedangkan menurut istilah ialah Kebulatan pendapat
semua ahli ijtihad umat muhammad, sesudah wafatnya pada suatu
masa, tentang suatu perkara (hukum).” Menurut al-Amidi, ijma
secara bahasa mengandung dua pengertian, yaitu:

a. Ijma berarti .l Jo ,jdlatau ketetapan hati untuk

melakukan sesuatu atau keputusan berbuat sesuatu.

Ijma’ dalam pengertian ini sejalan dengan firman Allah

SWT:

25 S 58 o) g anl 063 756 e U
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Moh. Rifa’i, IImu Figih Islam Lengkap, (Semarang: PT. Karya Toha Putera, 1978),
him. 36.
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“Dan bacakanlah kepada mereka berita penting tentang
Nub di waktu dia Berkata kepada kaumnya: “Hai
kaumku, jika terasa berat bagimu tinggal (bersamaku)
dan peringatanku (kepadamu) dengan ayat-ayat Allab,
Maka kepada Allah-lah Aku bertawakal, Karena
itu bulatkanlah keputusanmu dan (kumpulkanlah)
sekutu-sekutumu (untuk membinasakanku). Kemudian
Janganlah  keputusanmu itu  dirahasiakan, lalu
lakukanlah terbadap diriku, dan janganlah kamu
memberi tangguh kepadaku.”(Qs. Yunus: 71)

b. Ijmadengan arti kesepakatan atau consensus. ljma’dalam
arti ini dapat ditemukan pada firman Allah SWT:

P 20
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Maka tatkala mereka membawanya dan sepakat
memasukkanmnya ke dasar sumur (lalu mereka masukkan
dia), dan (di waktu dia sudah dalam sumur) kami
wahyukan kepada Yusuf: “Sesunggubnya kamu akan

menceritakan kepada mereka perbuatan mereka ini,

sedang mereka tiada ingat lagi.” (Qs. Yusuf: 15)

[jma’ dalam kedua makna dan ayat di atas hampir sama,
letak perbedaan antara keduanya terdapat pada kuantitas orang
yang berketetapan hati. Pada pengertian pertama dan ayat pertama
hanya mencakup satu tekad saja, sedangkan untuk pengertian

kedua ayat kedua meliputi tekad atau kesepakatan kelompok.

2. Rukun Ijma’

Para ulama’ menetapkan beberapa syarat untuk terwujudnya
ijma’. Namun mereka berbeda pendapat dalam menentukan syara
jma’. N ka berbeda pendapat dal tukan syarat

atau rukunnya, yiatu:
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a. Ada sejumlah mujtahid ketika berlangsungnya kejadian
yang membutuhkan ijma’ mengingat ijma’ tidak akan
terwujud, bila yang melakukan ijma’ hanya seseorang
mujtahid saja. Apabila pada suatu masa tidak ada

mujtahid secara hukum.

b. Semua mujtahid dari berbagai golongan dan belahan
dunia sepakat tentang hukum suatu masalah. Apabila
kesepakatan itu hanya terwujud dikalangan sebagian
mujtahid Hijaz atau mujtahid Irak saja, maka kesepakatan
tersebut tidak dapat disebut ijma’, karena ijma’ hanya

tercapai melalui kesepakatan seluruh mujtahid.

c. Kesepakatan tersebut wujud setelah masing-masing
mujtahid mengemukakan pendapat tentang suatu
masalah secara terang-terangan. Pendapat ini dapat
dikemukakan fatwa tentang suatu masalah hukum
atau melalui perbuatan dengan menetapkan putusan di

pengadilan dalam kedudukannya sebagai hakim.

d. Kesepakatan tentang hukum suatu masalah berasal
dari semua mujtahid mengemukakan pendapat tentang
suatu masalah secara terang-terangan. pendapat
itu dapat dikemukakan melalui ucapan dengan
mengemukakan fatwa tentang suatu masalah hukum
atau melalui perbuatan dengan menetapkan putusan

hukum di pengadilan dalam kedudukan sebagai hakim.

e. Kesepakatan tentang hukum suatu masalah berasal dari
semua mujtahid secara utuh. Apabila kesepakatan itu
berasal dari mayoritas mereka saja dan sebagian kecil
mereka tidak menyetujuinya, maka ijma’ tidak dapat
dikatakan telah terwujud. Apabila terjadi perbedaan
pendapat dikalangan mujtahid, ada kemungkinan benar
pendapat suatu kelompok mujtahid dan kelompok
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lain mempunyai pendapat yang keliru. Kesepakatan
mayoritas ulama semata tidak dapat dijadikan sebagai

hujjah yang bersifat qath’i.
3. Kehujjahan Ijma’
el Jas 7 1865 A4 68 G i be Jp il 3LE 55

s Solag 58 Ay A5 6 A3

‘Dan barangsiapa yang menentang Rasul sesudah jelas
kebenaran baginya, dan mengikuti jalan yang bukan jalan
orang-orang mukmin, kami biarkan ia leluasa terhadap
kesesatan yang lelah dikuasainya itu dan kami masukkan
ia ke dalam Jahannam, dan Jahannam itu seburuk-buruk

tempat kembali.” (Qs. An-Nisa’: 115)

Ayat-ayat tersebut menjelaskan tentang wajibnya bagi setiap
kita untuk ittiba’ kepada Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam,
tidak hanya dalam masalah ibadah, namun juga wajib berittiba’
dalam masalah-masalah yang lain. Dengan ittiba’ ini, kita akan
mendapatkan kemuliaan, kebahagiaan dan kemenangan dalam
kehidupan kita selaku hamba Allah SW'T yang sudah diberikan
karunia aqal untuk membedakan mana yang benar dan mana

yang salah.

4. Landasan Ijma’

Dalam hukum Islam, Ijma’ baru diakui sebagai landasan
hukum atau dalil apabila dalam pembentukannya mempunyai
landasan syara’ yang disebut dengan sanad (landasan) ijma’. Hal
ini didasarkan pada pola berpikir bahwa suatu fatwa yang tidak
didasarkan pada sandaran atau dalil, maka fatwa itu adalah salah
dan tidak boleh dipakai dalam sebuah ibadah. Sedangkan dalam
masalah agama tidak boleh menyatakan fatwa atau pendapat

kecuali didasarkan pada ilmu atau dalil. Disamping itu, dalam
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pengambilan sebuah hukum yang dasar-dasarnya tidak ditemukan
dalam al-Quran dan Hadits secara terperinci (khusu), maka

mustahil kesepakatan yang diambil oleh para ulama terjadi tanpa

didasarkan pada dalil.

5. Pembagian Ijma’

Memperhatikan cara munculnya kesepakatan ulama, maka

ijma’ terbagi menjadi dua bentuk:

a. Ijma’ Sharib (tegas) atau /afzi, yaitu kesepekatan semua
mujtahid dalam satu masa mengenai hukum tertentu
secara tegas dan terbuka dengan mengemukakan
pendapat, tulisan atau perbuatan (mujtahid yang
menjadi hakim memutuskan suatu perkara) sebagai
pernyataan persetujuan terhadap kesimpulan tersebut.
Jumhur ulama’ sepakat menerima ijma’ sharih sebagai
dalil dalam menetapkan hukum.

b. Ijma’ sukuti, yaitu kesepakatan ulama dengan cara
seseorang atau beberapa mujtahid mengemukakan
pendapat tentang hukum suatu masalah pada masa
tertentu, lalu pendapat itu tersebar luas dan diketahui
mujtahid lain, tetapi mereka diam tanpa komentar.

c. Ijma’amali, yaitu kesepakatan para mujtahid atau ulama
dalam mengamalkan perbuatan tertentu pada suatu
masa. Amal para ulama ini menunjukkan terjadinya
suatu ijma’ atau kesepakatan. Kesepakatan ini tidak
menunjukkan pada hukum wajib kecuali ada indikasi
yang mendukungnya. Misalnya, ubaidah al-Salmaniy
menyatakan: “Para sahabat Nabi saw sepakat untuk
melakukan shalat empat rakaat sebelum zuhur.” Dalam
ijma’ ini tidak ada indikasi yang menunjukkan bahwa
shalat empat rakaat sebelum zuhur itu hukumnua wajib,

tetapi hanya sunat sesuai kesepakatan.
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D. Qiyas
1. Pengertian Qiyas

Qiyas secara bahasa, bisa berarti mengukur sesuatu atas
sesuatu yang lain dan kemudian menyamakan antara keduanya.
Ada kalangan yang mengartikan giyas sebagai mengukur
dan menyamakan. Menurut istilah ushul figih, sebagaimana
dikemukakan Wahbah al-Zuhaili, qiyas adalah menghubungkan
atau menyamakan hukum sesuatu yang tidak ada ketentuan
hukumnya dengan sesuatu yang ada ketentuan hukumnya karena

ada persamaan illat antara keduanya.

Ibnu subki mengemukakan dalam kitab jam'u al-Jawani’,
qiyas adalah Menghubungkan sesuatu yang diketahui kepada sesuatu
yang diketahui karena kesamaan dalam illat hukummnya menurut
mujtahid yang menghubungkan. Dengan pengertian yang hampir
senada, Abu Zahrah mengemukakan definisi qiyas sebagai berikut
Menghubungkan sesuatu perkara yang tidak ada nash tentang
hukummnya dengan perkara lain yang ada nash hukummnya karena

antara keduanya terdapat kesamaan dalam illat hukumnya.

Dari beberapa definisi qiyas di atas, diketahui hakikat qiyas
yaitu ada dua kasus hukum yang mempunyai illat hukum yang
sama. Salah satu dari dua kasus hukum yang sama illatnya itu
telah ada hukumnya di dalam nash, sementara kasus lain tidak
ditetapkan hukumnya secara tegas oleh nash tertentu. Lalu,
disamakan hukum kasus yang tidak ada nash ini dengan kasus
yang hukum yang telah ada nashnyaa karena ada kesamaan illat

antara keduanya.

2. Kedudukan Qiyas sebagai Dalil

Dalam menempatkan giyas sebagai dalil untuk
mengistinbathkan hukum, ulama berbeda pendapat. Jumhur

ulama menerima dan menggunakan qiyas sebagai dalil dalam
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urutan keempat, yaitu sesudah al-Qur’an, sunnah dan ijma’.
Tegasnya, qiyas digunakan ketika tidak ditemukan hukum tentang
suatu peristiwa di dalam al-Qur’an, Sunnah dan ijma’, sedangkan
peristiwa itu memiliki illat yang sama dengan kasus yang telah
ditetapkan dalam al-Qur’an, Sunnah atau melalui ijma’. Namun,
sebagaimana ulama, terutama dari kalangan Zahiriyah pengikut
al-Nazham, dan sebagian kalangan Syiah memandang giyas

bukan sebagai hujjah dalam menetapkan hukum.

Untuk  memperkuat  pendapat  mereka, jumhur
mengemukakan sejumlah alasan, baik bersumber dari naqli (nash)
maupun akli (logika). Adapun dalil naqli yang digunakan adalah
firman Allah SWT:
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Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah
Rasul (nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian
Jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, Maka
kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul
(sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah
dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu)
dan lebib baik akibatnya. (Qs. An-Nisa’: 59)

Dan juga dalam hadits Nabi Saw dijelaskan:

Bahwa Rasulullah Saw mengutus Muaz ke Yaman
sebagai qadhi. Rasul bertanya kepadanya, bagaimana
kamu memutuskan apabila dihadapkan kepadamu suatu
masalah  hukum? Muaz menjawab, aku memutuskan
dengan Kitabullah, rasul bertanya lagi, bagaimana caranya
apabila  kamu tidak menemukan jawabannya dalam
kitabullah? Muaz menjawab aku putuskan berdasarkan
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Sunnah Rasulullah saw., bagaimana apabila dalam sunnah
Rasulullah saw. Juga tidak ada jawabannya? Muaz
menjawab, aku akan melakukan ijtihad untuk menetapkan
hukumnya. Mendengar jawaban itu Rasulullah saw.

Berkata: segala puji bagi Allah yang telah membimbing

utusan Rasulullah saw. (HR. Tirmizi)

3. Rukun Qiyas

Sebagai dalil istinbath hukum, ada empat rukun yang harus

terwujud dalam qiyas, yaitu: ashl, hukum ashl, fury’ dan illat.

a.

Ashl
Ashl merupakan masalah yang telah ditetapkan

hukumnya dalam al-Qur’an ataupun sunnah. Ia disebut
pula dengan ‘alaih (tempat mengqiyaskan) dan maha
al-hukm al-musyabbah bih, yaitu wadah yang padanya
terdapat hukum untuk disamakan dengan wadah yang
lain. Disamping itu, ada yang menyebutnya dengan
dalil al-hukm (sesuatau yang memberi petunjuk
tentang adanya hukum). Bahkan ada pendapat yang
menggunakan istilah hukm al-mahal sebagai pengganti
istilah magqis ‘alaih.

Hukum Ash/

Hukum ashl adalah hukum syara’ yang terdapat pada
ashl yang ditetapkan nash atau ijma’ yang hendak
diberlakukan pada furu’ (cabang) dengan cara qiyas.
Misalnya, keharaman khamar yang ditegaskan al-
Qur’an surat al-Maidah ayat 90 di atas.

Fury’

Fury’ atau cabang adalah sesuatu masalah yang tidak
ada ketegasan hukumnya dalam al-Qur’an, sunnah dan

ijma’ yang hendak ditemukan hukumnya melalui giyas.
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Adapun syarat-syarat furu’ adalah sebagai berikut:

1) Tidak ada nash atau ijma’ yang menjelaskan
tentang hukum furu’atau cabang. Apabila ada nash
yang menjelaskan mengenai hukumnya, maka giyas

menjadi batal.

2) Illat yang terdapat pada cabang sama dengan illat
yang terdapat pada ash/, baik dalam zatnya maupun
jenisnya. Kesamaan illat dalam zat ini, seperti illat

haramnya wiski sama dengan khamr.

3) Hukum cabang yang ditetapkan melalui giyas
harus sama dengan hukum ashl sebagai tempat

mengqiyaskannya.
d. Ilat

Illat secara bahasa merubah keadaan, misalnya penyakit
disebut illat karena sifatnya merubah kondisi seseorang

yang terkena penyakit. Menurut istilah sebagaimana
dikemukakan Abdul Wahhab Khallaf, illat adalah suatu

sifat ashl yang menjadi landasan adanya hukum

4. Cara-Cara Mengetahui I//ar

Cara mengetahui i/Jaz hukum dalam al-Qur’an dan sunnah

dapat dilakukan dengan cara:

a. Melalui dalil-dalil al-Qur’an dan sunnah, baik yang
tegas maupun tidak tegas.

b. Mengetahui illat melalui ijma’

c. Mengetahui illat melalui jalan ijtihad

5. Macam-Macam Qiyas

Dalam pembahasan tentang hukum Islam, maka dasar
hukum Islam seperti halnya Qiyas, maka terbagi menjadi tiga

macam, yaitu:
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a. Qiyas awla, yaitu giyas yang terdapat pada furu’ lebih
utama dari illat yang terdapat pada ashl.

b. Qiyas musawi, yaitu illat yang terdapat pada cabang
sama bobotnya dengan illat yang terdapat pada ashl.

c. Qiyas al-Adna, yaitu illat yang terdapat pada cabang
lebih rendah bobotnya dibandingkan dengan illat yang
terdapat pada ashl.

E. Ijtihad

1. Bagian-Bagian Ijtihad

Ijtihad ialah kesanggupan mengistinbathkan hokum syar’i
dari dalil syara’ (kitabullah dan sunnaturrasul). Dan ijtihad itu
terbagi dua, pertama: mengambil hokum dari dhahir nash, yaitu
penetapan hokum dilengkapi oleh nash, kedua: penetapan hukum
dari memahamkan nash. Umpamanya, sesuatu nash mempunyai

illat, maka disamakan nash itu, hukum. Inilah yang dinamakan
qgiyas.”
2. Tingkatan-tingkatan Ijtihad

Ijtihad itu ialah mengeluarkan seluruh kemampuan dan
memberikan segala kekuatan pikiran. Hal itu dilaksanakan
adakalanya buat memperoleh hukum syar’i, adakalanya buat
menerapkannya, yakni: menetapkan hukum atas tiap-tiap yang
harus melaksanakannya seperti menetapkan kaidah segala yang
dilarang boleh terhadap segala perbuatan yang tidak dilarang syara’
kita mengerjakannya.” Ijtithad untuk memperoleh hukum, hanya
dapat dilaksanakan oleh ulama’-ulama’ yang mempunyai keahlian
yang sempurna, untuk ijtihad. Ijtihad menetapkan hukum,seluruh

orang yang sudah tinggi ilmunya dapat melakukannya. Dan ijtihad

6 Tarikh Tasyri Islam 66, dinukil dari Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy,
Pengantar Hukum Islam Edisi 2, Cet, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001. him
51.
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ini, disepakati tidak putus-putusnya sepanjang zaman.’

Maka seseorang ahli figih yang memusatkan fikirannya
untuk memperoleh sesuatu hukum agama dengan jalan istinbath
dari Al-Qur’an dan As-Sunnah, atau dari sesuatu dalil yang
dibenarkan syara’ dinamai mujtahid. Ringkasnya ijtihad itu ada
dua tingkatan:

a. Ijtihad Darakil Abkam, (menciptakan hukum yang
belum ada)

b. Ijtibad Tathbigil Abkam, (menerapkan hukum atau
kaidah atas segala tempat yang menerimanya)

Dalam hal berijtihad apabila nash yang kita hadapi, tegas
(sharib) lagi gath’i wurud dan dalalahnya, maka kita tidak boleh
berijtihad, kita wajib menerapkan sebagaimana yang dikehendaki
oleh nash itu, karena qath’i wurudnya, dia tidak dipersoalkan lagi,
dan karena qath’i dalalahnya, tak ada tempatnya lagi kita membahas
maknanya. Diantara yang demikian, ialah ayat-ayat abkam yang
mufashalah dan mubkamah, seperti firman Allah SWT:

2l 2l W e BTN 0T i

“Penzina penzina dan penzina laki-laki, cambuklah

masing-masingnya 100 kali.” (Qs. An-Nuur: 2)

Apabila nash yang kita hadapi, dhanni wurudnya, atau
dalalahnya, maka terhadap hal itu diperlukan ijribad. Untuk
terbentuknya hukum para mujtahidin harus membahas dalil itu
dari segi sanad dan jalan sampainya kepada kita dan dari aspek
dalalahnya kepada makna dengan jalan-jalan g¢iyas-istihsan-
istishab-istishlah.

7 Ta'liq Al-Muwaqat 4: 89. dinukil dari Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy,
Pengantar Hukum Islam Edisi 2, Cet , Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001. him
52.
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BAB 5

AKAD DALAM MUAMALAH

A. Pengertian Akad

Kata akad berasal dari bahasa Arab a/-agdyang secara etimologi
berarti perikatan, perjanjian, dan permufakatan (a/-ittifag). Secara
terminologi f7¢ih, akad didefinisikan dengan:

dos o Ll g 57he s Je U S Ll

“Pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan kabul
(pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat
yang berpengarub kepada objek perikatan’.

Pencantuman kata-kata yang “sesuai dengan kehendak
syariat” maksudnya bahwa seluruh perikatan yang dilakukan
oleh dua pihak atau lebih tidak dianggap sah apabila tidak sejalan
dengan kehendak syara’ Misalnya, kesepakatan untuk melakukan
transaksi riba, menipu orang lain, atau merampok kekayaan orang
lain. Adapun pencantuman kata-kata “berpengaruh pada objek
perikatan” maksudnya adalah terjadinya perpindahan pemilikan
dari satu pihak (yang melakukan ijab) kepada pihak yang lain
(yang menyatakan kabul).”
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Hasbi Ash Shiddiegy, yang mengutip definisi yang
dikemukakan Al- Sanhury, akad ialah:

S L 7 yhe g e I ) L)

“Perikatan ijab dan kabul yang dibenarkan syara’ yang
menetapkan kerelaan kedua belah pihak’.

Ada pula yang mendefinisikan akad ialah:

s Jylly SN Sl el

“Tkatan atas bagian-bagian tasharruf (pengelolaan) menurut
syara’ dengan cara serah terima’.

Berdasarkan pengertian tersebut di atas, maka dapat
disimpulkan bahwa akad adalah “pertalian ijab (ungkapan tawaran
di satu pihak yang mengadakan kontrak) dengan qabul (ungkapan
penerimaan oleh pihak pihak lain) yang memberikan pengaruh

pada suatu kontrak.

B. Rukun-Rukun dan Syarat-Syarat Akad

1. Rukun-Rukun Akad

Kata rukun berasal dari bahasa Arab § ). Secara bahasa arti
rukun adalah bagian yang kokoh yang memungkinkan tegaknya
sesuatu. Karena itu sendi-sendi rumah berupa tiang-tiang pada
sudut-sudut rumah disebut rukun dalam bahasa Arab. Adapun
pengertian rukun secara istilah adalah apa yang menjadi unsur

asasi wujud sesuatu dan menjadi esensinya.

Dalam melakukan sebuah mu’amalah dalam Islam diminta
untuk memenuhi rukun-rukun akadnya. Ruku-rukun yang
dimaksud adalah sebagai berikut:

a. Agid yaitu orang yang berakad; terkadang masing-masing

pihak terdiri dari satu orang, terkadang terdiri dari beberapa
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orang. Misalnya, penjual dan pembeli beras di pasar biasanya
masing-masing pihak satu orang; ahli waris sepakat untuk
memberikan sesuatu kepada pihak yang lain yang terdiri dari
beberapa orang. Seseorang yang berakad terkadang orang
memiliki hak (“agid ashli) dan merupakan wakil dari yang
memiliki hak.

Magud yaitu benda-benda yang diakadkan, seperti
benda-benda yang dijual dalam akad jual beli, dalam akad

hibah (pemberian), gadai, utang yang dijamin seseorang

dalam akad kafalah.

Maudhy’ alagd yaitu tujuan atau maksud pokok
mengadakan akad. Berbeda akad maka berbedalah
tujuan pokok akad. Dalam akad jual beli misalnya, tujuan
pokoknya yaitu memindahkan barang dari penjual
kepada pembeli dengan diberi ganti. Tujuan pokok akad
hibah yaitu memindahkan barang dari pemberi kepada
yang diberi untuk dimilikinya tanpa pengganti (“iwadh).
Tujuan pokok akad ijarah yaitu memberikan manfaat
dengan adanya pengganti. Tujuan pokok akad iarah yaitu
memberikan manfaat dari seseorang kepada yang lain

tanpa ada pengganti.
Shighat al-"agd ialah ijab kabul. Shigat atau 4.2

secara bahasa berarti pekerjaan, ketentuan, dan bentuk.
Adapun pengertian shigat akad secara istilah adalah
lafazh-lafazh atau ungkapan-ungkapan yang mewujudkan
akad atau dengan ungkapan yang lain adalah perkataan
atau isyarat (perbuatan) yang menjelaskan keinginan
pihak yang berakad dan diungkapkan dengan pembicaraan
yang besifat kejiwaan'. Keinginan pihak yang berakad

merupakan masalah kejiwaan atau hati, dan tidak akan

1

Nazih Hammad, Mu’jam Al-Mushthalahat Al-Igtishodiyah, him. 177
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tampak kecuali dengan menyatakannya baik dalam

bentuk ucapan maupun perbuatan. Hal inilah yang

disebut dengan ijab dan Qabul.

Dalam mendefinisikan ijab Qabul para ulama berbeda
pendapat. Ulama hanafiyah mendefinisikan ijab yaitu pernyataan
(ucapan atau perbuatan) yang muncul pertama dari salah satu pihak
yang berakad, sedangkan qabul adalah pernyataan yang muncul
dari pihak kedua. Qabul dan redho merupakan konsekuensi dari
pernyataan pertama?®. Jumhur ulama (Malikiyah, Syafi'iyah dan
Hanabilah) mendefinisikan ijab yaitu pernyataan yang muncul
dari pihak yang memiliki hak kepemilikan, apakah pernyataan
pertama maupun kedua, sedangkan qabul adalah pernyataan yang
muncul dari orang akan yang menjadi pemilik hak kepemilikan
yang dinyatakan dengan keridhaan, walaupun pernyataan itu
muncul pertama kali’. Memperhatikan perbedaan pendapat ini,
maka yang lebih teliti dan mudah untuk diketahui adalah definisi
ulama hanafiyah, karena mereka mendasarkan definisi tersebut
kepada waktu munculnya pernyataan. Jika pernyataan pertama

muncul, ini disebut ijab dan pernyataan berikutnya disebut qabul.

Adapun bentuk-bentuk shigat (ijab gabul) yang dimaksud
adalah ucapan. Secara alami cara untuk mengungkapkan niat hati
atau keinginannya adalah dengan ucapan. Ucapan adalah yang
tersusun serta menunjukkan atas niat orang yang berakad untuk
proses akad selanjutnya. Ucapan ini bisa dimunculkan dalam bentuk

langsung yaitu dengan lidah atau melalui media seperti tulisan.

a) Ucapan langsung (melalui lidah)
Lidah adalah salah satu anggota tubuh manusia yang

berfungsi untuk berbicara sehingga mudah untuk mengungkapkan

2 Al-Kamal bin Al-Hammam, Fath Al-Qadir, him. 5/74.
3 Hasyiah Ad-Dasuqy, him. 3/3, An-Nawawi, Al-Majmu’, him. 9/165, Al-Bahuty,
Kasyf Al-Qina’, him. 3/146.
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apa yang diinginkan oleh dirinya, sebagaimana firman Allah

SWT:

k}f \j}%"-"-‘ du = £332 3'\;5

‘Dan lepaskanlah kekakuan dari lidabku supaya mereka
mengerti perkataanku’. (Qs. Thahaa: 27-28)

Asal dalam mengungkapkan keinginan adalah dengan
bicara dengan lidah. Maka akad terlaksana dengan laftahz dari
kedua belah pihak yang berakad yaitu ijab dan qabul dengan
menggunakan bahasa yang dipahami oleh mereka untuk
menunjukkan akan hakikat dari keinginan mereka. Seperti
seorang penjual berkata: Saya jula mobil dengan harga Rp. 120 juta,

kemudian pembeli berkata: Saya terima.

Bentuk pernyataan yang lebih utama adalah dalam bentuk
katakerjatelahlampauataudalambentukkhabar,karenapernyataan
tersebut lebih menunjukkan kepastian untuk mewujudkan
keinginan pelaku akad. Prof. Dr. Sanhuri sebagaimana dikutip
oleh Prof. Dr. Abdul Karim Zaidan mengatakan bahwa bentuk
lampau (madhi) adalah bentuk yang jelas untuk mengungkapkan
keinginan pada tahapannya yang final, suatu keinginan yang
telah melewati tahapan ragu-ragu dan berfikir, bargaining, dan

menimbang-nimbang, menuju tahapan pasti.*

Sedangkan kata dalam bentuk mudhari’ (sedang atau akan
berlangsung) dan amar(perintah),keduanyabisa digunakan sebagai
lafazh atau pernyataan ijab qabul apabila disertai oleh lafazh lain
yang menunjukkan bahwa maksudnya adalah mewujudkan akad di
masa sekarang. Namun demikian, yang dinilai dari shigah lafzhiyah
adalah kejelasan makna lafazh mengenai keinginan mewujudkan

akad di waktu bersamaan dan kelayakannya untuk dijadikan ijab

4 Abdul Karim Zaidan, Pengantar Studi Syariah Mengenal Syariah Islam Lebih

Dalam terj. M. Misbah, (Jakarta: Robbani Press, 2008), Cet. I, him. 374.
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qabul, serta tidak mengandung makna lain. Untuk terlaksananya
akad dengan ucapan langsung ini, tidaklah disyaratkan kecuali
harus jelas menunjukkan keinginan. Maka boleh menggunakan
bahasa apa saja selama kedua belah pihak memahaminya. Begitu

juga tidak penting dengan bahasa umum atau bahasa resmi.

Ulama malikiyah, syafi'iyah dan hanabilah mengecualikan
akad perkawinan, maka mereka mensyaratkan bahwa lafazh untuk
menyatakan akad perkawinan hanya ada dua yaitu az-zawas
(kawin) dan an-nikah (nikah) serta derivasinya. Sebagaimana

yang telah disebutkan dalam al-Qur’an:

a5 s (s B 8 s

‘Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terbadap
istrinya (menceraikannya), Kami kawinkan kamu dengan

dia”. (Qs. Al-Ahzab: 37)

‘Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah
dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah

lampau”. (Qs. An-Nisa’: 22)

b) Ucapan dengan tulisan
Ijab qabul dengan tulisan maksudnya adalah bahwa salah

satu pihak menuliskan ijabnya dan pihak lain menerimanya. Hal
ini berbeda dengan dokumen atau arsip, sebab dokumen atau
arsip ada setelah akan terlaksana. Pernyataan dengan tulisan ini
hukumnya sah dilakukan oleh kedua belah pihak yang tidak ada
hadir dan dalam akad apa saja, seperti akad nikah, jual beli, ijarah
dan lain-lain. Hal ini didasarkan pada kaedah figih i€ oS
(tulisan sama dengan ucapan). Kaedah ini bermakna bahwa
tulisan dari orang yang tidak hadir sama hukumnya dengan

ucapan langsung.
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Jika kedua belah pihak hadir pada saat akad dan mereka
sanggup untuk mengucapkan pernyataan ijab qabul, maka
penggunaan tulisan tetap sah. Namun dalam akad nikah, jika
bisa mengucapkan pernyataan ijab qabul maka tulisan tidak
diperbolehkan karena akad nikah pada dasarnya harus diumumkan
dengan lantang dan tidak sembunyi-sembunyi. Disyaratkan pada
pernyataan melalui tulisan bahwa benda yang dijadikan tempat
tulisan tersebut adalah sesuatu yang tulisan bisa dibaca dengan
jelas setelah selesai dituliskan, maka tidak sah tulisan di atas air
dan udara. Disyaratkan juga bahwa tulisan tersebut dengan bentuk
yang resmi artinya bisa dijadikan sebagai bukti dalam perundang-

undangan yang berlaku.

c) Perbuatan

Terkadang akad juga berlangsung tanpa ucapan dan tulisan
yaitu melalui perbuatan misalnya dengan isyarat, barter dan lain-

lain.

1). Isyarat
Isyarat dalam mengungkapkan #jab gabul adakalanya

menggunakan tangan, kepala atau bibir. Isyarat tersebut bisa
menempati posisi ucapan untuk kedua belah pihak yang berakad.
Penggunaan isyarat adakalanya dilakukan oleh orang yang bisa
berbicara atau orang tidak bisa berbicara atau bisu (baik bisu sejak
dilahirkan atau tidak tidak dan terjadi kekeluan pada ucapannya).
Orang yang tidak bisa berbicara adakalanya bisa menulis dan
tidak bisa menulis. Berdasarkan kepada hal ini, maka akad dengan

isyarat ada tiga hukumnya, yaitu:
- Orang yang sanggup berbicara

Jumhur fuqaha’ (Hanafiyah, Malikiyah dan Syafi’iyah)
mengatakan bahwa akad dengan isyarat dalam hal
ini tidak sah, karena hokum asalnya pengungkapan

Figih Mu'amalah 75



keinginan serta keridhaan dalam akad adalah dengan
ucapan, kecuali dalam kondisi darurat’. Ulama
Malikiyah berpendapat bahwa isyarat dalam kondisi
ini hokum sah, karena tujuan adalah pengungkapan
keinginan dan ini telah terlaksana dengan syarat kedua
belah pihak saling memahaminya. Mereka mendasarkan
pendapatnya pada kisah Nabi Zakaria as dengan
Maryam. Namun ulama malikiyah mengecualikan akad
nikah.®

Pendapat yang paling kuat dalam hal ini adalah
pendapat ulama malikiyah, karena isyarat yang telah
berlaku secara urf (adat istiadat) bisa menyebabkan
terlaksananya akad. Ini juga merupakan ketetapan
beberapa undang-undang kontemporer, sebagaimana

yang terjadi pada pasar-pasar modal atau Bursa Efek.

- Orang yang tidak bisa berbicara serta tidak bisa menulis

dan membaca

Isyarat dalam kondisi ini merupakan satu-satunya
jalan untuk pengungkapan keinginan serta untuk
mewujudkan  kemaslahatan ~ dan  menjauhkan
kemudaratan dengan syarat isyarat tersebut dipahami.”
- Orang yang tidak sanggup berbicara namun bisa menulis
dan membaca
Dalam kondisi ini para ulama terbagi kepada dua
kelompok, yaitu: Pertama, jumhur fuqaha’ (Malikiyah,
Syaf'iyah, Hanabilah dan mayoritas Hanafiyah)

5 Al-Kasani, Badai’ As-Shanai’, him. 5/13, Ar-Ramli, Nihayah Al-Muhtaj, him. 3/11,
Ibnu Qudamah, Al-Mughny, him. 4/5.

6 Al-Haththab, Mawahib Al-Jalil, him. 4/229.

7 Al-Kasani, Badai’ As-Shanai’, him. 5/135, Ar-Ramli, Nihayah Al-Muhtaj, him. 3/11,
Ibnu Qudamah, Al-Mughny, him. 7/430, Al-Haththab, Mawahib Al-Jalil, him.
4/229.
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menyatakan bahwa isyarat dalam hal ini bisa
menyebabkan terlaksanya akad. Kedua, salah satu
riwayat dari ulaam hanafiyah yang menyebutkan bahwa
isyarat tidak bisa digunakan jika bisa menulis. Namun
pendapat yang kuat dalam hal ini adalah pendapat
jumhur karena secara umum akad dengan isyarat
dari orang yang bisu walaupun mahir menulis adalah
sah. Sebab isyarat yang dipahami juga menunjukkan

pengungkapan keinginan.
2). Barter

Barter secara bahasa bermakna saling bertukar atau member
dan menerima.® Barter secara istilah adalah saling bertukar barang
khususnya dalam akad jual beli. Barter bisa saja terjadi hanya dari
salah satu pihak. Dimana ijab diucapkan oleh penjual sedangkan
pembeli hanya memberikan uang tanpa ada ucapan ataupun
isyarat. Para ulama telah sepakat bahwa barter dalam akad nikah
tidak sah, namun dalam akad-akad yang lain mereka berbeda
pendapat. Jumhur fuqaha’ (Hanafiyah, Malikiyah dan Hanabilah)
berpendapat bahwa akad dengan system barter hukumnya sah
dalam semua akad baik itu pada barang yang bernilai tinggi
ataupun tidak.

Namun ulama Hanafiyah memberikan syarat pembolehan
barter ini yaitu harga harus sudah diketahui sehingga tidak ada
ketidak jelasan yang akan menimbulkan perselisihan.” Ulama
Syafr'iyah berpendapat bahwa akad dengan system barter tidak
sah karena tidak memiliki kekuatan hukum. Sebab asal dari shigat
adalah dengan lafazh yang jelas maksudnya.’ Pendapat yang
kuat dalam hal ini adalah pendapat jumhur, karena barter telah

8 Al-Fayumi, Al-Mishbah, him. 2/570.

9 Az-Zaila'l, Tabyin Al-Haqaig, him. 4/4, Ad-Dasuqy, Hasyiah, him. 3/3, Al-Bahuty,
Kasyf Al-Qina’, him. 3/148.

10 Asy-Syirazy, Al-Muhazdzdab, him. 1/257, An-Nawawy, Al-Majmu’, him. 9/162.
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menjadi salah satu adat atau urf'yang berlaku secara umum dan
juga telah disepakati bahwa salah satu prinsip dalam mu’amalah
adalah memberikan kemudahan. Ini juga telah ditetapakan oleh

undang-undang kontemporer.

3). Diam

Diam atau tidak memberikan respon baik dengan ucapan
atau perbuatan (isyarat atau barter) dalam mengungkapkan
keinginan pada dasarnya tidaklah diakui sebagai pernyataan
pengungkapan keinginan sebab tidaklah disandarkan suatu
ucapan kepada orang yang diam. Namun hal ini dikecualikan jika
diam tersebut disertai dengan hal-hal yang menunjukkan atas

keridhaan. Pendapat ini didasarkan pada kaedah fiqih:

ol Al oy 3 Sl ST eSle ) oy Y

(Tidaklah disandarkan ucapan kepada orang yang diam,
tetapi diam dalam kondisi dibutubkan adalah sama dengan
bayan/keterangan)."!

Contoh diam yang menunjukkan keridhaan dan pengungkapan
keinginan adalah sebagai berikut:

- Orang yang membebaskan hutangnya pada orang yang
berhutang, sedangkan orang yang berhutang tersebut

diam.

- Orang yang meninggalkan barangnya di depan
seseorang kemudian pergi, sedang seseorang tersebut
diam dan tidak mencegahnya dan bahkan menjaganya,

maka di sini berlaku akad wadiah.
Bagi orang yang bisa berbahasa arab, adapun bagi orang
yang tidak memahaminya dengan baik, maka akad nikah bisa
terlaksana dengan lafazh lain yang menunjukkan makna tersebut.

1 As-Suyuthy, Al-Asybah wa An-Nazhair, him. 142, lbnu Nujaim, Al-Asybah, him.
152.
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Sedangkan ulama hanafiyah tidak sependapat dengan jumhur
ulama di atas. Walaupun demikian, secara asal tidak ada syarat
dalam pernyataan akad dengan bentuk kata-kata tertentu, yang
penting dengan kata-kata tersebut terwujud saling ridho dari
kedua belah pihak. Namun, jika menggunakan kata-kata kiasan
dalam akad nikah/kawin, maka diperlukan garenah atau sesuatu

yang menunjukan maksud perkataan.

Kemudian disyaratkan juga bahwa ucapan tersebut harus
dalam bahasa yang dipahami oleh kedua belah pihak, maka jika
satu pihak tidak memahaminya akad tidak sah kecuali dengan

menggunakan bantuan seperti penerjemah.

Adapun dalam hal-hal yang harus diperhatikan dalam shighat

al’agd ialah:

1) Shighat al’agd harus jelas pengertiannya. Kata-kata
dalam ijab kabul harus jelas dan tidak memiliki banyak
pengertian, misalnya seseorang berkata: “Aku serahkan
barang ini”, kalimat ini masih kurang jelas sehingga masih
menimbulkan pertanyaan apakah benda ini diserahkan
sebagai pemberian, penjualan, atau titipan. Kalimat yang
lengkapnya ialah: “Aku serahkan benda ini kepadamu

sebagai hadiah atau pemberian”

2) Harus bersesuaian antara ijab dan kabul. Antara yang
berijab dan menerima tidak boleh berbeda lafal, misalnya
seseorang berkata: “Aku serahkan benda ini kepadamu
sebagai titipan”, tetapi yang mengucapkan kabul
berkata: “Aku terima benda ini sebagai pemberian”.
Adanya kesimpangsiuran dalam ijab dan kabul akan
menimbulkan persengketaan yang dilarang oleh Islam,

karena bertentangan dengan islah di antara manusia.

3) Menggambarkan kesungguhan kemauan dari pihak-
pihak yang bersangkutan, tidak terpaksa, dan tidak karena
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diancam atau ditakut-takuti oleh orang lain karena dalam
tijarah (jual beli) harus saling merelakan.

Mengucapkan dengan lidah merupakan salah satu cara yang
ditempuh dalam mengadakan akad, tetapi ada juga cara lain yang
dapat menggambarkan kehendak untuk berakad. Para ulama figih
menerangkan beberapa cara yang ditempuh dalam akad, yaitu:

1) Dengan cara tulisan (4itabah), misalnya dua ‘agidberjauhan
tempatnya, maka ijab kabul boleh dengan kitabah. Atas
dasar inilah para fukaha membentuk kaidah:

PR -
s T
“Tulisan itu sama dengan ucapan’.

Dengan ketentuan, kifabah tersebut dapat dipahami
kedua belah pihak dengan jelas.

2) Isyarat. Bagi orang-orang tertentu, akad atau ijab dan
kabul, tidak dapat dilaksanakan dengan ucapan dan tulisan,
misalnya seseorang yang bisu tidak dapat mengadakan ijab
kabul dengan bahasa, orang yang tidak pandai tulis baca
tidak mampu mengadakan ijab dan kabul dengan tulisan.
Maka orang yang bisu dan tidak pandai tulis baca tidak
dapat melakukan ijab kabul dengan ucapan dan tulisan.
Dengan demikian, kabul atau akad dilakukan dengan
isyarat. Maka dibuatkan kaidah sebagai berikut:

bl 8 Yt ey
“Isyarat bagi orang bisu sama dengan ucapan lidah’”.

2) Tuwathi (saling memberi), seperti seseorang yang
melakukan pemberian kepada seseorang dan orang
tersebut memberikan imbalan kepada yang memberi

tanpa ditentukan besar imbalannya. Dengan contoh yang
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jelas dapat diuraikan sebagai berikut: Seorang pengail
ikan sering memberikan ikan hasil pancingannya kepada
seorang petani, petani ini memberi beberapa liter beras
kepada pengail yang memberikan ikan tanpa disebutkan
besar imbalan yang dikehendaki oleh pemberi ikan.
Proses di atas itu dinamakan zz'athi, tetapi menurut

sebagian ulama, jual beli seperti itu tidak dibenarkan.

3) Lisan al-hal. Menurut sebagian ulama, apabila seseorang
meninggalkan barang-barang di hadapan orang lain,
kemudian dia pergi dan orang yang ditinggali barang-
barang itu berdiam diri saja, hal itu dipandang telah ada
akad ida’(titipan) antara orang yang meletakkan barang
dan yang menghadapi barang titipan ini dengan jalan
dalalah al-hal.

2. Syarat - Syarat Akad

Kata syarat berasal dari bahasa Arab L ). Secara harfiah
syarat berarti tanda yang dapat membedakan dari yang lain. Jadi
syarat dalam akad-akad adalah tanda yang membedakan suatu akad
dari akad yang lain, dengan cara memberikan ketentuan-ketentuan
tambahan yang disepakati oleh pihak-pihak yang mengadakan akad.
Adapun syarat menurut istilah adalah sesuatu keadaan atau pekerjaan
dimana adanya hokum tergantung kepadanya, dan bukan bagian
daripadanya'?. Apabila tidak ada syarat maka tidak ada hukum, akan
tetapi setiap ada syarat tidak mengharuskan adanya hukum.

Setiap akad mempunyai syarat yang ditentukan syara’ yang
wajib disempurnakan. Syarat-syarat terjadinya akad ada dua macam:
a. Syarat-syarat yang bersifat umum, yaitu syarat-syarat

yang wajib sempurna wujudnya dalam berbagai akad.

Syarat-syarat umum yang harus dipenuhi dalam

12 H. A. Djazuli, I. Nurol Aen, Ushul Figh (Metodologi Hukum Islam), (Jakarta: PT.
RajaGrafindo Persada, 2000) Cet. I, him. 51.
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berbagai macam akad sebagai berikut:

a) Kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak
(ahli). Tidak sah akad orang yang tidak cakap
bertindak, seperti orang gila, orang yang berada di

bawah pengampuan (mahjur), dan karena boros.
b) Yangdijadikan objek akad dapat menerima hukumnya.
c) Akad itu diizinkan oleh syara’, dilakukan oleh orang

yang mempunyai hak melakukannya, walupun dia
bukan ‘agid yang memiliki barang.
d) Janganlah akad itu akad yang dilarang oleh syara),

seperti jual beli mulasamah (saling merasakan).

e) Akad dapat memberikan faedah, sehingga tidaklah
sah bila rahn (gadai) dianggap sebagai imbangan
amanah (kepercayaan).

f) Ijab itu berjalan terus, tidak dicabut sebelum terjadi

kabul. Maka apabila orang yang berijab menarik
kembali jjabnya sebelum kabul maka batallah ijabnya.

g) ljab dan kabul mesti bersambung, sehingga bila
seseorang yang berijab telah berpisah sebelum
adanya kabul, maka ijab tersebut menjadi batal.

b. Syarat-syarat yang bersifat khusus, yaitu syarat-syarat
yang wujudnya wajib ada dalam sebagian akad. Syarat
khusus ini dapat juga disebut syarat idhafi (tambahan)
yang harus ada di samping syarat-syarat yang umum,

seperti syarat adanya saksi dalam pernikahan.

C. Macam-Macam Akad

Para fuqaha’ telah sepakat bahwa akad itu terwujud apabila
ada dua pihak yang berakad, shigat ijab Qabul dan objek akad
(barang dan harga/uang). Hanya saja mereka berbeda pendapat
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apakah ketiga unsur tersebut merupakan rukun akad. Ulama
hanafiyah berpendapat bahwa yang merupakan rukun akad itu
hanyalah shigat ijab Qabul, adapun dua unsure yang lain tidak
termasuk akad. Adapun argumentasi yang mereka sampaikan
adalah karena pihakyangberakad dan objek akad bukan merupakan
bagian esensi dari akad tersebut dan bahkan keduanya hanyalah
konsekuensi dari shigat ijab Qabul. Karena dengan adanya ijab
dan Qabul, berarti ada yang menyampaikan ijab dan ada yang
menyampaikan Qabul, dan keberadaan keduanya saling berkaitan
mengharuskan adanya objek sebagai dampak dari pengikatan itu

muncul.

Jumhur ulama yaitu malikiyah, syafiiyah dan hanabilah
berpendapat bahwa rukun akad tersebut adalah shigat, dua
pihak yang berakad dan objek akad. Argumentasi mereka adalah
karena ketiga unsure tersebut merupakan hal yang mesti untuk
bisa terwujudnya akad. Meskipun ulama hanafiyah dan jumhur
berbeda pendapat dalam hal termasuk atau tidaknya ketiga unsure
tersebut ke dalam akad, namun mereka sepakat bahwa ketiganya
itu mesti terwujud dalam sebuah akad. oleh sebab itu, pembahasan
dalam rukun akad ini akan dimulai dari unsure yang disepakati
oleh fuqaha’ yaitu shigat, kemudian dilanjutkan dengan pihak
yang berakad dan objek akad.

Para ulama figih mengemukakan bahwa akad itu dapat dibagi
dilihat dari beberapa segi. Jika dilihat dari segi keabsahannya menurut
syara, akad terbagi dua, yaitu:

1. Akad Sahib, ialah akad yang telah memenuhi rukun-
rukun dan syarat-syaratnya. Hukum dari akad sahih
ini adalah berlakunya seluruh akibat hukum yang
ditimbulkan akad itu dan mengikat kepada pihak-pihak
yang berakad. Akad yang sahih ini dibagi lagi oleh ulama
Hanafiyah dan Malikiyah menjadi dua macam, yaitu:
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a) Akad yang nafiz (sempurna untuk dilaksanakan), ialah
akad yang dilangsungkan dengan memenuhi rukun
dan syaratnya dan tidak ada penghalang untuk

melaksanakannya.

b) Akad mawquf, ialah akad yang dilakukan seseorang
yang cakap bertindak hukum, tetapi is tidak
memiliki kekuasaan untuk melangsungkan
dan melaksanakan akad ini, seperti akad yang
dilangsungkan oleh anak kecil yang telah
mumayyiz. Dalam kasus seperti ini, akad ini baru
sah secara sempurna dan memiliki akibat hukum
apabila jual beli itu diizinkan oleh wali anak kecil ini.
Contoh lain dari akad mawquf adalah yang disebut
dalam figih dengan ‘agad al- fudbuli. Misalnya,
Ahmad memberikan uang sebesar Rp. 2.000.000,-
kepada Hasan untuk membeli seekor kambing.
Ternyata di tempat penjualan kambing, uang Rp.
2.000.000,- itu dapat membeli dua ekor kambing,
sehingga Hasan membeli dua ekor kambing.
Keabsahan akad jual beli dengan dua ekor kambing
ini amat tergantung kepada persetujuan Ahmad,
karena Hasan diperintahkan hanya membeli seekor
kambing. Apabila Ahmad menyetujui akad yang telah
dilaksanakan Hasan itu maka jual beli itu menjadi sah.
Jika tidak disetujui Ahmad maka jual beli itu tidak
sah. Akan tetapi, ulama Syafi'iyah dan Hanabilah
menganggap jual beli mawguf itu sebagai jual beli
yang batil.

Jika dilihat dari sisi mengikat atau tidaknya jual beli yang

sahih itu, para ulama figib membaginya kepada dua

macam, yaitu:
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2.

a)

b)

Akad yang bersifat mengikat bagi pihak-pihak yang
berakad, sehingga salah satu pihak tidak boleh
membatalkan akad itu tanpa seizin pihak lain, seperti
akad jual beli dan sewamenyewa.

Akad yang tidak bersifat mengikat bagi pihak-pihak
yang berakad, seperti dalam akad a/~wakalah (perwakilan),
al- “ariyah (pinjam-meminjam), dan al-wadhi'ah

(barang titipan).

Akad yang mengikat bagi pihak-pihak yang

melangsungkan akad itu dibagi lagi oleh para ulama

Jigih menjadi tiga macam, yaitu:

a)

b)

c)

Akad yang mengikat dan tidak dapat dibatalkan sama
sekali. Akad perkawinan termasuk akad yang tidak
boleh dibatalkan, kecuali dengan cara-cara yang
dibolehkan syara’, seperti melalui talak dan a/-
kbhulu’ (tuntutan cerai yang diajukan istri kepada
suaminya dengan kesediaan pihak istri untuk
membayar ganti rugi).

Akad yang mengikat, tetapi dapat dibatalkan atas
kehendak kedua belah pihak, seperti akad jual beli,
sewa-menyewa, perdamaian, a/-muzara’ah (kerja
sama dalam pertanian),dan a/-musaqgah (kerja sama
dalam perkebunan). Dalam akad-akad seperti ini
berlaku hak £hiyar (hak memilih untuk meneruskan
akad yang telah memenuhi rukun dan syaratnya atau

membatalkannya).

Akad yang hanya mengikat salah satu pihak yang
berakad, seperti akad a/-rahn dan al-kafalab.

Akad  yang tidak Sahib, yaitu akad yang terdapat

kekurangan pada rukun atau syarat-syaratnya, sehingga

seluruh akibat hukum akad itu tidak berlaku dan tidak
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mengikat pihak-pihak yang berakad. Kemudian, ulama
Hanafiyah membagi akad yang tidak sahih ini kepada dua
macam, yaitu akad yang batil dan fasid.

Suatu akad dikatakan batil apabila akad itu tidak
memenuhi salah satu rukunnya atau larangan
langsung dari syara’. Misalnya, objek jual beli itu tidak
jelas. Atau terdapat unsur tipuan, seperti menjual ikan
dalam lautan, atau salah satu pihak yang berakad tidak
cakap bertindak hukum. Adapun akad fasid menurut
mereka merupakan suatu akad yang pada dasarnya
disyariatkan, akan tetapi sifat yang diakadkan itu tidak
jelas. Misalnya, menjual rumah atau kendaraan yang
tidak ditunjukkan tipe, jenis, dan bentuk rumah yang
dijual, atau tidak disebutkan &rand kendaraan yang dijual,
sehingga menimbulkan perselisihan antara penjual dan
pembeli. Jual beli seperti ini, menurut ulama Hanafiyah,
adalah fasid, dan jual beli ini dianggap sah apabila unsur-
unsur yang menyebabkan kefasidannya itu dihilangkan,
misalnya dengan menjelaskan tipe, jenis,dan bentuk rumah
yang dijual, atau menjelaskan brand dan jenis kendaraan
yang dijual.

Akan tetapi, jumhur ulama ffgih menyatakan bahwa
akad yang batil dan fasid mengandung esensi yang
sama, yaitu tidak sah dan akad itu tidak mengakibatkan
hukum apa pun. Ditinjau dari segi penamaannya, para

ulama figih membagi akad kepada dua macam, yaitu:

a. Al-ugud al-musamma, yaitu akad yang ditentukan
namanya oleh syara’ serta dijelaskan hukumnya,
seperti jual beli, sewamenyewa, perserikatan, hibah,
al-wakalah, wakaf, al-hiwalah, al-ji’'alah, wasiat, dan

perkawinan.
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b. AlFuqud ghair al-musamma, ialah akad-akad yang
penamaannya dilakukan oleh masyarakat sesuai
dengan keperluan mereka di sepanjang zaman dan

tempat, seperti al~istishna’, dan ba’i al-wafa.

Adapun dilihat dari segi jenisnya dalam fiqih mu’amalah,

aqad dibagi dalam berbagai segi, yaitu:

1. Ditinjau dari Sifatnya

Ditinjau dari sifatnya, akad dapat di bagi pada delapan

macam bagian, yaitu:

a.

Agad Mu'awadlah, yaitu akad-akad yang berlaku atas
dasar timbal balik, seperti jual beli, sewa menyewa, sulh

dengan hartam atau sulh harta dengan harta.

Agad Tabarrvat, yaitu akad-akad yang berdasarkan

pemberian dan pertolongan, seperti hibah, dan i’arah.

Agad Isqathat, yaitu suatu akad yang dimaksudkan
untuk menggugurkan suatu hak, baik dengan
pengganti maupun tanpa pengganti. Adapun isqath
(pengguguran) dilakukan tanpa penggantian dari pihak
lain, maka akadnya disebut A/-Isqath Al-Mahdh” atau
pengguguran murni, seperti thalak tanpa imbalan mal,
pengampunan dari gishash, dan pembebasan utang.
Apabila pengguguran (isqgath) dengan penggantian atau
imbalan dari pihak lain, maka akadnya disebut “/-
Isqath Al Muw'awadhah”, seperti talak penggantian mal,
dan pengampunan dari gishash dengan penggantian
diyat.

Agad Ithlagat, yaitu suatu pelepasan oleh seseorang
kepada tangan orang lain dalam mengerjakan suatu

pekerjaan. Contohnya seperti wakalah (pemberian

13

Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, Pengantar Figih Mu’amalah,......
him.112.
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kuasa), persetujuan kepada orang yang mahjur alaih
untuk melakukan tasarruf, dan isha’ atau pengangkatan

sebagai pemegang wasiat.

e. Agad Ar-Tagyidat, yaitu suatu akad yang membatasi
atau mencegah seseorang untuk melakukan zasarruf,
seperti pemberhentian sebagai hakim atau pejabat,
pemberhentian  sebagai wakil, dan pembatasan
seseorang untuk melakukan zasarrufkarena gila, boros,

atau karena masih di bawah umur.

t. Agad At-Tautsigat, yaitu suatu akad yang dimaksudkan
untuk menanggung utang bagi pemiliknya, dan
mengamankan orang yang memiliki piutang atas

utangnya, yaitu akad kafalah, hiwalah, dan rahn (gadai).
g. Agad Musyarakat, yaitu suatu akad yang dimaksudkan

untuk bekerjasama dalam pekerjaan dan keuntungan,
seperti akad syirkah, dengan berbagai jenisnya, akad

mudharabah, muzaraah, dan musaqgah.

h. Agad Istihafazhat, yaitu suatu akad yang dimaksudkan
untuk menjaga dan memelihara harta bagi pemiliknya,

seperti akad wadiah (penitipan).

2. Akad dari Segi Hukum Syara’

Ditinjau dari segi hukum syara’,akad dalam figih mu’amalah
dibagi kedalam dua bagian:

a. Agad Arrafaha Asy-syari’, yaitu akad yang memenuhi
unsur dan syarat yang telah ditetapkan oleh syara’.
Dalam istilah ulama Hanafiah, akad ini adalah akad
yang memenuhi ketentuan syariat pada asal dan
sifatnya. Yang dimaksud dengan asal dalam definisi
tersebut adalah rukun, yakni #jaé dan gabul, para pihak
yang melakukan akad, dan objeknya. Sedangkan yang
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dimaksud dengan sifat adalah hal-hal yang tidak

termasuk rukun dan objek seperti syarat. Seperti akad

pada jual beli, jjarah, mudharabah, istishna’, salam, dan

sebagianya.'
Akad jenis ini, oleh ulama Hanafiah dan Malikiyah

menjadi dua macam, yaitu:

1)

2)

Akad yang nafiz (sempurna untuk dilaksanakan),
ialah akad yang dilangsungkan dengan memenuhi
rukun dan syaratnya dan tidak ada penghalang

untuk melaksanakannya.

Akad mawgquf, ialah akad yang dilakukan
seseorang yang cakap bertindak hukum, tetapi ia
tidak memiliki kekuasaan untuk melangsungkan
dan melaksanakan akad ini, seperti akad yang
dilangsungkan oleh anak kecil yang telah mumayyiz.
Dalam kasus seperti ini, akad ini baru sah secara
sempurna dan memiliki akibat hukum apabila jual
beli itu diizinkan oleh wali anak kecil ini. Contoh
lain dari akad mawquf adalah yang disebut dalam
figih dengan 4gad al-fudhuli. Misalnya, Ahmad
memberikan uang sebesar Rp. 2.000.000,00 kepada
Hasan untuk membeli seekor kambing. Ternyata di
tempat penjualan kambing, uang Rp. 2.000.000,00
itu dapat membeli dua ekor kambing, sehingga
Hasan membeli dua ekor kambing. Keabsahan
akad jual beli dengan dua ekor kambing ini amat
tergantung pada persetujuan Ahmad, karena
Hasan diperintahkan hanya membeli seekor

kambing. Apabila Ahmad menyetujui akad yang
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Abdul Rahman Ghazali, et. al., Figh Muamalat,( Jakarta: Kencana, 2010), Cet. I,

him. 56.
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telah dilaksanakan Hasan itu, maka jual beli itu
menjadi sah. Jika tidak disetujui Ahmad maka jual
beli itu tidak sah. Akan tetapi, ulama Syafi’iyah
dan Hanabilah menganggap jual beli mawguf itu
sebagai jual beli yang batil.

b. Agad Mustahdatsah, yaitu akad akad yang tidak
memenuhi unsur dan syaratnya. Dengan demikian, akad
ini tidak berdampak hukum dan tidak mengikat pihak-
pihak yang berakad. Jumhur ulama selain Hanafiyah
menetapkan bahwa akad yang batil atau fasid termasuk
golongan ini, sedangkan ulama Hanafiah membedakan
antara fasid dan batil.

Menurut ulama Hanafiah, suatu akad dikatakan &azi/
apabila akad itu tidak memenuhi salah satu rukunnya atau ada
larangan langsung dari syara’, misalnya objek jual beli itu tidak
jelas atau tidak ada barang yang diakadkan. Atau terdapat unsur
tipuan, seperti menjual ikan dalam lautan, Atau salah satu pihak
yang berakad tidak cakap bertindak hukum, seperti akad yang
dilakukan oleh salah seorang yang bukan golongan ahli akad,
seperti gila, dan lain-lain.

Adapun akad fasid adalah akad yang memenuhi persayaratan
dan rukun, tetapi dilarang syara’, seperti menjual rumah atau
kenderaan yang tidak ditunjukkan tipe, jenis, dan bentuk rumah
yang dijual, atau tidak disebutkan drand kenderaan yang dijual,
sehingga menimbulkan perselisihan antara penjual dan pembeli.
Jual beli seperti ini, menurut ulama Hanafiah, adalah fasid, dan
jual beli ini dianggap sah apabila unsur-unsur yang menyebabkan
kefasidannya dihilangkan, misalnya dengan menjelaskan tipe,
jenis, dan bentuk rumah yang dijual, atau menjelaskan &rand dan
jenis kenderaan yang dijual. Akan tetapi, jumhur ulama figih

menyatakan bahwa akad yang bari/ dan fasid mengandung esensi
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yang sama, yaitu tidak sah dan akad itu tidak mengakibatkan

hukum apapun.!

5

3. Akad dari Segi Sighat
Dari segi sighat, akad dalam mu’amalah dapat dibagi dalam

tiga bagian yaitu:

a.

Agad Munjiz adalah suatu akad dengan menggunakan
sighat yang tidak digantungkan dngan syarat dan tidak
disandarkan kepada masa yang akan datang. Dengan
demikian dalam akad munjiz yang akadnya tidak
memerlukan penerimaan atas barang yang menjadi
objek akad, sighat ijab dan gabul semata-mata sudah
cukup menimbulkan akibat hukum, yaitu timbulnya
hak dan kewajiban dari masing-masing pihak. Dalam
jual beli misalnya, dengan telah sempurnanya akad
melalui 7jab dan gabul, hak milik atas barang yang
dijual otomatis berpindah kepada pembeli, dan uang
harga barang otomatis berpindah kepada penjual. Akan
tetapi, dalam akad-akad yang objek akadnya harus
diserahterimakan, seperti hibah, gardh, ariyah, dan rahn
(gadai), sighat ijab dan gabul semata-mata belum cukup
untuk menimbulkan akibat hukum secara langsung,
melainkan harus disertai dengan penyerahan dan
penerimaan objek akad (magud alaib). Ini pendapat
Hanafiah dan Syafi’iyah.’

Malikiyah berpendapat bahwa dalam masalah hibah,
ariyah (pinjaman), dan rabn (gadai), sighat ijab dan
gabul semata-mata teleh cukup untuk menimbulkan

akibat hukum tanpa memerlukan penerimaan barang

yang dihibahkan (maubub). Syafiiyah dan Hanabilah

5 Ibid, him. 57.
16 Ahmad Wardi Muslih, Op. Cit., him. 160-161.
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dalam masalah 7a/n (gadai) pendapatnya sama dengan
Hanfiah, yakni mensyaratkan adanya penerimaan
(gabdh). Sedangkan dalam @riyah hak yang diperoleh
hanya ibadah, bukan akad dalam arti yang khusus.

Pada dasarnya, semua akad bisa munjiz, dalam arti
bahwa akibat hukum akan timbul secara otomatis
dengan adanya ijab dan qabul, kecuali wasiat dan
isha’. Hal ini dikarenakan menurut tabi’atnya kedua
akad ini pelaksanaannya menunggu wafatnya orang
yang memberikan wasiat. Pengertian wasiat adalah
pemilikan terhadap suatu barang yang disandarkan
kepada meninggalnya orang yang brwasiat. Sedangkan
pengertian isha’ adalah pengangkatan seorang washiy’
(pemegang wasiat) untuk anaknya yang masih di bawah

umur setelah wafatnya wali."”

b. Agad Mudhaf adalah suatu akad yang menggunakan
sighat dengan ijab yang disandarkan kepada masa depan,
bukan masa sekarang. Misalnya, “Saya sewakan rumah
saya kepada anda, mulai tahun depan,” atau “Engkau
saya talak minggu depan.” Hukum akad semacam ini
adalah sah untuk masa sekarang, ketika akad diucapkan,
namun akibat hukumnya baru berlaku pada saat yang
disebutkan dalam akad tersebut.

Jika dikaitkan dengan bisa disandarkan atau tidak, akad
menurut Hanafiah dapat dibagai dalam tiga bagian:

1) Akad yang menurut tabi’atnya dapat disandarkan
kepada masa depan, yaitu akad wasiat dan isha’
Kedua akad ini baik sighatnya mapun munjiz,
mu'allag atau mudhaf, tetap saja berlakunya setelah

meninggalnya orang yang memberikan wasiat.

7 Ipid, him 161.
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2) Akad yang sama sekali tidak bisa disandarkan,
melainkan selamanya harus munjiz, yaitu akad-akad
atas kepemilikan barang. Seperti jual beli, hibah,
shulh (perdamaian) dengan mal/, dan pembebasan

utang.

3) Akad-akad yang sah munjiz dan sah disandarkan.
Apabila akadnya munjiz, maka akibat hukumnya
timbul secara spontan, dan apabila disandarkan
maka akibat hukumnya ditunda sampai masa yang
ditentukan dalam akad. Akad-akad ini ada empat

macam yaitu:

a) Akad yang objeknya manfaat, seperti ijarah
(sewa-menyewa), ariyah (pinjaman), muzara’abh,
dan musaah.

b) Akad-akad iltizamat atau tautsigat (kewajiban
dan kepercayaan), seperti kafalah dan hiwalabh.

¢) Akad-akad yang bersifat melepaskan (izhlagaz),

seperti wakalah dan izin untuk berdagang.
d) Akad-akad yang berisi pengguguran (isqazhat),
seperti talak, £bu/u’ dari sisi suami dan wakaf."®
c. Agad Miallag adalah suatu akad yang digantungkan
atau dikaitkan dengan sesuatu yang lain dengan
menggunakan ssalah satu alat syarat. Contohnya, “Jika
engkau pergi ke Jakarta maka engkau adalah wakil saya”.
Dalam contoh ini penunjukan sebagai wakil dikaitkan

dengan kepergian ke Jakarta.

Akad ini berbeda dengan akad yang disandarkan
kepada masa mendatang, karena dalam akad yang

digantungkan dengan syarat, hukumnya tidak sah

18 Ibid, him. 161-162.
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kecuali pada saat adanya syarat yang digantungkan itu.
Sedangkan akad yang disandarkan kepada masa depan,
hukum akadnya sah pada saat akad diucapkan, tetapi
akibat hukumnya baru berlaku nanti, yakni pada saat
yang ditetapkan dalam akad.

Apabila dinisbatkan kepada 727i£, maka menurut Hanafiah,
akad terbagi kepada tiga bagian:

1) Akad yang tidak menerima za7i%k. Akad ini ada empat

macam:

a) Akad kepemilikan atas harta, kecuali wasiat, baik
kepemilikan tersebut terhadap benda (4in), seperti
jual beli, maupun terhadap manfaat, seperti ijarah
(sewa-menyewa), baik dengan cara mu'awadhah
(tukar-menukar) maupun fabarru’. Akad semacam
ini tidak sah digantungkan pada syarat yang belum
jelas adanya atau tidak adanya.

b) Akad mubadalat ghair maliyah, sperti perkawinan
tidak sah digantungkan dengan syarat. Contohnya,
“Saya nikah dengan kamu apabila saya lulus PNS”.
Hal ini dikarenakan dalam akad semacam ini,
akibat hukum harus segera diwujudkan begitu ijab

qabulnya selesai.

c) Akad-akad fagyidat (yang dibatasi), seperti akad
rujuk, pemberhentian wakil, dan pembatasan
tasarruf terhadap anak yang diizinkan untuk
berdagang.

d) Gadai dan igadah (membatalkan akad dengan
sukarela), keduanya tidak sah digantungkan kepada
syarat. Contohnya,“Saya gadaikan rumah ini kepada
anda apabila orangtua saya setuju”. Contoh igadab,
“Saya batalkan jual beli ini dari kamu apabila saya
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2)

menemukan pembeli dengan tawaran yang lebih
tinggi.”
Akad-akad yang sah di za”/i4-kan dengan segala macam
syarat, baik syarat yang sesuai (mu/aim) maupun syarat
yang tidak sesuai (ghair mulaim). Akad ini ada tiga

mams:

a) Isqathat mahhdhah (penggunaan murni), seperti
talak.

b) Wakalah, wasiat, dan isha’.

¢) Iltizamat yang di maksudkan untuk memeperkuat

kehendak multazim, seperti nadzar dan sumpah.

Akad-akad yang sah digantungkan dengan syarat
yang sesuai (mulaim), bukan syarat yang lain. Akad-
akad ini adalah akad kafalah, hiwalah dan persetujuan
berdagang untuk anak di bawah umur. Yang dimaksud
dengan syarat mulaim adalah syarat yang sesuai
dengan tujuan akad, baik secara wrfi maupun syar’i.
Contohnya, “Apabila engkau berutang kepada si
tulan, maka saya yang akan menjamin”. Dalam contoh
ini “utang kepada si fulan” adalah syarat yang sesuai
dengan “jaminan terhadap utang”. Sedangkan syarat
yang tidak sesuai (ghair mulaim) adalah syarat yang
tidak sesuai dengan tujuan akad. Contohnya seperti,
“Apabila turun hujan maka saya yang akan menjamin
si Fulan”. Dalam contoh ini, syarat “turun hujan” tidak
sesuai dan tidak ada hubungannya dengan “jaminan”.
Syarat ini tidak ada sama sekali artinya, dianggap
sebagai main-main (baz/), dan akad tidak sah dengan

main-main (baz/)."

19

Ibid, him 162-164.

Figih Mu'amalah 95



D. Pelaku Akad
Pelaku atau pihak yang berakad adalah factor-faktor

penting dalam terwujudnya suatu akad. Karena dari mereka
lahirnya pernyataan ijab dan qabul yang merupakan dasar pokok
akad. Salah satu dari pelaku akad adalah manusia. Namun tidak
setiap manusia layak menjadi pelaku akad dan dinilai sah ijab
dan gabulnya. Kelayakan manusia untuk melakukan akad dalam
bahasa arab disebut dengan ab/iyah (ila¥)).

1. Pengertian Abliyah (iJaY)

Abliyah  secara bahasa berarti kepantasan/kelayakan
(4>Mo).?* Sedangkan secara istilah bermakna kondisi manusia
dari sisi keabsahannya dalam hukum?®. Syekh Mushthofa Az-
Zarqa’ mendefinisikannya dengan sifar yang telah ditetapkan oleh
Allah pada seseorang yang menyebabkan ia bisa menjadi objek yang
layak untuk khbitab tasyri’iy (seruan legislasi).*

2. Macam-Macam Ahliyah (i1=Y)
Abliyah  akan muncul sesuai dengan tahap-tahap

perkembangan seorang manusia. Maka para fuqaha’ membaginya

kepada dua macam, yaitu:

a) Abliyah Al-Wujub (kecakapan dalam mengemban hak dan
kewajiban)

Abliyah Al-Wujub adalah kecakapan seseorang dalam
memperoleh  hak-haknya  (menjual, memberi hutang,
mendapatkan nafkah jika lemah dan lain-lain) dan menunaikan
kewajiban-kewajibannya (membayar barang yang dibeli, melunasi

hutang dan lain-lain).

20 Al-Fayumy, Al-Mishbah, bab |l

21 Nazih Hammad, Mu’jam Al-Mushthalahat Al-Igtishadiyah fi Lughatil Fugaha’,
(Riyadh: Ad-Dar Al-‘Alamiyah li Al-Kutub Al-Islamiyah, 1995), Cet. Ill, him. 88.

2 Az-Zarqa’, Al-Madkhal Al-Fighy Al-Am, him. 2/736. Khitab tasyri’iy maksudnya
adalah hukum syar’l baik itu berupa ibadah maupun kewajiban-kewajiban lainnya.
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Abliyah Al-Wujub ini merupakan sifat alami manusia yang
telah diperoleh semenjak dalam kandungan sampai masuk ke
dalam kubur. Maka kecakapan ini tidak ada hubungannya dengan
umur, akal dan kecerdasan. Asas dari kecakapan ini adalah
kehidupan seorang manusia. Namun demikian, Ahliyah Al-Wujub
terbagi kepada dua bagian yaitu:

- Abliyah Al-Wujub sempurna, maksudnya kecakapan
manusia dalam  memperoleh  hak-haknya dan

menunaikan kewajiban-kewajibannya.

- Abliyah  Al-Wujub tidak sempurna, maksudnya
kecakapan manusia dalam memperoleh hak-haknya
saja. Seperti janin hingga dilahirkan.

b) Abhliyah Al-Ada’(kecapakan bertindak)
Abliyah Al-Ada’ (kecapakan bertindak) adalah kecakapan

seseorang dalam melakukan tindakan-tindakan hokum yang
diakui oleh syariat. Ahliyah Al-Ada’ menyebabkan seorang manusia
cakap untuk bermu’amalah dengan manusia lain, sehingga
menetapkan hak dan kewajiban baginya serta segala tindakannya
dapat mewujudkan akad dan implikasi syar’i-nya. Tindakan ini
bisa berupa perkataan seperti jual beli, hibah dan lain-lain, serta
bisa juga berupa perbuatan seperti serah terima, pembayaran dan
lain-lain.

Asas dari kecakapan ini adalah akal. Akal manusia
berkembang sedikit demi sedikit, dan mulai sempurnanya akal
seseorang adalah pada tahap menuju baligh. Tahap ini disebut
dengan tamyiz artinya bisa membedakan antara yang bermanfaat
dan yang member mudharat, antara yang baik dan yang buruk.

Kecakapan ini terbagi kepada dua macam:
- Abliyah Al-Ada’ Tidak Sempurna

Maksudnya kecakapa seseorang dalam melakukan
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sebagian dari zasharruf (tindakan). Hal ini berawal dari
masa famyiz yaitu berumur lebih kurang 7 (tujuh) tahun
dan berlanjut hingga masa baligh. Para ulama membagi
tasharruf (tindakan) orang dalam tahap famyiz yang
belum baligh kepada tiga macam, yaitu: Pertama,
tasharruf (tindakan) yang hanya mendatangkan
manfaat (menambah hartanya), seperti menerima
wasiat, hibah dan wakaf. Maka zasharruf (tindakan) ini
sah dan pelaksanannya tidak memerlukan izin walinya.
Kedua, tasharruf (tindakan) yang hanya merugikan
atau mengeluarkan seseuatu dari kepemilikannya
tanpa ada imbalan, seperti bersedekah, berwakaf atau

menghibahkan hartanya.
Maka tasharruf (tindakan) ini tidak sah dan apalagi

mengandung unsur kebatilan.  Ketiga, tasharruf
(tindakan) yang mengandung manfaat (menambah
harta) serta kerugian (mengurangi harta), seperti jual
beli dan ijarah. Maka zasharruf(tindakan) ini hukumnya
sah dan pelaksanaannya memerlukan izin walinya

menurut jumhur fuqaha’.
- Abliyah Al-Ada’ Sempurna

Maksdunya adalah kecakapan seseorang untuk
melakukan fasharruf (tindakan) baik itu yang hanya
akan menambah kepada haknya atau hanya mengurangi
haknya, atau juga bisa mengurangi atau menambahnya.
Kecakapan ini berawal semenjak manusia baligh hingga
dewasa. Ini merupakan tahap sempurnanya akal dan

tubuh manusia.

Baligh bisa diketahui dengan munculnya tanda-tanda
alamiyah seperti perubahan suara, tumbunya jenggot atau kumis,

mimpi basah, haidh dan lain sebagainya. Dari sisi umur masa
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baligh adalah 12 tahun bagi laki-laki dan 9 tahun bagi perempuan.
Jika tanda-tanda baligh belum muncul, sedangkan umurnya
sudah mencapai sebagaimana yang telah disebutkan 12 tahun
bagi laki-laki dan 9 tahun bagi perempuan, maka dalam kondisi
ini seseorang tersebut dianggap baligh secara hokum hingga
mencapai usia tertentu, dalam menentukan usia ini para ulama
berbeda pendapat. Abu Hanifah mengatakan 18 tahun bagi laki-
laki dan 17 tahun bagi perempuan.?® Imam Malik berpendapat
17 tahun bagi laki-laki dan perempuan.** Dan jumhur fuqaha;

mengatakan 15 tahun baik laki-laki maupun perempuan.?

Yang dimaksud dengan dewasa (ruysd) adalah kesanggupan
mengelola dan mengembangkan hartanya dengan baik, dan tidak
terkait dengan umur tertentu®®. Adakalanya dewasa tercapai
ketika baligh, maka dalam hal ini diserahkan semua hartanya dan
memiliki kuasa penuh untuk mentasharrufkan hartanya tersebut.
Kadangkala sudah baligh namun belum dewasa, dalam hal ini
ulama sepakat bahwa hartanya tidak diserahkan, tetapi mereka
berbeda pendapat dalam masalah kekuasaanya (wa/ayah), jumhur
tuqaha” mengatakan bahwa dia belum memiliki kuasa, sedangkan
Abu Hanifah?® mengatakan sudah memiliki kuasa, hanya saja
harta tidak diserahkan dalam rangka untuk kehati-hatian dan
mencegahnya dari pengelolaan yang merugikan. Dan kadangkala
sudah dewasa sebelum baligh, maka dalam hal ini tidak diberikan
kekuasaan (walayah). Kedewasaan diketahui lewat mu’amalah

dan pengalaman bukan berdasarkan umur tertentu.

2 Az-Zaila’l, Tabyin Al-Hagaig, him. 5/195.

24 Al-Qurthuby, Al-Jami’ i Ahkam Al-Qur’an, him. 5/37.

25 Asy-Syarbiny, Mughni Al-Muhtaj, him. 2/166, Ibnu Qudamah, Al-Mughny, him.

4/510.

Baik dalam mengelola hartanya di sini adalah dari sisi duniawi walaupun secara

agama ia fasiq.

2 \bnu lizzy, Qawanin Al-Ahkam, him. 349, Asy-Syarbiny, Mughni Al-Muhtaj, him.
2/166, Ibnu Qudamah, Al-Mughny, him. 4/516.

28 Az-Zaila’l, Tabyin Al-Hagaig, him. 5/190.
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Undang-undang sipil kontemporer ada yang memberikan
batasan umur dewasa, seperti Mesir menetapakan pada umur
21 tahun, Libanon pada umur 18 tahun, maka apabila seseorang
telah mencapai umut tersebut dan berakal maka diserahkan
semua hartanya, dan telah memiliki aA/iyah sempurna, boleh

melakukan transaksi dengan hartanya dan melakukan akad yang

dikehendakinya.?

Namun demikian, menetapkan batasan umur dewasa juga
tidak ada larangannya, selama untuk mewujudkan kemaslahtan

dan menjaga hak-hak serta kewajiban-kewajiban manusia.
c) Faktor Yang Menghilang Ahliyah (i)Y

1. Faktor Samawi

Maksudnya adalah factor yang sudah merupakan ketetapan
Allah SWT atau faktor yang tidak ada kuasa manusia untuk
menyebabkannya.

- Gila (44)

Al-Jurjany medefiniskan gila yaitu rusaknya akal
sehingga tidak bisa mengontrol diri dalam bertindak
baik itu berupa perkataan maupun perbuatan sesuai
dengan akal sehat kecuali secara tidak sengaja.’*®* Maka
orang gila tidak bisa membedakan antara yang baik
dan yang buruk, apakah perbuatan atau perkataannya

tersebut mengandung sanksi hukum atau tidak.

Gila terbagi kepada dua bentuk, yaitu: permanen dan
tidak permanen. Semua tindakan dan mu’amalah orang
gila permanen adalah tidak sah, karena hilangnya sifat
tamyiz. Maka orang gila permanen dikenai hokum
anak kecil yang tidak mumayyiz dalam tasharruf, baik

2% Abdul Mun’im Ash-Shadah, Mashadir Al-lltizam, him. 120.
30 Al-Jurjany, At-Tarifat, him. 107.
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ucapan maupun perbuatannya. Orang gila yang tidak
permanen, maka semua tindakan dan mu’amalahnya
memiliki hukum berbeda sesuai dengan keadaanya.
Ketika dalam kondisi gila, maka semua fasharruf-nya,
baik ucapan maupun perbuatan tidak sah, namun ketika

ia sadar maka hukumnya sah.
Lemah akal/dungu/idiot ()

Maksudnya adalah cacat yang menimpa seseorang yang
menyebabkan rusaknya akal hingga rancu ucapannya,
sebagian ucapannya serupa dengan orang yang berakal
dan sebagiannya lagi serupa dengan orang gila.’' Lemah
akal ini ada dua macam, Perfama, lemah akal yang tidak
lagi memiliki kemampuan pemahaman dan zamyiz,
maka orang seperti ini kedudukannya sama dengan
orang gila, Kedua, lemah akal namun masih memiliki
kemampuan pemahaman dan zamyiz, namun abliyah-
nya sudah tidak sempurna. Maka orang seperti ini,

kedudukan sama dengan anak yang mumayyiz.”
Tidur

Tidur adalah kelemahan atau kelesuan alami yang
dirasakan oleh manusia dan menghilangkan akalnya
bahkan juga menghilangkan fungsi panca indranya.
Ketika tidur seseorang akan terhenti dari berbuat dan
berpikir. Oleh sebab itu, tidur merupakan salah satu
yang menghilang kecakapan dalam bertindak, maka
semua perkataan dan perbuatannya selama tidur tersebut
tidak diberikan hokum. Adapun kewajiban-kewajiban
syariat, akan ditunaikan ketika ia telah bangun. Nabi
Saw bersabda:

31

32

Al-Jurjany, At-Ta’rifat, him. 190.

Abdul Karim Zaidan, Pengantar Studi Syariah Mengenal Syariah Islam Lebih

Dalam terj. M. Misbah, (Jakarta: Robbani Press, 2008), Cet. |, him. 400-401.
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‘Diangkat pena dari tiga orang: 1) Orang tidur hingga
bangun, 2) Anak kecil hingga besar (baligh), dan 3) Orang
gila hingga sadar’. (HR. Ibnu Majah)

(dosy sl ol55) a5 13) s Ld S 530 o o o0

‘Barangsiapa yang tidur (sehingga lalai) dari sholat atau
lupa, maka hendaklah ia sholat apabila telah mengingatnya’.
(HR. Bukhari dan Muslim)

- Pingsan
Pingsan adalah kelemahan atau kelesuan yang tidak
alami sehingga menyebabkan tidak bisa bergerak,
hilangnya semua kekuatan tubuh baik bergerak maupun
berpikir dan menghilangkan akal.** Seseorang dalam
kondisi pingsan, maka kedudukannya sama dengan

orang yang tidur.

2. Faktor Muktasab
Maksud daripada faktor muktasab adalah faktor yang

disebabkan oleh perbuatan manusia.
- Bodoh (4
Bodoh di sini bermakna kelemahan yang dihadapi oleh
seseorang, sechingga perbuatan yang dilakukannya tidak
sesuai dengan akal sehat dan syariat*. Maka ia akan
menggunakkan hartanya tanpa tujuan, pertimbangan
dan melihat akibatnya, mengikuti hawa nafsunya,
serta memubazirkan hartanya. Orang bodoh akal dan

kecakapan sempurna, hanya saja akal tertutup hawa

33 Al-Jurjany, At-Ta’rifat, him. 148.
34 Al-Jurjany, At-Ta’rifat, him. 158.
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nafsu.

Maka para fuqaha’ berbeda pendapat dalam menilai
tindakan orang bodoh apabila telah baligh. Jumhur
fuqaha’ (Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah, Ash-
Shohiban dari Hanafiyah) berpendapat bahwa orang
bodoh dibajar (ditahan dari menggunakan hartanya),
maka semua fasharruf dalam bentuk ucapan yang
bersumber dari orang bodoh tidak sah. Tujuan dari
penahanan ini adalah untuk menjaga hartanya dan
harta masyarakat dari hal-hal yang tidak bermanfaat,
menahan harta orang bodoh ini lebih dibutuhkan dari

menahan harta anak kecil. Allah SW'T berfirman:
5,285 ko 3351 Lo X0 4 Jas B Kial STt ¥
By Y5 2 Ul
‘Dan  janganlah kamu serahkan kepada orang-orang
yang belum sempurna akalnya, harta (mercka yang ada
dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok
kehidupan”. (Qs. An-Nisa’:5)
Namun, yang lebih baik dalam menahan harta
orang bodoh harus melalui keputusan hakim, karena
penahanan terhadap perkara-perkara yang bersifat
ijtihad akan lebih kuat jika dengan keputusan
hakim*. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa
tidak ada penahanan atas orang yang sudah baligh
dan sempurna kecakapannya walaupun bodoh, karena

dalam penahanan akan menghilangkan kehormatan

dan kemanusiaannya, dan tidaklah harta lebih mulia

35

Ibnu Jizzy, Qawanin Al-Ahkam, him. 349, Asy-Syarbiny, Mughni Al-Muhtaj, him.
2/166, lbnu Qudamah, Al-Mughny, him. 4/516.
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daripada diri manusia.** Pendapat yang kuat dalam
hal ini adalah pendapat jumhur, karena harta pada
hakikatnya adalah milik Allah sedangkan manusia
hanyalah wakil untuk memanfaatkannya sesuai dengan
syariat, maka jika penggunaannya menyalahi syariat
maka harus diadakan penahanan dan pencegahan.

- Lalai

Lalai adalah salah satu bentuk kelemahan dari tabiat
psikologi yang tidak menghilangkan akal, tetapi
memberikan pengaruh kepada kebenaran perkiraan,
kabagusan pendapat dan pemahaman terhadap
kemaslahatan yang ada dalam tindakan yang dilakukan.
Sehingga orang yang lalai akan mudah ditipu dan
dikhianati. Hukum orang yang lalai adalah sama dengan

orang bodoh.
- Mabuk

Mabuk adalah suatu keadaan yang menimpa seseorang
yang disebabkan oleh mengkonsumsi sesuatu yang
mamabukkan yang berawal dari uap menuju otak,
sehingga akal tidak berfungsi lagi untuk bisa berbuat,
berpikir dan membedakan antara yang baik dan yang
buruk hingga waktu tertentu.’” Mabuk pada asalanya
adalah salah satu hal yang menghilangkan kecakapan
bertindak karena hilangnya akal.

3. Badan Hukum

Badan hukum yang dalam istilah figih disebut dengan
syakhsyiyah hukmiyah atau syakhsyiyah I'tibariyah/ ma’'nawiyah
atau mujarradoh adalah suatu badan yang melakukan mu’amalah

manusia baik dalam hal memperoleh hak maupun menunaikan

36 Az-zaila’l, Tabyin Al-Haqaig, him. 5/192.
37 Muhammad Syaukat Al-‘Adawi, Nazhariyah Al-‘Aqd, him. 109.
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kewajiban dan bukan orang-orang tertentu.*®

Lahirnya istilah ini adalah akibat dari perkembangan system
Undang-Undang Positif tentang syarikat-syarikat dan yayasan-
yayasan. Dr. Wahbah Az-Zuhaily dalam karya monumentalnya
Al-fighi Al-Islami wa Adillatuby” menuliskan : “Figih Islam
mengakui apa yang disebut dalam hukum positif sebagai syakbsyiyah
hukmiyah atau syakhsyiyah I'tibariyah/ma’nawiyah atau mujarradoh
(badan hukum) dengan mengakui keberadaannya sebagai lembaga-
lembaga umum, seperti yayasan, perhimpunan dan perusahaan,
sebagai syakhsiyah (badan) yang menyerupai syakbsyiyah manusia
pada segi kecakapan memiliki, mempunyai hak-hak, menjalankan
kewajiban-kewajiban, memikul tanggung jawab yang berdiri sendiri
secara umum’. Sejalan dengan Wahbah, Dr. Mustafa Ahmad Zarga
dalam kitab “‘Madkhal Al-Figh al’Aam” mengatakan, “Figih Islam
mengakui adanya syakhsyiyah hukmiyah atau I'tibariyah (badan
hukum)’. (Volume 111, halaman 256).

Kalau diperhatikan lebih jauh, pemikiran tentang badan
hukum atau syakhshiyah i’tibariyah init telah dibahas oleh para
tugaha’. Namun pada masa mereka badan hukum yang muncul
itu tidak sebanyak pada saat ini, diantaranya adalah baitul mal,
wakaf, masjid dan lain sebagainya. Pada badan hukum ini, para
fuqaha’ telah menerangkan tentang hukum-hukumnya secara
tersendiri tanpa dikaitkan dengan pribadi seseorang. Contohnya,
baitul mal, dimana para fuqaha’ telah menetapkan bahwa baitul
mal berkewajiban untuk memberikan kemaslahatan kepada
ummat dari harta-harta milik umum. Baitul mal juga berhak
untuk menerima warisan yang tidak ada pewarisnya dan wasiat,
dan juga berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada orang-

orang fakir.
Wialaupun badan hukum atau syakshiyah Itibariyah ini

% Qal'ahji dan Qunaiby, Mu’jam Lughah Al-Fugaha’, him. 255,
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diakui dalam agama Islam, tetapi tidak akan sama kewajiban-
kewajibannya sebagai mana manusia. Maka tidak boleh
memperluas kewajibannya kepada kewajiban-kewajiban selain

yang bersifat harta, seperti sholat, puasa, haji dan lain-lain.

E. Bentuk-bentuk Aqad dalam Ekonomi Islam

1. Walayah (Perwalian)

Walayah secara bahasa bermakna pertolongan, kecintaan,
kekuatan dan kekuasaan.* Adapaun walayah secara istilah
adalah kekuasaan syar’i yang memungkin seseorang bisa untuk
melakukan akad dengan orang lain, melaksanakannya dan
menerima implikasi-implikasinya dimulai pada saat fasharruf

tanpa memerlukan izin dari siapapun.®

Maka akad atau tindakan tidak akan sah kecuali ada
kecakapan sempurna dan walayah. Sebab dengan kecakapan
sempurna itu akad dan tindakan menjadi sah dan memiliki wujud
eksternal sedangkan dengan wa/ayah tindakan menjadi sah dan
melahirkan implikasi. Walayah ditetapkan oleh syariat atau oleh
hakim terhadap orang yang tidak sempurna kecakapannya. Maka
seorang wali (penerima perwalian) harus mempunyai syarat-

syarat sebagai berikut:
- Memiliki kecakapan sempurna.

Seseorang yang tidak sempurna kecakapannya, tidak
diperbolehkan menerima perwalian, karena dia sendiri

tidak memiliki walayah.

- Amanah,adil dan mempunyai keinginan untuk menjadi

wali.

Seorang yang telah menerima perwalian, harus berusaha

untuk memberikan kemaslahatan terhada orang yang

3% Al-Fayumi, Al-Mishbah, him. 2/927.
40 Al-Kahfif, An-Niyabah ‘an Al-Ghair fi At-Tasharruf, him. 7.
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diwalikan kepadanya, Allah SW'T berfirman:

AT T o fe T3k s B35 aads 1 187§ ol 2345
& 086 ) Wb ol 3 o 86 ol ) s V35 1,5,

PEERE A
‘Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang
seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak
yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan)
mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada
Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang
benar. Sesunggubnya orang-orang yang memakan harta
anak yatim secara Zalim, sebenarnya mereka itu menelan

api sepenuh perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api

yang menyala-nyala (neraka)’. (Qs. An-Nisa’: 9)
Sabda Nabi SAW:

(3515 5l ol5) Lo utls b8 5 35 b pis Frd o
‘Barang siapa yang tidak menyayangi yang kecil dan tidak

mengtahui hak orang yang tua, maka ia tidak termasuk

golongan kami’. (HR. Abu Dawud)

- Seorang wali hanya boleh melakukan zasharruf pada
hal-hal yang menguntungkan.

Seorang ayah boleh membeli harta bergerak atau tetap
dari harta anaknya yang masih kecil,dan juga dibolehkan
untuk menyewakan dan menginvestasikan harta
anaknya tersebut. Pada dasarnya seorang wali boleh
mentasharrufkan harta orang yang diwalikan kepadanya
dalam hal-hal yang mendatangkan keuntungan. Namun
jika fasharruf tersebut mengakibatkan kerugian, maka
tidak boleh seperti akad zabbarru’. Seorang kakek juga

menempati posisi sebagaimana ayah.
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- Seorang wali dan yang memberikan perwalian harus

satu agama.

Maka tidak sah seorang muslim menjadi wali bagi non
muslim, begitu juga tidak sah seorang non muslim

menjadi wali bagi muslim.
Syarat-syarat di atas tidak hanya berlaku pada awal
perwalian, tetapi jika ditengah perjalanan ternyata salah satu
dari syarat tersebut hilang seperti gila, maka hak perwaliannya

juga hilang atau dibatalkan, walaupun walinya adalah ayah atau

kakeknya sendiri.

2. Wakalah (Perwakilan)

Wakalah secara bahasa berarti pemeliharaan, penyandaran
dan penyerahan urusan kepada orang lain,* dan menurut istilah
wakalah adalah menempatkan orang lain sebagai dirinya sendiri
dalam mewakilinya pada beberapa fasharruf. Asy-Syarbiny
mendefinisikan wakalah dengan, penyerahan seseorang kepada orang
akan suatu pekerjaan dan menjadi penggantinya dalam mengerkan
pekerjaan  tersebut®. Sedangkan wakalah dalam akad adalah
penyerahan seseorang kepada orang lain untuk melakukan akad atas

namanya, seperti mewakilkan pembelian atau penyewaan rumah.

Adapun hukum wakalah adalah boleh dengan dalil bahwa
Nabi SAW pernah mewakilkan kepada Urwah Al-Bariqy untuk
membeli seekor kambing*. Wakalah merupakan salah satu bentuk
perwalian yang dibutuhkan oleh masyarakat, karena tidak semua
orang yang bisa untuk melakukan pekerjaan secara langsung
karenanya mereka perlu mewakilkannya kepada orang lain.

Wakalah memiliki rukun-rukun yaitu shigat, muwakkil (orang

4 Al-Fayumi, Al-Mishbah, him. 2/924.

42 Asy-Syarbiny, Mughni Al-Muhtaj, him. 2/217.

4 Al-Baihaqy, As-Sunan Al-Kubra, him. 6/112, Ahmad bin Hanbal, Musnad Ahmad,
him. 1/204.
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yang mewakilkan), wakil, objek wakalah. Secara umum ada
beberapa syarat wakalah yaitu:

- Muwakkil dan wakil harus memiliki abliyah al-ada’.
Maka tidak sah wakalah kepada orang gila, anak yang
belum mumayyiz. Adapun anak mumayyiz, pendapat
terkuat para fuqaha’ adalah sah dalam tasharruf yang

memberikan keuntungan.

- Objek wakalah harus pada hal-hal yang dibolehkan. Maka
tidak sah wakalah jika objeknya adalah pekerjaan yang
haram, seperti mencuri, merampas dan membunuh. Juga
tidak sah wakalah jika akan merugikan muwakkil, seperti
akad zabarry’. Namun jika zasharruf tersebut mengandung
kerugian dan keuntungan seperti akad ijarah dan jual beli,

pendapat terkuat menyatakan keabsahannya.

Pada asalnya akad wakalah dilakukan tanpa upah, karena
akad ini adalah tolong menolong dalam kebajikan. Oleh karena
itu, diperbolehkan salah satu pihak membatalkan akad wakalah
walaupun tidak diridhai oleh pihak lain selama tidak perwakilan
tersebut tidak berkaitan dengan hak orang lain seperti pembayaran
hutang. Jika wakalah itu diberikan upah maka hukumnya sama
dengan hukum ijarah. Akad wakalah ini terbagi kepada dua
macam, yaitu wakalah muthlagah dan wakalah mugayyadah.
Wakalah muthlagah adalah wakalah yang tidak dikaitkan dengan
syarat-syarat tertentu, contoh: jualkan rumahbku inimuwakkil
tidak menyebutkan berapa harganya. Wakalah muqgayyadah adalah
wakalah yang ada syarat-syaratnya, seperti menetapkan harga
terhadap objek wakalah. Dalam sebuah kegiatan mu’amalah, akad
wakalah berakhir dengan beberapa sebab berikut ini:

- Jika tujuan wakalah telah tercapai.

- Jika muwakkil telah melaksanakan objek wakalahnya,

contoh; muwakkil mewakilkan penjualan rumah,
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kemudian datang orang yang ingin membeli rumah
tersebut kepada muwakkil, dan dia pun langsung

menjualnya.

- Jika muwakkil atau wakil membatalkan akad wakalah

tersebut.

- Kematian salah seorang dari pihak yang berakad
(muwakkil atau wakil).

- Objek akad wakalah rusak atau hancur.

3. Fadhalah (tindakan tanpa izin)

Fadhalah secara bahasa berarti kegiatan seseorang yang
tidak berguna baginya. Kata fadhalah memiliki hubungan dengan
Al-Fudhul yang merupakan bentuk jama’ dari fadh/*. Sedangkan
kata fudhuli berasal dari fudhul. Adapun fadhalah menurut istilah
adalah mentasharrufkan hak orang lain tanpa izin pemilik atau
syariat, sedangkan fudhuli adalah orang yang mentasharrufkan
milik orang lain tanpa ada walayah dan wakalah. Maka fudhbuli
didefinisikan yaitu orang yang mentasharrufkan hak orang lain
tanpa izin syar’i.®

Para fuqaha’ berbeda pendapat dalam menentukan sah
atau tidaknya akad atau tindakan yang dilakukan oleh fudhuli.
Jumhur fuqaha’ (Hanafiyah, Malikiyah dan Ahmad dalam salah
satu riwayat) berpendapat bahwa akad atau tindakan yang
dilakukan oleh fudhuli hukumnya sah, tetapi tergantung kepada
izin dari pemiliknya, jika pemiliknya tidak mengizinkan maka

1.46

akadnya batal.** Jumhur mendasarkan pendapat mereka kepada
riwayat tentang Urwah Al-Bariqy, dimana Rasulullah Saw

memberikan uang satu dinar kepadanya untuk dibelikan satu

4 Al-Fayumi, Al-Mishbah, him. 2/651.
4 Nazih Hammad, Mu’jam Al-Mushthalahat Al-Igtishodiyah, him. 219.

4 Al-Mabsuth, him. 24/182, Ad-Dasuqy, Hasyiah, him. 3/7, Al-Bahuty, Kasyf Al-
Qina’, him. 3/157.
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ekor kambing, kemudian Urwah membeli dua ekor kambing.
Selanjutnya ia menjual satu ekor kambing dengan harga satu
dinar. Maka ia datang kepada Rasulullah Saw dengan membawa
satu ekor kambing dan satu dinar. Kemudian Rasulullah Saw
mendoakannya: Ya Allah berkatilah ia dalam transaksinya. Yang
menjadi dalalah dalam riwayat ini adalah ketika Urwah menjual
kambing yang telah dibelinya, sedangkan hal itu tidak ada dalam
akad wakalah sebelumnya.

Ulama Syafi’iyah, Imam Malik dalam satu riwayat dan
Ahmad dalam satu riwayat berpendapat bahwa akad atau
tindakan yang dilakukan fudhuli tidak sah walaupun diizinkan
oleh pemiliknya.* Dalil mereka adalah sabda Nabi Saw:

(el olgy) shuse ud Lo Y

Janganlah engkau menjual sesuatu yang bukan milikmu’.

(HR. Tirmidzi)
Pendapat yang kuat adalah pendapat pertama yaitu akadnya

sah jika diizinkan oleh pemiliknya. Namun sahnya izin dari

pemiliknya harus memenuhi syarat-syarat berikut:

- Pemiliknya adalah orang memiliki hak untuk
melakukan tindakan atau akad atau walinya atau orang
yang menerima wasiatnya. Maka tidak sah dari selain

mereka, seperti hakim, selama ada pemilik atau walinya.

- Objek akadnya masih ada. Maka jika objek akad rusak

atau hancur sebelum mendapatkan izin dari pemiliknya,

maka akad yang dilakukan tidak sah.
- Fudhuli dan orang bertransaksi denganya masih hidup.

Maka akad tidak sah jika salah seorang dari mereka
telah wafat.

47 Al-Baihaqi, As-Sunan Al-Kubra, him. 6/112, Musnad Ahmad, him. 1/204.
48 Asy-Syarbiniy, Mughni Al-Muhtaj, him. 2/15, Al-Bahuty, Kasyf Al-Qina’, him. 3/157.
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4. Al-Bay’(jual Beli)

Secara etimologi a/-bay’adalah saling tukar menukar. Sedangkan
menurut etimologi a/-bay(jual beli) adalah tukar menukar harta
(semua yang dimiliki dan dimanfaatkan) atas dasar saling rela atau
memindahkan milik (yang bukan hak milik) dengan ganti (bukan

pemberian atau hibah) yang dapat dibenarkan (bukan yang dilarang
oleh syari’at). Allah SWT berfirman dalam surat al-Bagarah ayat 275:

gl 3555 el 1 s
Allabh telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.

Berdasarkan ayat di atas, dapat diambil penjelasan bahwa
Allah SWT mensyari’atkan jual beli sebagai pemberian keleluasaan
untuk hambaNya karena setiap manusia memerlukan kebutuhan
sandang, pangan dan lain sebagainya secara terus menerus selama
manusia masih hidup. Dan tentunya dalam melakukan kegiatan
al-bay’ (jual beli) tersebut tentunya harus terpenuhi rukun dan
syaratnya., yaitu:

- ILjab dan kabul
Ijab merpakan ungkapan yang keluar dari pembeli dan

gabul merupakan ungkapan persetujuan yang berasal
dari penjual. Namun menurut Sayyid Sabiq, untuk jenis
trnsaksi yang kecil maka tidak diperlukan adanya ijab
dan kabul tersebut, cukup dengan saling memberi sesuai
dengan kebiasaan (‘urf) yang berlaku. Pada dasarnya
syarat aqad ini adalah harus ada kesepakatan terhadap
harga dan jenis barang yang ditransaksikan oleh kedua
belah pihak yang beraqad.

- Pihak yang beragad
Maksudnya adalah adanya pihak penjual dan pihak

pembeli dalam melakukan sebuah transaksi a/-bay’
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(jual beli). Dan syarat dari kedua belah pihak tersebut
adalah tidak gila, dalam keadaan mabuk, bukan anak
kecil yang belum dapat membedakan (memilih), dan
lain sebagainya.
- Barang (objek) yang diagqadkan

Dalam melakukan sebuah transaksi a/-bay’ (jual beli),
syarat atau ketentuannya adalah barang tersebut
haruslah barang yang bisa dimanfaatkan, suci, milik
sendiri, dapat diserah terimakan, jelas harganya, dan

jelas pula barangnya.
- Kesaksian

Dalam hal kesaksian, menurut Sayyid Sabiq dan juga
pendapat Imam Mazhab umumnya bahwa hukum
untuk harus adanya saksi dalam sebuah transaksi a/-
bay’ (jual beli), adalah Sunnah, dan merupakan petunjuk
untuk kepentingan kebaikan agama dan transaksi itu

sendiri, dan bukan untuk menunjukkan yang wajib.

5. Al-Rahn

Secara bahasa a/-rahn adalah menahan. Sedangkan secara
istilah a/~-Rahn adalah menjadikan barang yang mempunyai nilai
menurut pandangan syari’at sebagai jaminan agar pemilik barang
bisa berutang atau mengambil sebagian manfaat dari barang
tersebut, atau dalam bahasa dan praktek kegiatan mu’amalah yang
banyak dilakukan oleh orang-orang saat ini disebut juga dengan
istilah gadai (collateral).

6. Al-Ijarah

Secara bahasa a/-Ijarah adalah ganti, sewa, atau upah.
Sedangkan secara syara’ a/-Ijarah adalah salah satu jenis aqad yang
ada dalam sebuah transaksi mu’amalah dalam bentuk mengambil

manfaat dengan adanya penggantian. Dalam artian yang lain
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bahwa a/-Ijarah merupakan aqad pemindahan hak guna atas
barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa tanpa diiringi

dengan pemindahan kepemilikan terhadap barang itu sendiri.

7. Al-Qard

Menurut bahasa, A/-gard adalah potongan atau terputus.
Sedangkan menurut istilah adalah harta yang diberikan oleh
seseorang kepada orang lain untuk dikembalikan lagi ketika
ia telah mampu untuk mengembalikannya. Adapun dalam
pengertian lain dijelaskan bahwa a/-Qard adalah hutang yang
melibatkan barang atau komoditi yang boleh dianggarkan dan
diganti mengikut timbangan, bilangan. Artinya si penghutang
wajib mengembalikan barang (v04je£) yang dipinjam, sama dengan
apa yang diterimanya di awal tanpa adanya tambahan terhadap

harta yang dipinjamkan.

8. Al-Wadi'ah

Secara bahasa a/-Wadi'ah adalah meninggalkan sesuatu.
Sedangkan secara istilah A/-Wadi'ah adalah sesuatu yang
ditinggalkan seseorang kepada orang lain untuk dijaga dengan
sebutan wadi’ah akibat ia mewakilkan kepada orang lain. Atau
dengan kata lain a/-wadi’ah adalah amanat orang yang dititipkan
kepada orang lain dan ia berkewajiban mengembalikannya ketika

pemiliknya meminta kembali.

9. Al-Kafalah

Secara bahasa a/-kafalah adalah beban, jaminan, dan
tanggungan. Secara istilah a/-kafalah adalah jaminan yang
diberikan oleh si penanggung (kafi/) kepada pihak ketiga (makfu
lahu) untuk memenuhi kewajiban pihak kedua (makful bib).
Atau dalam bahasa lainnya adalah pengalihan tanggung jawab
seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggungjawab

orang lain sebagai penjamin.
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10. AIl-Syirkah

Secara bahasa a/-syirkah adalah percampuran. Sedangkan
makna a/-syirkah secara istilah adalah aqad yang dilakukan oleh
dua orang atau lebih yang bersepakat dalam hal modal dan
keuntungan yang akan didapat. Dalam pengertian yang lainnya
al-syirkah adalah aqad kerjasama antara dua pihak atau lebih
untuk sebuah usaha tertentu dimana setiap pihak memberikan
kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan

risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

11. Al-Murabahah
Al-Murabahah berasal dari kata ribh yang artinya

pertambahan. Secara istilah a/-Murabahah adalah suatu penjualan
barang secharga barang tersebut ditambah dengan keuntungan
yang disepakati. Dalam makna lainnya yaitu jual beli barang pada

harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati.

12. Al-Mudarabah
Secara bahasa A/-Mudarabah adalah pergi untuk urusan

bisnis atau dagang, dan potongan. Adapaun secara istilah A/-
Mudarabah adalah suatu aqad yang dilakukan oleh dua belah pihak
atau lebih, yang mana satu pihak menyediakan uang (modal), atau
barangnya untuk diperdagangkan oleh pihak lain, sedangkan
keuntangan yang didapat akan dibagi sesuai dengan kesepakatan.

Secara khusus A/-Mudarabah adalah aqad kerjasama usaha

antara dua pihak yang mana pihak pertama

13. Al-Muzara’ah
Al-Muzara’ah adalah kerjasama yang dilakukan oleh dua

belah pihak yang beraqad dalam mengelola pertanian antara
pemilik lahan dengan pihak yang menggarap, dimana pemilik

lahan memberikan lahan pertaniannya kepada si penggarap untuk
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ditanami dan dipelihara dengan imbalan pembayaran tertentu

(persentase) dari hasil panen yang didapat.

14. Al-Musaqah

Al-Musagah adalah bentuk sederhana daripada aqad a/-
Muzara’ah, dimana penggarap hanya bertanggung jawab dalam
hal sebagian saja dari usaha pertanian yang dilakukan seperti
penyiraman dan pemeliharaan saja. Namun pihak tersebut juga

mendapatkan hasil (persenzase) dari hasil panen.

15. Al-Hawalah
Secara bahasa A/~-Hawalah adalah perpindahan. Sedangkan

secara istilah adalah memindahkan hutang dari penghutang
(muhil) kepada orang lain (mubal ‘alaih) untuk dibayarkan kepada
pemberi hutang (muhal), yang mana komisi atau upah dikenakan

untuk jasa tersebut.

F. Objek Akad

Objek akad merupakan rukun yang berkaitan denganya
hukum-hukum akad dan implikasi-implikasinya. Maka setiap akad
harus memiliki objek. Objek akad berbeda sesuai dengan perbedaan
tindakan atau akad yang dilakukan, jika dalam dalam akad
mu'awadhat maka objek akadnya ada dua yaitu harga dan barang
atau jasa dan upah dalam akad ijarah. Jika dalam akad zabarruar
maka objek akadnya adalah benda atau barang yang diberikan.
Dengan demikian objeka akad terbagi kepada dua macam yaitu:

1. Barang atau Jasa

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam objek akad

sebuah perbuatan mu’amalah ini yaitu:
- Harta yang bernilai menurut syariat.

Dengan syarat ini maka semua barang atau jasa yang
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haram tidak sah menjadi objek akad. Adapun benda-
benda najis, boleh dijadikan objek akad jika diperlukan
untuk pupuk, seperti kotoran ayam, kambing dan lain
sebagainya.

- Barang atau jasa tersebut ada.

Barang dan jasa yang belum ada tidak bisa dijadikan
objek akad, seperti buah yang belum matang.

- Bisa diserah terimakan.

Dalam hal ini Imam Malik, mengecualikannya dalam
akad zabarru'at seperti menghibahkan unta yang
lepas, dengan alasan karena hal demikian tidak akan

menimbulkan perselisihan.

2. ‘Iwadh (imbalan atau pengganti)
Twadh (_zsd)) secara bahasa berarti pengganti (JuJ\, cad)

atau imbalan®. Sedangkan menurut istilah 7wadh adalah sesuatu
yang dibayarkan dalam akad sebagai harga atau nilai dari barang.
Secara umum ‘%wadh ini bisa dalam bentuk uang dan lain-
lain. Namun demikian istilah %wadh berbeda dengan #saman
(harga), karena #saman (harga) khusus hanya uang dan berkaitan
dengan tanggungan atau kewajiban. Twadh hanya ada pada akad
mu'awadhat, sedangkan dalam akad fabarru’at tidak ada Gwadh
yang diberikan. Sebagai contoh dalam akad jual beli, penjual
menyerahkan barang sedangkan pembeli menyerahkan uang atau
harga (Gwadh).

Pemberian %Fwadh bisa dilakukan dengan tunai dan juga
bisa tidak tunai. Jika tidak tunai, maka disyaratkan bahwa Gwadh
tersebut harta yang bernilai, ada dan bisa diserah terimakan. Jika
‘“wadh dibayar tunai, maka selain syarat diatas juga harus diketahui

sifat dan ukurannya. Maka tidak sah jual beli barang yang dibayar

4 Al-Fayumi, Al-Mishbah, him. 2/599.
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tunai jika alat pembayaran tidak jelas ukuran dan sifatnya, contoh:
saya jual rumah dengan uang yang ada dalam saku bajumu atau saya
Jual mobil ini dengan harga seratus tanpa menyebut rupiah, dolar,

ringgit atau lain sebagainya.

G. Berakhirnya Akad

Para ulama figih menyatakan bahwa suatu akad dalam

sebuah mu’amalah dapat berakhir apabila:
1. Berakhirnya masa berlaku akad itu, apabila akad itu

mempunyai tenggang waktu.

2. Dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad, apabila akad
itu sifatnya tidak mengikat.

3. Dalam akad yang bersifat mengikat, suatu akad dapat
dianggap berakhir jika:
a. jual beli itu fasad, seperti terdapat unsur-unsur tipuan

salah satu rukun atau syaratnya tidak terpenuhi.
b. berlakunya £hiyar syarat, aib, atau rukyat.
c. akad itu tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak.
d. tercapainya tujuan akad itu sampai sempurna.

4. Salah satu pihak yang berakad meninggal dunia. Dalam
hubungan ini para ulama figih menyatakan bahwa tidak
semua akad otomatis berakhir dengan wafatnya salah
satu pihak yang melaksanakan akad. Akad yang berakhir
dengan wafatnya salah satu pihak yang melaksanakan akad,
di antaranya akad sewa-menyewa, al-rahn, al-kafalah, al-
syirkah, al-wakalah, dan al-muzara'ah. Akad juga akan
berakhir dalam &a’I a/-fudhul (suatu bentuk jual beli yang
keabsahan akadnya tergantung pada persetujuan
orang lain) apabila tidak mendapat persetujuan dari

pemilik modal.
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H. Hikmah Akad
Aqad sebagaimana yang telah dijelaskan pada pembahasan

sebelumnya merupakan hal yang sangat penting dan urgen dalam
sebuah muamalah. Hal ini dikarenakan dengan konsep aqad inilah
diharapkan akan terjaga hak-hak dan kewajiban bagi orang yang
beragad satu dengan yang lainnya. Oleh sebab itu, diadakannya akad

dalam mu’amalah antar sesama manusia tentu mempunyai hikmah.
Adapun hikmahnya antara lain adalah:

1.

Adanya ikatan yang kuat antara dua orang atau lebih di

dalam bertransaksi atau memiliki sesuatu.

Tidak dapat sembarangan dalam membatalkan suatu

ikatan perjanjian, karena telah diatur secara syar’i.

Akad merupakan “payung hukum” di dalam kepemilikan
sesuatu, schingga pihak lain tidak dapat menggugat atau
memilikinya.

Aqad adalah sarana jaminan hak dan juga kewajiban
yang harus dilaksanakan, dan sewaktu-waktu bisa
saja dihentikan selama adanya ketentuan #/as untuk
membatalkannya yang tidak bertentangan dengan

L)
syarrat.
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BAB 6

JENIS-JENIS HARTA DALAM ISLAM

Harta adalah segala sesuatu yang milik Allah SWT yang
diberikan kepada manusia yang hanya hidup di bumi Allah SW'T
yang seorang manusia peroleh di muka bumi Allah SWT dan
akan dia tinggalkan pula ketika seseorang meninggalkan bumi
Allah SWT ini. Ulama figih mengklasifikasikan harta menjadi
beberapa aspek yang setiap aspeknya berdampak atau berkaitan
dengan beragam hukum (ketetapan). Pada pembahasan ini akan

dijelaskan beberapa aspek mengenai klasifikasi harta, diantaranya:

A. Harta: Mutagawwim dan Ghair Mutagawwim

Dilihat dari segi kebolehan pemanfaatannya menurut syara’,
terdiri atas: Halal untuk dimanfaatkan (Mutagawwim) dan tidak
halal untuk dimanfaatkan (Ghairu Mutagawwim,).

1. Definisi Harta Mutagqawwim

Mutagawwim secara bahasa: menjadikannya boleh untuk

dimanfaatkan.

Mutagawwim secara istilah menurut Ulama Hanafiah
yakni segala sesuatu yang dapat dikuasai dengan pekerjaan

dan dibolehkan syara’ untuk memanfaatkannya dalam keadaan
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lapang dan pilihan. Perkataannya: “sesuatu yang boleh diambil
manfaatnya menurut syara’ atau: sesuatu yang boleh diambil
manfaatnya menurut syara’ dari selain dalam keadaan darurat
atau butuh, maka ia keluar dari keadaan haram memanfaatkannya
menurut syara: seperti khomar, babi dan diperbolehkan untuk
memanfaatkan keduanya dalam keadaan darurat. Diantara contoh

harta Mutagawwim ramah, mobil, uang, pakaian dan lainnya.

2. Definisi Harta Ghairu Mutagawwim

Harta Ghairu Mutagawwim secara istilah menurut Ulama
Hanafiah yakni: Segala sesuatu yang tidak dapat dikuasai dengan
pekerjaan dan syara’ mengharamkan untuk memanfaatkannya
dalam keadaan lapang dan pilihan. Perkataan Hanafiyah: “tidak
dapat dikuasai” yaitu harta yang mubah yang tidak termasuk
miliki seseorang, seperti: burung yang terbang di udara, ikan
yang ada disungai.! Sesuatu yang tidak dapat dikuasai dengan
pekerjaan dan dilarang syara’ untuk memanfaatkannya, kecuali

dalam keadaan mudharat, seperti khamar.

Menurut ulama Hanafiyah, keduanya dipandang sebagai
harta mutagawwim oleh nonmuslim. Oleh karena itu, umat
Islam yang merusaknya harus bertanggaung jawab. Adapun
menurut ulama selain Hanafiah, harta ghairu mutagawwim tetap
dipandang mutagawwim, sebab umat non-muslim yang berada di
negara Islam harus mengikuti peraturan yang diikuti oleh umat
Islam. Dengan demikian, umat Islam tidak bertanggung jawab

jika merusaknya.?

Perbedaan pembagian harta tersebut di atas akan terlihat
jelas dalam hal keabsahan pemanfaatan harta itu menurut syara’.

Bangkai babi dan khamar (minuman memabukkan), bukanlah

1 Muhammad Utsman Tsabir, Al-Madkhol Ila Fihil Muamalatil Maliyah, (Pakistan:
Darun Nafais, 2004), him. 86-87.
2 Rachmat Syafei, Figih Muamalah, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), him. 32.-33.
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harta yang halal dimanfaatkan dalam Islam. Oleh karena itu, tidak
sah dilakukan akad (transaksi) terhadap benda-benda tersebut.
Dilihat dari segi ganti rugi, apabila dilenyapkan atau dimusnahkan
dengan sengaja harta yang tidak halal dimanfaatkan, ghairu
mutagawwim yang dimiliki oleh orang muslim, tidak dikenakan
ganti rugi, karena harta tersebut, tidak halal bagi umat Islam.
Berbeda halnya dengan babi dan khamar milik orang kafis zimmi
(orang kafir yang hidup dan tunduk di bawah kekuasaan negara
Islam), harta itu harus dibayar ganti rugi oleh orang Islam, bila
harta itu dilenyapkan atau dimusnahkan, karena harta itu halal
dimanfaatkan (mutagawwim) bagi orang kafir zimmi walaupun
tidak halal (ghariu mutagawwim) bagi umat Islam (Mazhab
Hanafy).

Dalam keadaan tertentu, harta yang tidak halal dimanfaatkan
seperti babi dan khamar, dapat dimanfaatkan bila dalam keadaan
darurat, karena jika tidak ada makanan atau minuman yang
diperkirakan orang akan meninggal. Hal itu pun dibenarkan
sebatas dapat bertahan, sementara mendapatkan makanan/

minuman yang halal.?

3. Faedah Pengklasifikasian Harta kepada Mutagawwim dan
Ghair Mutagawwim

a. Sah dan tidaknya akad

Harta mutagawwin sah dijadikan akad dalam berbagai
aktivitas mu’amalah, seperti hibbah, pinjam-meminjam,
dan lain-lain, sedangkan harta ghair mutagawwim tidak
sah dijadikan akad dalam bermu’amalah. Penjualan
khamar, babi, dan lain-lain yang dilakukan oleh umat
Islam adalah batal. Adapun pembelian sesuatu dengan
barang-barang haram adalah fasid. Hal ini karena

3 M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam, (Jakarta: PT RajaGrafindo

Persada, 2004), Ed. 1., Cet. 2, him. 61-62.
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penjualan merupakan syarat terjadinya jual beli,sehingga
batal, sedangkan harga adalah wasilah terjadinya akad,
yakni syarat sah dalam mu’amalah sehingga fasid.

Pendapat ini dikemukakan ulama Hanafiah.
b. Tanggung jawab ketika rusak

Jika seseorang merusak harta mutagawwim, ia
bertanggung jawab untuk menggantinya. Akan tetapi,
jika merusak ghair mutagawwim, ia tidak bertanggung
jawab. Menurut ulama Hanafiah, dalam hal merusak
ghair mutagawwim, ia tetap bertanggung jawab sebab
harta tersebut dipandang mutagawwim oleh nonmuslim.
Selain Hanafiyah berpendapat bahwa, harta ghair
mutaqawwim tetap dipandang mutagawwim sebab
umat nonmuslim yang berada di negara Islam harus

mengikuti peraturan yang diikuti oleh umat Islam.

B. Harta: Mitsli dan Qimi

Para ulama mengklasifikasikan harta dari segi ada dan
tidaknya di pasaran kepada kepada benda yang ada jenisnya
dipasaran (Mitsi]) dan harta yang tidak ada jenisnya yang sama

dalam satuannya (Qimi) dipasaran.

1. Definisi Harta Mirsli

Mitsli secara bahasa yaitu misal. Mizs/i secara istilah menurut
ulama Hanafiyah dan Malikiyah adalah “Harta yang memiliki
persamaan atau kesetaraan di pasar, tidak ada perbedaan bagian-
bagiannya.” Menurut ulama Syafiiyah dan Hanabilah: “sesuatu
yang memiliki takaran atau timbangan’.* Harta mizs/i adalah:
Harta yang memiliki persamaan atau kesetaraan di pasar, tidak ada
perbedaan bagian-bagiannya atau kesatuannya, yaitu perbedaan

atau kekurangan yang biasa terjadi dalam aktivitas ekonomi.

4 Muhammad Utsman, Al-Madkhol Ila Fihil Muamalatil Maliyah... him. 89.
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Harta mizsli terbagi atas empat bagian, yaitu harta yang

ditakar, seperti gandum, harta yang ditimbang, seperti kapas

dan besi, harta yang dihitung seperti telur, dan harta yang dijual

dengan meteran, seperti pakian, papan dan lain-lain.

2. Definisi Harta Qimi

Qimi secara bahasa yaitu nilai. Qimi secara istilah harta

Qimi adalah Harta yang tidak mempunyai persamaan dipasar atau

mempunyai persamaan, tetapi ada perbedaan menurut kebiasaan

antara kesatuannya pada nilai, seperti binatang dan pohon,’ logam

mulia, dan alat-alat rumah tangga.®

3. Faedah Klasifikasi Harta kepada Mitsli dan Qimi

a.

Menurut ulama Hanafiyah, pada harta gimi tidak
terjadi riba jika ada tambahan sebab harta gimi tidak
ditimbang, seperti dibolehkan menjual satu kambing
dengan dua kambing. Adapun tambahan pada harta
mitsli dipandang riba.

Jika seseorang merusakkan harta mifs/i, ia bertanggung
jawab atas kerusakan tersebut dan harus menggantinya
dengan harta yang sama dan sempurna, atau mendekati
barang yang rusak. Adapun pada harta ¢imi, orang yang
merusaknya dicukupkan mengganti dengan harta yang

senilai dengan harta yang rusak tersebut.’

Dalam suatu perserikatan harta yang bersifat a/-mits/i
seorang mitra serikat boleh mengambil bagiannya
ketika mitra dagangnya sedang tidadk di tempat
(ghaib). Akan tetapi, perserikatan dalam harta yang
bersifat qiimi, masing-masing pihak tidak boleh

5

6

7

Rachmat Syafei, Figih Muamalah... him. 36.
M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam ... him. 64.
Rachmat Syafei, Figih Muamalah... him. 37.
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mengambil bagiannya selama pihak lainnya tidak

berada di tempat.®

C. Harta: ‘Agor dan Mankul

Para ulama mengklasifikasikan harta dilihat dari jenisnya
dan ketiadaan ketetapannya kepada harta yang tidak bergerak
(igor) dan harta yang bergerak (manqul).

1. Detinisi ‘Aqor

Agor secara bahasa: Setiap seauatu yang tetap asalnya dari
rumah, tanah, pohon, kebun dan lainnya. ‘Agor secara istilah para
ulama berbeda pendapat mendefinisikan ‘agor secara istilah.
Menurut ulama Hanafiah, Syafiiyah dan Hanabilah yaitu sesuatu
yang asalnya tetap tidak bisa dipindahkan dan dibawa dari satu
tempat ke tempat lain. Adapun zgor menurut Malikiyah yaitu
tanah dan apa-apa yang terkait dengannya dari bangunan dan
pohon. Dan mungkin pengertiannya yaitu: harta yang tetap, dan
tidak mungkin dipindahkan dan dibawa dari satu tempat ke tempat
lain.’

Harta tetap, yang tidak mungkin dipindahkan dan diubah
dari satu tempat ke tempat lain menurut asalnya, seperti
rumah, dan hal-hal yang membumi. Menurut ulama Hanafiah,
bangunan dan tanaman tidak termasuk ‘agar, kecuali kalau
keduanya ikut pada tanah. Dengan demikian, jika menjual tanah
yang di atasnya ada bangunan atau pohon, bangunan dan pohon
tersebut atau hal-hal lain yang menempel di tanah tersebut
dihukum ‘agar. Sebaliknya, jika hanya menjual bangunan dan
pohonnya saja, tidak dihukumi ‘agar sebab ‘agar menurut ulama
Hanafiah hanyalah tanah, sedangkan selain itu adalah harta

mangqul.

8 M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam... him. 64.

9 Muhammad Utsman, Al-Madkhol Ila Fihil Muamalatil Maliyah... him. 92-93.
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2. Definisi Mankul

Mankul secara bahasa adalah segala harta yang dapat
dipindahkan (bergerak) dari satu tempat ke tempat lain. Manku/
secara istilah dalam mendefinisikan ‘agar dan mangul, ulama figih
terbagi dua, yaitu menurut ulama Hanafiah dan Hanabilah adalah
harta yang dapat dipindahkan dan diubah dari tempat satu ke
tempat lain, baik tetap pada bentuk dan keadaan semula, ataupun
berubah bentuk dan keadaannya dengan perpindahan dan
perubahan tersebut. Hal ini mencakup uang, barang-dagangan,

macam-macam hewan, benda-benda yang ditimbang dan diukur.”

Adapun menurut ulama Malikiyah, Ulama Malikiyah
menyempitkan cakupan mangul dan memperluas pengertian ‘agar,
yaitu manqgul adalah harta yang dapat dipindahkan dan diubah
dari satu tempat ke tempat lain, dengan tidak berubah bentuk dan
keadaannya seperti pakaian, buku, dan sebagainya. sedangkan ‘Agar
adalah harta yang tidak dapat dipindahkan dan diubah pada asalnya,
seperti tanah, atau mungkin dapat dipindahkan dan diubah dan
terjadi perubahan pada bentuk dan keadaanya ketika dipindahkan,
seperti rumah dan pohon. Rumah setelah diruntuhkan berubah

menjadi rusak, dan pohon berubah menjadi kayu.

3. Faedah Klasifikasi Harta kepada ‘agor dan mankul

Diantara faedah pembagian harta menjadi ‘zgar dan manqul

pada hukum, antara lain:

a. Menurut ulama Hanafiyah, tidak sah wakaf, kecuali
pada harta ‘agar atau sesuatu yang ikut pada ‘agar.
Sebaliknya jumhur ulama, berpendapat bahwa ‘agar
dan mangul dapat diwakatkan.

b. Imam Abu Hanifah dan Abu Yusuf, berbeda pendapat
ulama figih lainnya, mereka berpendapat dibolehkan

1 Jbid., him. 93-94.
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menjual ‘zgar yang belum diterima atau dipegang oleh
pembeli pertama, sedangkan mangu/ dilarang menjualnya

sebelum dipegang atau diserahkan kepada pembeli.

D. Harta: Qobilu Lil Istibla’ dan Ghairu Qobilu Lil Istibla’

Para ulama mengklasifikasikan harta dilihat dari segi
pemanfaatnnya kepada harta yang pemanfaatnnya tidak
menghabiskan benda tersebut dan tetap utuh (ghairu gobilu Iil
istibla’) dan harta yang pemanfaatnnya, menghabiskan benda
tersebut (gobilu lil istibla’).

1. Dehnisi Qobilu Lil Istiblaki

Istihlaki secara bahasa merusak sesuatu. gobilu lil istihlaki
secara istilah adalah harta yang dapat diambil manfaatnya dengan
merusak zatnya. Diantara contoh harta isziblaki adalah macam-
macam makanan, minuman, kayu bakar, kertas, uang, dan lain-
lain. Semua harta tersebut, kecuali dengan merusak zatnya, dapat
diambil manfaatnya. Maksud kerusakan pada uang saku adalah
menghabiskan dari pemiliknya, dengan demikian, meskipun
manurut zahir uang tersebut tidak rusak pada hakikatnya rusak,
sebab pemilik tidak mungkin dapat memanfaatkan uang tersebut

tanpa membelanjakannya.

2. Definisi Ghairi Qobilu Lil Istibla’
Harta Ghairi gobilu lil istihla’ adalah: Harta yang dapat

diambil manfaatnya, sedangkan zatnya tetap. Diantara contoh
harta Ghairi qobilu lil istihla’adalah rumah, tempat tidur, pakaian,
buku, dan lain-lain. Apabila zat harta hilang ketika pertama
kali dimanfaatkan, harta tersebut dinamakan harta istibla’.

Sebaliknya, jika zatnya tetap ada, dinamakan harta Ghairi gobilu
lil istihla’.
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3. Faedah Pembagian Harta kepada Qob/il istihla’ dan Ghairi
Qobilu lil istibla’

a. Dalam aktivitas ekonomi, harta istihlaki digunakan

pada berbagai macam akad yang dimaksudkan untuk

merusaknya, seperti girad dan meminjamkan makanan.

b. Adapun harta ghairi qobilu /il istihla’ digunakan dalam
beragam akad yang bertujuan untuk memakai harta
tersebut, bukan untuk merusaknya, seperti sewa-
menyewa dan pinjam-meminjam.

Namun demikian,ada juga akad yang bertujuan bukan hanya

untuk merusak atau memakainya saja, tetapi untuk keduanya,

seperti jual-beli."

E. Harta: Nukud dan ‘Arud

Para ulama mengklasifikasikan harta dilihat dari sifatnya

dengan uang kepada nugud dan ‘arud.

1. Definisi Nugud

Nugud’ secara bahasa: bentuk jamak dari nagdun, yaitu yang
menunjukkan kepada sesuatu yang berharga, diantara bentuk
Nugud adalah dirham. Nugud secara istilah adalah sesuatu yang
dipergunakan oleh manusia dari dinar emas, dirham perak dan fulus
tembaga. Definisinya sebagai berikut: “apa saja yang secara umum
di terima oleh masyarakat sebagi alat perantara untuk mengadakan

tukar-menukar atau perdagangan dan sebagai standar nilai.”*?

Ahmad Hasan menjelaskan bahwa kata nugud (uang) tidak
terdapat dalam Al-qur'an maupun hadits Nabi Saw., karena
bangsa Arab umumnya tidak menggunakan kata nugud untuk
menunjukkan harga. Mereka menggunakan kata dinar untuk

menunjukkan mata uang yang terbuat dari emas, kata dirham

1 Rachmat Syafei, Figih Muamalah... him. 38.

12 Muhammad Utsman, Al-Madkhol lla Fighil Muamalatil Maliyah... him. 97.
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untuk menunjukkan alat tukar yang terbuat dari perak. Mereka
juga menggunakan kata warig untuk menunjukkan dirham perak,
kata ‘Ain untuk menunjukkan dinar emas. Sedangkan kata fi/us
(uang tembaga) adalah alat tukar tambahan yang digunakan

untuk membeli barang-barang murah.

Menurut Al-Ghazali dan Ibnu Khaldun, definisi uang
adalah uang adalah apa yang digunakan manusia sebagai standar
ukuran nilai harga, media transaksi pertukaran, dan media
simpanan.”® Uang adalah standar nilai pada barang dan jasa.
Oleh karena itu dalam ekonomi Islam uang didefinisikan sebagai
sesuatu yang dipergunakan untuk mengukur harga setiap barang
dan jasa. Tanpa mata uang sebagai standar harga dan alat tukar
maka proses pemenuhan kebutuhan manusia menjadi sulit.

Transaksi jual beli harus melalui barter.™

2. Definisi ‘Arud

Arud secara bahasa adalah bentuk jamak dari ardun, yaitu
al-Mata'un. Sedangkan arud secara istilah yaitu harta selain benda
berharga (uang) dari harta berdasarkan perbedaan jenisnya dari

tumbuhan, hewan, harta tetap dan harta tidak tetap.

3. Faedah Klasifikasi Harta kepada Nugqud dan Arud
a. Sesungguhnyamudharabah denganuangdiperbolehkan

menurut kesepakatan ulama, dan demikian itu harta

syirkah dari uang.

b. Adapun jika harta syirkatil mudharabah dari ‘arud maka
tidak sah kecuali jika pembayarannya kepada mudharib
untuk membelinya dengan uang, kemudian melakukan
mudharabah dengannya menurut Hanafiyah dan

Hanabilah. Menurut Syafiiyah dan Malikiyah tidak

Adiwarman A. Karim, Ekonomi Makro Islam, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada,
2008), Ed. 2, him. 80.
Muhammad Hidayat, Pengantar Ekonomi Syariah... him. 151.

13
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boleh melakukan mudharabah dengan uang secara

muz‘lag.15

F. Harta: Zhahir dan Bathin

Ulama mengklasifikasikan harta berdasarkan nyata dan
tersembunyinya kepada harta yang tampak (zhahir) dan harta
tersembunyi (bathin).

1. Definisi Harta Zhahir

Harta Zhahir adalah yaitu yang mungkin diketahui dan
terhitung, dan tidak mungkin disembunyikan dari pandangan
manusia, dan ia diambil dari kata Az-zhahir. Secara bahasa adalah
sesuatu yang tampak. Dan yang termasuk kepada jenis ini dari
hasil pertanian seperti biji-bijian dan buah-buahan, dan hewan

seperti unta, sapi dan kambing.

2. Definisi Harta Bathin

Harta Bathin: yaitu yang memungkinkan disembunyikan
dari pandangan manusia, dia tidak mungkin untuk diketahui dan
dihitung kecuali oleh pemiliknya, dan ia diambil dari kata A/-bathin.

Dan yang termasuk kepada jenis ini uang dan hasil perniagaan.

3. Faedah Klasifikasi Harta kepada Zhahir dan Bathin
Dalam hukum figih banyak perbedaan antara harta zhahir

dan harta bathin, diantaranya:

a. Zakat atas harta zahir, jenis ini dihitung dan ditentukan
oleh “amil (Baitul Mal).

b. Sedang harta sisa, yang sudah merupakan hata
simpanan (tabungan) disebut harta bathin; zakat atas
harta jenis ini dhitung dan ditentukan oleh pemilik,
bukan oleh “amil. Menurut Imam Malik harta bathin

15 Muhammad Utsman, Al-Madkhol Ila Fihil Muamalatil Maliyah... him. 98.
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ini dibagikan oleh dirinya sendiri, jika dibayarkannya
kepada imam maka batal, Hanafiyah dan Syafiiyah
tidak sependapat dengan Malikiyah, dan Hanafiyah
meniadakan perbedaan antara harta zahir dan bathin;

pada wilayah pemungutan zakat dan pembagiannya.

G. Harta: Nama’ dan Ghairu Nama’

Ulama mengklasifikasikan harta berdasarkan penambahan
dan hasil kepada harta berkembang (nama’) dan harta tidak
berkembang (ghairu nama’).

1. Definisi Harta Berkembang (Nama)

Yaitu harta yang bertambah dan banyak karena berkembang,
yang secarabahasayaitubertambah danbanyak. Dan pengertiannya
yaitu: “sesuatu yang bertambah dan berkembang”, definisi yang
lain “yaitu harta yang terhasil karena investasi” seperti emas, perak,
hewan dan semisalnya. Harta nama’ secara syara’ ada dua macam,
yaitu Hakiki dan tagdiri.

a. Nama’ hakiki adalah harta yang bertambah padanya
dengan perbuatan seperti beranak pinak dari

hewan, dan perdagangan, keuntungan pada barang.

b. Nama’ tagdiri adalah sesuatu yang mungkin
bertambah dan berinvestasi, karena harta itu pada

pemiliknya, seperti emas dan perak.

2. Definisi Harta Tidak Berkembang (Ghairu Nama)
Harta tidak berkembang: adalah harta yang diambil oleh

seseorang untuk dikonsumsi sendiri. Dan didefinisikan juga
dengan; “harta yang tidak berkembang dan bertambah, akan
tetapi dikonsumsi oleh pemiliknya”. Contohnya pakaian, tempat
tinggal, kendaraan-kendaraan yang khusus dan buku-buku ilmu

pengetahuan untuk keluarganya.
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3. Faedah Klasifikasi Harta kepada Nama’dan Ghairu Nama’

Tampak nyata perbedaan antara keduanya pada kewajiba
zakat, maka wajib mengeluarkan zakat pada harta yang
berkembang hakiki ataupun taqdiri, dan tidak wajib zakat pada
harta yang tidak berkembang.

Figih Mu'amalah 133



134 Agustri, S.H.I, M.E. Sy.



BAB 7

PEMBERDAYAAN HARTA MENURUT
ISLAM

A. Tempat Mengambil Harta

Harta merupakan sesuatu kebutuhan primer bagi setiap
manusia,dengan harta manusia akan dapat melaksanakan berbagai
macam ibadah yang telah di syariatkan Allah kepada manusia.
Meskipun harta sebagai kebutuhan yang mendasar (dharuri) bagi
setiap manusia namun tidak menutup kemungkinan Islam telah
membahasnya tentang dimana memperoleh harta dan bagaimana

memberdayakan sumber daya alam tersebut.!

Sebagaimana disebutkan Muhammad Ustman Stabir bahwa
yang dimaksud dengan mashadirul mal adalah bagaimana manusia
bekerja untuk menambah nilai dari bumi yang diperolehnya.?
Pengelolaan sumber daya alam merupakan wewenang mutlak
yang diberikan Tuhan kepada Manusia selama pemberdayaan
tersebut sesuai dengan nilai-nilai Islam. Jikalau pemberdayaan

sumber daya alam tidak sesuai dengan Islam maka akan terjadi

1 Syafi’l Antonio, Bank Syariah Dari Teori ke Praktek, Gema Insani press, Jakarta,

him. 12.

2 Muhammad Ustman Stabir, Al-Mudkhilu lla Fighil Mu’amalatil Maliyyah, Darun
Nafa’is, Urdun. 2004, him. 102.
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kerusakan di darat dan di laut sebagai akibat ulah tangan manusia.

Firman Allah dalam surat Ar-Ruma ayat 41:
il s g 81 st 2 oy S0 5 3Ll 0
O palad \ole
Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan
Karena perbuatan tangan manusi, supay Allah merasakan

kepada mereka sebabagian dari (akibat) perbuatan mereka,
agar mereka kembali (ke jalan yang benar).

Harta dengan beserta sekalian macamnya seperti tumbuh-
tumbuhan, binatnag ternak, barang-barang tambang dituntut
untu memberdayakannya, sebagaimana firman Allah dalam surat

Lugman ayat 29:

Rl s U G 3 s i 6 U s 1 7
o ool Ly Aol ot e ) 2 K5

Tidakkah kamu memperhatikan, bahwa Sesunggubnya
Allah memasukkan malam ke dalam siang dan memasukkan
siang ke dalam malam dan dia tundukkan matahari dan
bulan masing-masing berjalan sampai kepada waktu yang
ditentukan, dan Sesunggubhnya Allah Maha mengetahui apa
yang kamu kerjakan.

Begitu juga dalam surat Lugman ayat 20 dan An-Nahl ayat
14 dan beberapa ayat lain dalam al-Quran maupun Al-Hadist,
menjadi dalil buat manusia bahwa alam dan segenap isinya
merupakan kurnia Tuhan buat manusia. Makna kekhalifahan
itu salah satunya adalah dengan diberikannya wewenang untuk
mengelola bumi dan isinya untuk kebutuhan manusia. Manusia
pada dasarnya merupakan makhluk social, ia tidak bisa hidup

sendiri, melainkan harus berintegrasi dengan yang lainnya. Ia
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memerlukan bantuan orang lain dan ia juga diperlukan oleh yang
lainnya. Dalam melakukan intraksi antara manusia yang satu

dengan yang lain, yang menjadi objeknya adalah harta (maal).?
Menurut Wahbah Zuhaili harta adalah segala sesuatu yang

yang dibutuhkan dan diperoleh manusia secara langsung baik
berupa benda maupun manfaat®. Dari devenisi tersebut dapat
diambil intisari bahwa pengertian harta menurut bahasa adalah
setiap barang yang mungkin dimiliki oleh manusia baik berupa
benda maupun manfaat. Pembahasan tentang tempat memperoleh
harta telah dibahas dalam ekonomi Islam, pembahasan ini tidak
kalah penting dengan pembahasan lainnya, sebab mashadirul mal
juga merupakan kebutuhan dasar manusia, oleh sebab itu dituntut
untuk tetap sesuai dengan kaedah Islam. Pembahsan ini sudah
sangat panjang lebar ulama-ulama Islam menjelaskan. Hal ini

karena tuntutan syar’i. hal ini sesuai dengan firman Allah dalam

surat Al-Hijr ayat 19-21:
0055 1 8 e e Wl (e 2 llly idia 25N
Blae Y oigd o ol 8 A Rud (g s 3 S Wiz
plmjv\.my ‘\SJ'U /j:‘\d\

Dan kami Telah menghamparkan bumi dan menjadikan
padanya gunung-gunung dan kami tumbubkan padanya
segala sesuatu menurut ukuran. Dan kami Telah menjadikan
untukmu di bumi keperluan-keperluan hidup, dan (Kami
menciptakan pula) makhluk-makhluk yang kamu sekali-
kali bukan pemberi rezki kepadanya. Dan tidak ada
sesuatupun melainkan pada sisi Kami-lah khazanahnya,
dan kami tidak menurunkannya melainkan dengan ukuran
yang fertentu.

3 Ahmad Wardi Muslich, figh Muamalah, Amzah, Jakarta, 2010, him. 54.
4 Wahbah Zuhaili, Al-Figh Al-Islami Wa Adillatuhu, juz 4, Dar Al-Fikr, Damaskus,
1989, him. 40.
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Dalam ayat di atas menurut Ibnu Atiyyah menyebutkan
dalam kitab tafsirnya bahwa kekhususan ayat ini adalah tempat
seseorang mencari untuk rizki dan hujan, tumbuh-tumbuhan dan

yang lain dari sumber daya alam yang diberikan Tuhan’.

B. Memberdayakan Sumber Daya Alam

Memberdayakan harta dalam Islam dikenal dengan ististmar
al-maal. Adapaun devenisi ististmar ini adalah mengharapkan
hasil terhadap keuntungan (/ughawi). Ada juga yang mengatakan
pohon telah berbuah saat buahnya keluar, atau seseorang yang
menginvestasikan hartanya kepada berbagai bisnis.® Adapun
terminology ististmar adalah menuntut hasil dari keuntungan.
Ulama tidak memperjelas istilah ististmar ini dalam penjelasan
mereka sebagaimana istilah-istilah lain dari ekonomi. Adapun

dalil tentang ististmar ini adalah surat an-Nisa ayat 5:

552875 ko 23351 Lo K4 Jas B K0al St ¥

b, 93 1

Dan janganlah kamu serabkan kepada orang-orang yang
belum Sempurna akalnya,” harta (mereka yang ada dalam
kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan.
berilah mereka belanja dan Pakaian (dari hasil harta itu) dan
ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik.

Ahli figih telah membuat ististmar ini dalam pembahasan
mereka dengan sebutan memberdayakan sumber daya alam dan
tata cara pengelolaannya. Menurut mereka makna seperti ini

sangat sesuai dengan makna ististmar pada lighat. Sedangkan ahli

5 Ibnu Atiyyah, Tafsir Al-Kitab Al-Aziz, juz 8, him. 290.

5 Op.cit him. 104

7 Orang yang belum Sempurna akalnya ialah anak yatim yang belum balig atau
orang dewasa yang tidak dapat mengatur harta bendanya. Tafsir ini dapat
ditemukan dalam al-Kasyaf Zamakhzari.juz 1.hlm 500.
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ekonomi menyebut ististmar ini dengan irthibatul maali dengan

asumsi makna istilah dari ististmar®.

C. Dalil-Dalil Syara’ tentang Memberdayakan Harta/

SDA

Adapun memberdayakan harta/ SDA dalam pandangan

syari’at, telah menjadi keharusan bagi setiap individu, yang

mana hasil dan manfaatnya dipergunakan bagi pribadi maupun

kepentingan umat. Dengan demikian Islam telah membuat

klasifikasi terhadap ististmar ini diantaranya adalah:

1.

Islam telah mengharuskan kepada manusiauntuk bekerja
sesuai dengan hukum yang lima yaitu adakalanya wajib,
sunnah, mubah, makruh dan haram. Jika kepentingan
tersebut menyangkut hajat orang banya maka hukumnya
jatuh kepada wajib sebagaimana perkataan Muhammad
bin Hasan asy-Syaibani “hukum bekerja itu semata-matu
mubah, jika menyangkut kebuituban hukummnya jatuh pada
wajib’” oleh asy-Syaibani mengambil dalil dari surat al-
Jumu’ah ayat 10, begitu juga dalam surat al-Mulk ayat
15 dan surat al-Muzammil ayat 20. Sedangkan hadist
yang dibuatnya adalah seperti yang diriwayatkan oleh
Ahmad. Rasul ditanya, pekerjaan apakah yang paling
baik dan afdhal? Lalu Rasul berkata: seseorang yang
bekerja dengan tangannya dan jual beli yang diberkahi.

Islam sangat menekankan kepada umat untuk bekerja
terlebih bila hasil pekerjaan itu untuk kepentingan
manusia seperti bertani dan membuat pabrik dan
membuka pasar. Pembukaan lahan kerja seperti diatas
merupakan fardhu kifayah. Hal ini telah disepakati oleh

an-Nawawi, Syarbaini, melalui argument-argumen

8

Buhustul mali linaziyati Himad him.466.

o Muhammad bin Hasan asy-Syaibani. Al-Iktisab. him 18.
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mereka dalam setiap buku yang mereka karang. Adapun

dalilnya adalah surat al-Anfal ayat 60:

5 w4 Gynf S L5 eg 35 05 paazad G 4 1o
g2 55 ;.’4.1&:., a0 ”'ﬁlﬁ‘ﬁ(,@’s o % gi\éj A

UJJL;Y S“S‘Jj"w\wk}"d"a

Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan
apa saja yang kamu sanggupi dan dari kuda-kuda yang
ditambat untuk berperang (yang dengan persiapan
itu) kamu menggentarkan musub Allah dan musubmu
dan orang orang selain mereka yang kamu tidak
mengetahuinya; sedang Allah mengetabuinya. apa saja
yang kamu nafkabkan pada jalan Allah niscaya akan
dibalasi dengan cukup kepadamu dan kamu tidak akan
dianiaya (dirugikan).

3. Islam menyeru aulia/penguasa untuk memberdayakan
kekayaan yang dimilikinya khusus kepada anak-anak
yatim, agar anak yatim tidak mendapatkan natkah dari
hasil infak ataupun sedekah orang lain. Hal ini sesuai

dengan surat al-Baqarah ayat 220:

; VJCWJ@&'—“Yu‘V“Pﬁf’ff N
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Tentang dunia dan akhirat. Dan mereka bertanya
kepadamu tentang anak yatim, katakalah: “Mengurus
urusan mereka secara patut adalah baik, dan jika
kamu bergaul dengan mereka, maka mereka adalah
saudaramu; dan Allah mengetahui siapa yang membuat
kerusakan dari yang mengadakan perbaikan. Dan

@
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Jikalau Allah  menghendaki, niscaya Dia dapat
mendatangkan  kesulitan kepadamu. Sesungguhnya
Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

4. Islam melarang mengkosongkan lahan yang

memungkinkan bisa dikelola lebih kurang tiga tahun.

5. Islam melarang menimbun harta/kekayaan. Hal ini
sesuai dengan surat at-Taubah ayat 34-35:

5 5 KU eddly ¥ o3 687 8 s i
SR 55585 ¢ & & Jue of Gy Jladly L
\«Awsryfdwmfwwwww%m&j
£ 10s by iy bl L (55 o JE é
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‘Hai orang-orang vyang beriman, Sesungguhnya
sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan
rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang
dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi
(manusia) dari jalan Allah. dan orang-orang yang
menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya
pada Jalan Allah, Maka beritahukanlah ,éepada mereka,
(bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih. Pada
hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka Jahannam,
lalu dibakar dengannya dahi mereka, Lambung dan
punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka:
Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu
sendiri, Maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa

yang kamu simpan itu.”

D. Sifat-Sifat Utama dalam Memberdayakan Harta/
SDA

Islam telah membahas tentang keutamaan dalam
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mengelola harta/SDA begitu juga dengan anjuran, oleh sebab
itu ada hal tertentu yang harus deketahui para pengelola

diantaranya:

1. Hendaknya pengelola mengetahui hukum-hukum
syara’ yang berkaitan dengan kegiatan yang dilakukan.
Pebisnis hendaknya mengetahui seputar masalah jual
beli, pemilik pabrik hendaknya mengetahui produk
yang akan dihasilkan begitu juga dengan bahan baku
yang dipergunakan. Beberapa kelemahan yang dimiliki
oleh pebisnis Islam khususnya di Indonesia adalah
pemahaman terhadap hukum jual beli, begitu juga
dengan anjuran-anjuran dalam berbisni. Sedikit sekali
pebisnis Islam yang berhasil dalam kancah global
maupun nasional. Seperti yang dikeluhkan beberapa
pebisnis islam lainnya'. Senada dengan ungkapan
prof. Dr. H. Veitrizal Rivai, bahwa kekalahan umat
Islam adalah berbisnis, sebagaimana Islam dulu sukses

melalui pebisnis-pebisnis Islam."

2. Mengikuti pertunjuk dalam pengelolaan (al-Qur’an
dan sunnah), sebagaimana kita disuruh memikirkan
sekeliling kita. Hal ini sesuai dengan seruan Allah

dalam surat al-Jastiyah ayat 13:
A & u\‘W" s u,bﬁ‘\’ G s opeall 3 ({5 e
o ryﬂ <4

Dan dia Telah menundukkan untukmu apa yang di
langit dan apayang di bumi semuanya, (sebagairahmat)
daripada-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu
benar-benar terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah)

10 Media umat. Edisi 60.

1 Veitrizal Rivai, Islamic Economics, Bumi Aksara, Jakarta. 2009. Him. 30.
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bagi kaum yang berfikir.

Sangat banyak cerita-cerita tentang orang-orang yang
berhasil dalam mengelola bumi begitu juga dalam
menemukan sesuatu yang kemaslahatannya dapat
dipergunakan orang-orang sesudahnya. Seperti kisah
Nabi Daud, Nabi Sulaiman dIl. Keberhasilan umat
Islam tidak hanya diakui kalangan islam saja namun

orang-orang diluar Islam pun mengakuinya.

Memelihara pengelolaan atas dasar hukum dan taat.
Sangat dianjurkan mengelola bumi sesuai dengan
hukum-hukum yang berlaku untuk kemaslahatan
manusia. Pengelolaan ini tak obahnya bagai ruku’ sujud

dalam rangkaian ibadah shalat. Allah SW'T berfirman

dalam surat al-Jumu’ah ayat 9:

OJ‘J‘"’ }*’»ﬁul ﬁ 3 ﬁ‘b tﬁ 35533 A

Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk
menunaikan shalat Jum'at, Maka bersegeralah kamu
kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual
beli. yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu
Mengetahui.

Sebagian mufassir menafsirkan “tinggalkanlah jual beli”
dengan apabila imam Telah naik mimbar dan muazzin
Telah azan di hari Jum’at, Maka kaum muslimin
wajib bersegera memenuhi panggilan muazzin itu dan

meninggalakan semua pekerjaannya.

Seorang pengelola selalu mengutamakan pekerjaannya
dalam prinsip amanah dan jujur. Seorang pengelola

hendaknya tidak melakukan kecurangan dan penipuan
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dalam setiap pekerjaannya. Sesuai dengan hadist Rasul

Saw.

slagadl 5 ol 5 ) - oYl el o Ll
Seorang  pebisnis yang jujur dan lagi dipercaya
tempatnya beserta Nabi dan orang-orang shiddigin dan
syubada’ (disyurga).”

Perlakuan jujur dan amanah dalam berbisnis merupakan
sunnah rasul yang mesti diikuti para pebisnis masa
kini. Pebisnis yang melakukan kecurangan niscaya akan
diancam Allah dengan siksaan di akhirat sebagaimana
hadist yang diriwayatkan oleh. Sekarang ini banyak
pebisnis yang mempromosikan produknya melalui
iklan dan selebaran-selebaran, cara seperti ini menjadi
trend an lebih efisien dalam mempromosikan suatu
produk, meskipun cara ini cukup efektif tidak menutup
kemungkinan ada kecurangan atau ketidakadilan bagi
konsumen seperti memperoleh barang tidak sesuai

dengan yang diiklankan.

5. Seorang pengelola hendaknya mengutamakan nilai-
nilai keadilan. Seseorang pebisnis hendaknya bersifat
adil dengan member hak kepada setiap orang yang
bersangkutan dengannya. Member hak tanpa penipuan
dan curang. Allah berfirman dalam surat al-Muthaffifin
ayat 1-3:

S A8, o e W e TIST 8] ol ool T

Oares 2555
Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang.
(yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran

12 Sunan Abi Daud, Kitab Buyu’. him. 3462. Hadist ini shahih.
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dari orang lain mereka minta dipenubi, Dan apabila
mereka menakar atau menimbang untuk orang lain,
mereka mengurangi.

Yang dimaksud dengan orang-orang yang curang di
sini ialah orang-orang yang curang dalam menakar
dan menimbang. Berbagai ancaman diberikan Tuhan
kepada orang-orang yang melakukan kecurangan

dalam bisnisnya.

6. Seorang pengelola hendaknya menghindari hal-hal
riba, menimbun. Berbagai ulama salaf dan kontemporer
telah Dberijma’ tentang keharaman riba. Orang
yang melakukan bisnis riba senantiasa tidak akan

mendapatkan keberkahan dalam setiap bisnis yang

dilakukan.
7. Pengelola tidak melupakan kewajiban zakat dll.

8. Seorang pengelola selalu memperhatikan ketetapan-
ketetapan penguasa berupa peraturan pengelolaan

berikut dengan surat izin dll.

Seperti yang disebutkan diatas bahwa pengelolaan sumber
daya alam merupakan suatu kewajiban. Kewajiban ini senantiasa
dititik beratkan kepada setiap orang yang memiliki kemampuan.
Tentu dengan dorongan serta dukungan penuh dari seorang amir.
Seperti kejadian-kejadian dimasa kekhalifahan Harun Arrasyid
dll, bahwa setiap orang yang memiliki karya dan kepandaian
selalu didukung oleh khalifah. Jika karya tersebut berupa tulisan
karyanya tersebut dinilai seberat kertasnya bahkan lebih lagi.
Islam telah menyeru kepada umatnya untuk mengelola hartanya
pada setiap keadaan. Pengelolaan ini juga merupakan menifestasi
sebuah ibadah yang dinilai Tuhan dengan ganjaran pahala. Sumber
daya alam sungguh memiliki potensi yang sangat besar di dalam

setiap bumi orang muslim. Potensi ini yang kerap membuat para
P g yang P p
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penjajah menguasai Negara-negara muslim. Tentu bumi air dan
udara yang ada diwilayah setiap muslim merupakan kewajiban

untuk memeliharanya, berikut dengan memberdayakannya.

Kesemuaan ayat di atas menjadi pertunjuk bagi kita
begitu pentingnya dalam mengelola potensi alam yang dimiliki.
Pengelolaan ini telah dilakukan orang-orang Islam dimasa dulu
dan telah member kontribusi besar bagi umat ketika itu dan

sekarang. Wassalam.
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BAB 8

HAKIKAT KEPEMILIKAN DALAM
ISLAM

A. Pengertian Hak Milik
Kata hak milik berasal dari kata bahasa Arab a/-bag, yang

secara etimologi mempunyai beberapa pengertian yang berbeda,
diantaranya berarti: milik, ketetapan dan kepastian, menetapkan
dan menjelaskan, bagian (kewajiban), dan kebenaran. contoh a/-
hag diartikan dengan ketetapan dan kepastian terdapat dalam

surat Yasin ayat 7:

o5 ¥ 5 2 81 e Il & i
Sesunggubnya telah pasti Berlaku Perkataan (ketentuan

Allab) terbadap kebanyakan mereka, kerena mereka tidak

beriman.

Contoh al-hagqg diartikan dengan menetapkan dan

menjelaskan tercantum dalam surat al-anfal ayat 8:

Agar Allah menetapkan yang hak (Islam) dan membatalkan
yang batil (syirik)....
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Contoh a/-hagq diartikan dengan bagian (kewajiban) yang
tercantum dalam surat Al-Baqarah ayat 241:

ol Je o O, s il

kepada wanita-wanita  yang  diceraikan  (hendaklah
diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma’ruf,
sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.

Contoh al-haqq diartikan dengan kebenaran sebagai lawan

dari kebatilan tercantum dalam surat Yunus ayat 35:

Gl o A

Katakanlah: %pakaly di antara sekutu-sekuturmu ada yang
menunjuki kepada kebenaran?”

Dalam terminologi figih terdapat beberapa pengertian a/-

hagq yang dikemukakan oleh ulama figih, diantaranya menurut
Wahbah Al-Zuhaily:!

“Suatu hukum yang telah ditetapkan secara syara’.

Menurut Mustafa Ahmad Zarqa mendefinisikannya

dengan:

-”~r°, @m\é‘ijﬁuz /til
“‘Kekhususan yang ditetapkan syara’ atas suatu kekuasaan’.

Ibn Nujaim mendefinisikannya lebih singkat dengan:

e Pl

Suatu kekhususan yang terlindung”

1 Wahbah al-Zuhaily, Al-Figh al-Islami wa Adillatuh, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2005),
juz4, him. 8
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Menurut Wahbah Al-Zuhaily, yang dikutip oleh
Nasrun Haroen, definisi yang komprehensif ialah definisi yang
dikemukakan Ibn Nujaim dan Mustafa Ahmad al-Zarqa’ diatas,
karena kedua definisi itu mencakup berbagai macam hak, seperti
hak Allah terhadap hambaNya (shalat, puasa, dan lain-lain),
hak-hak yang menyangkut perkawinan, hak-hak umum, seperti
hak-hak negara, keharta bendaan, dan non materi seperti hak

perwalian atas seseorang.

Kata milik berasal dari bahasa Arab a/-milk, yang secara
etimologi berarti penguasaan terhadap sesuatu. A/--milk juga
berarti sesuatu yang dimiliki (harta). Mi/k juga merupakan
hubungan seseorang dengan suatu harta yang diakui syara’, yang
menjadikannya mempunyai kekuasaan khusus terhadap harta itu,
sehingga ia dapat melakukan tindakan hukum terhadap harta
tersebut, kecuali adanya Halangan syara’. kata milik dalam bahasa

Indonesia merupakan kata serapan dari kata a/-mi/k dalam bahasa

Arab.

Secara terminologi, a/-milk didefinisikan oleh Muhammad

Abu Zahrah? sebagai berikut:
ple ste gl Al 1 of 35 Al (S 2l

“Pengkhususan seseorang terhadap pemilik suatu benda
menurut syara’ untuk bertindak secara bebas dan bertujuan

mengambil manfaatnya selama tidak ada penghalang yang
bersifaz‘ syara >

Artinya, benda yang dikhususkan kepada seseorang itu

sepenuhnya berada dalam penguasaannya, sehingga orang lain

2 1% Muhammad Ab Zahrah, Al-Milkiyah wa Nazhariyah al-‘aqd fi al-sari’‘ah al-
islamiyah, (Mesir :Dar al-Fikr al-Arabi, 1962),him. 15
197 Mustafa Ahmad al-Zarga’, Op. cit., Jilid 1, him 241.
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tidak boleh bertindak dan memamfaatkannya. pemilik harta
bebas untuk bertindak hukum terhadap hartanya, seperti jual beli,
hibah, wakaf dan meminjamkannya kepada oraang lain, selama
tidak ada halangan dari syara’. contoh halangan syara’ antara lain
orang itu belum cakap bertindak hukum, misalnya anak kecil,
orang gila, atau kecakapan hukumnya hilang, seperti orang yang
jatuh pailit, sehingga dalam hal-hal tertentu mereka tidak dapat
bertindak hukum terhadap milik sendiri. Dengan kata lain,
apabila seseorang telah memiliki suatu benda yang sah menurut
syara, orang tersebut bebas bertindak terhadap benda tersebut,
baik akan dijual maupun akan digadaikan, baik dia sendiri yang

melakukannya maupun melalui perantara orang lain.

Berdasarkan definisi tersebut, dapat dibedakan antara hak
dan milik. untuk lebih jelasnya dicontohkan sebagai berikut:
seorang pengampu berhak menggunakan harta orang yang berada
di bawah ampunya. pengampu berhak untuk membelanjakan
harta itu dan pemiliknya adalah orang yang berada di bawah
ampuannya. dengan kata lain, tidak semua yang memiliki
benda berhak menggunakan dan tidak semua yang punya hak
penggunaan dapat memiliki.

B. Pengertian Kepemilikan

“Kepemilikan” sebenarnya berasal dari bahasa Arab dari
akar kata “malaka” yang artinya memiliki. Dalam bahasa Arab
“milk” berarti kepenguasaan orang terhadap sesuatu (barang atau
harta) dan barang tersebut dalam genggamannya baik secara riil
maupun secara hukum. Dimensi kepenguasaan ini direfleksikan
dalam bentuk bahwa orang yang memiliki sesuatu barang berarti
mempunyai kekuasaan terhadap barang tersebut sehingga ia
dapat mempergunakannya menurut kehendaknya dan tidak ada
orang lain, baik itu secara individual maupun kelembagaan, yang

dapat menghalang-halanginya dari memanfaatkan barang yang
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dimilikinya itu.* Konsep dasar kepemilikan dalam Islam adalah

firman Allah SWT:
u;aﬁ\ 3 g olgledd) 3 (WP}

‘Milik Allah-lah segala sesuatu yang ada di langit dan
bumi’. (QS. Al-Baqarah: 284)

Milik (al-malik) adalah penguasaan terhadap sesuatu,
sesuatu yang dimiliki (harta). Hubungan seseorang dengan
sesuatu harta yang diakui oleh syara’ yang menjadikannya
mempunyai kekuasaan khusus terhadap harta tersebut sehingga
ia dapat melakukan tindakan hukum terhadap harta itu,
kecuali ada halangan syara’. Ada beberapa definisi milik yang
dikemukakan ulama figih, namun esensinya sama. Milik (al-72i/k)
adalah “pengkhususan seseorang terhadap sesuatu benda yang
memungkinkannya untuk bertindak hukum terhadap benda itu
sesuai dengan keinginannya selama tidak ada halangan syara’serta
menghalangi orang lain untuk bertindak hukum terhadap benda
tersebut. “Artinya, benda yang dikhususkan kepada seseorang
itu sepenuhnya berada dalam penguasaanya, sechingga orang lain
tidak bisa bertindak dan memanfaatkanya. Pemilik harta itu bebas
untuk bertindak hukum terhadap hartanya, seperti jual-beli,
hibah, wakaf, dan meminjamkannya kepada orang lain, selama

tidak ada halangan dari syara’.*

Secara bahasa kepemilikan berasal dari kata dasar
yang diambil dari S\ yang artinya mengguasai sesuatu dan
bisa dimanfaatkan. Kepemilikan menurut ahli figih adalah
hubungan syari’at antara manusia dan harta, yang mana harta
tersebut menjadi milik pribadi dimana orang lain tidak bisa

menggunakannya, yang memungkinkan yang menggunakannya

3 Nasrun Haroen, Figh Muamalah, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 31
4 Abdul Azis Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam Jilid 4, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van
Hoeve, 1996), h. 1176-1177
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ketika sah kepemilikannya, untuk dimanfaatkan dengan berbagai
cara yang biasa secara syari’at dan kaidah-kaidah yang ditentukan
syari’at. Para fuqoha menggunakan kata-kata yang menunjukan
kepemilikan yaitu iSylll, 4, Slwalau pun kata ¢lllyang
paling banyak digunakan.

Menurut pendapat Al-Kamal bin Hamam milik merupakan
“kepemilikan dengan kemampuan untuk membelanjakan harta
tersebut kecuali ada penghalang”. Menurut hal ini orang yang
menggantikan orang lain untuk membelanjakan harta tersebut
bukan pemilik. Karena dia tidak tidak bisa membelanjakan secara
langsung. Tetapi bisa membelanjakannya kalau dapat kuasa dari
pamilik. Kepemilikan menurut undang-undang kontenporer
yaitu hak penggunaan sesuatu secara terus menerus. Jelaslah
definisi kepemilikan menurut undang-undang kontenporer dalam
Figih Islam dan hanya berbeda batas penggunaan harta tersebut,
maka jika Figih Islam membatasinya cara syari’at, maka undang-

undang kontenporer tersebut secara undang-undang.’

Untuk lebih bisa dipahai tentang kepemilikan secara
syari’at, ada beberapa pendapat yang menjelaskan hal tersebut
diantaranya adalah hak milik merupakan hubungan antara
manusia dan harta yang ditetapkan dan diakui oleh syara’. Karena
adanya hubungan tersebut, ia berhak melakukan berbagai macam
tasarruf terhadap harta yang dimilikinya, selama tidak ada hal-hal
yang menghalangi.

1. Wahbah Zuhaili mengemukakan, bahwa kepemilikan
dalam arti bahasa, milik berasal dari kata &L — ALY VS
yang sinonimnya adalah «3 u}a,}\: 331, sjlbyang glrtinya:
ia menguasai Sesuatu dan bebas melakukan tasarruf

terbadapnya. Dalam nada yang sama, yaitu:

5 Dar Annafaais, Al Madkhalu lia Figh Al-Muamalah Al-Maliyah, (Jordan: Dar
Annafaais:2004), Jilid, 1, h. 117-118.
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w3zl b ol e 5 il S0
s O Sl M

Milik dalam arti bahasa adalah penguasaan seseorang

terhadap harta dan berkuasa penub terhadapnya, yakni
bebas melakukan tasarruf terhadapnya.

Wahbah  Zuhaili mengemukakan definisi yang
dipandangnya paling tepat, yaitu sebagai berikut:

e ke Lo S gl gl plastt ¢ sl

£ p e e

Hak milik  adalah suatu ikhtishas (kekhususan)
terhadap sesuatu yang dapat mencagah orang lain untuk
menguasainya, dan memungkinkan pemiliknya untuk
melakukan tasarraf terhadap sesuatu tersebut sejak awal

kecuali ada penghalang syar’i.

Dalam arti istilah terdapat beberapa definisi yang
dikemukakan oleh para fugahaa. Kamaluddin ibnu Al-
Humam, yaitu dikutib oleh Muhammad Abu Zahrah

memberikan definisi sebagai berikut:

26 el el Je 53 £

‘Hak milik adalah suatu kemampuan untuk melakukan
tasarruf sejak awal kecuali karena adanya penghalang.”

Al-Maqdisi yang dikutip juga oleh Abu Zahara

memberikan definisi sebagai berikut:

2l sl ¥ & S
Hak millik itu adalah kekhususan yang menghalangi.
Maksud definisi tersebut adalah bahwa hak milik
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adalah penguasaan khusus terhadap sesuatu yang dapat
menghalangi orang lain untuk mengambil manfaat atau
melakukan fasarruf terhadapnya, kecuali menurut cara

yang dibenarkan oleh syar’i.
4. Ulama Malikiyah memberikan pengertian:

Pl o o Bl ade 5 i (5 50 o1 )
L26 ) e i ol 22T g il
Sesunggubnya hak milik itu adalah pengguasaan

seseorang berdasarkan syar’i demgan dirinya sendiri
atau dengan melalui wakil untuk mengambil manfaat
terhadap barang, dan mengambil imbalan, atau
penguasaan untuk mengambilmanfaat saja’.

Definisi-definisi ini cukup jelas, karena di dalamnya
dinyatakan bahwa hak millik adalah penguasaan untuk mengambil
manfaat, dan penguasaan itu tidak ada kecuali atas pemberian
dari syar’. Dengan demikian, pada hakikatnya syar’-nya yang
memberikan hak milik kepada manusia melalui sebab-sebab dan

cara-cara yang telah ditetapkannya.

Definisi-definisi yang telah dikemukakan di atas meskipun
berbeda redaksinya, namun inti dari pengertiannya sama, yakni
bahwa hak milik atau kepemilikan merupakan hubungan antara
manusia dan harta yang ditetapkan oleh syara’, yang yang
memberikan kekhususan yang memungkinkan untuk mengambil
manfaat atau melakukan zassarruf atas harta tersebut menurut
cara-cara yang dibenarkan dan ditetapkan oleh syara’.t

Selain pengertian di atas juga terdapat beberapa definisi
tentang hak milik atau milkiyah yang disampaikan oleh para

fuqaha, antara lain:

6 Ahmad Wardi Muslich, Figh Muamalah, (Jakarta: Amzah, 2010), Cit.,1, h. 69-71.
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1. Hak milik menurut Muhammad Musthafa al-Syalabi
adalah keistimewaan (istishas) atas sesuatu benda
yang menghalangi pihak lain bertindak atas beberapa
definisinya dan memungkinkan pemiliknya ber-
tasharuff secara langsung atasnya selama tidak ada

halangan syara’.

2. Hak milik menurut Ali al-Khafifi adalah keistimewaan
yang memungkinkan pemiliknya bebas ber-tasharuff
dan memanfaatkanya sepanjang tidak ada halangan
syara’.

Seluruh definisi yang disampaikan menggunakan term
istishas sebagai kata kunci milkiyah. Jadi hak milik adalah sebuah
istishas (keistimewaan). Dalam definisi tersebut terdapat dua
istishas atau keistimewaan yang diberikan oleh syara’ kepada
pemilik harta. Pertama, keistimewaan dalam menghalangi orang
lain untuk memanfaatkanya tanpa kehendak atau tanpa izin
pemiliknya. Kedua, keistimewaan dalam bertasaruft, adalah sesuatu
yang dilakukan oleh seseorang berdasarkan iradah (kehendak)—
Nya dan syara’ menetapkan atasnya beberapa konsekuensi yang
berkaitan dengan hak”. Para fukoha memberikan batasan-batasan
syar'i “kepemilikan” dengan berbagai ungkapan yang memiliki
inti pengertian yang sama. Diantara yang paling terkenal
adalah definisi kepemilikan yang mengatakan bahwa “milik”
adalah hubungan khusus seseorang dengan sesuatu (barang) di
mana orang lain terhalang untuk memasuki hubungan ini dan
si empunya berkuasa untuk memanfaatkannya selama tidak ada
hambatan legal yang menghalanginya.’

Batasan teknis ini dapat digambarkan sebagai berikut.
Ketika ada orang yang mendapatkan suatu barang atau harta

melalui caara-cara yang dibenarkan oleh syara’, maka terjadilah

7 Ahmad Wardi Muslich, Figh Muamalah, (Jakarta, Amzah, 2010), h. 69-71
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suatu hubungan khusus antara barang tersebut dengan orang
yang memperolehnya. Hubungan khusus yang dimiliki oleh orang
yang memperoleh barang (harta) ini memungkinkannya untuk
menikmati manfaatnya dan mempergunakannya sesuai dengan
keinginannya selama ia tidak terhalang hambatan-hambatan
syari seperti gila, sakit ingatan, hilang akal, atau masih terlalu

kecil sehingga belum paham memanfaatkan barang.

Dimensi lain dari hubungan khusus ini adalah bahwa orang
lain, selain si empunya, tidak berhak untuk memanfaatkan atau
mempergunakannya untuk tujuan apapun kecuali si empunya telah
memberikan ijin, surat kuasa atau apa saja yang serupa dengan
itu kepadanya. Dalam hukum Islam, si empunya atau si pemilik
boleh saja seorang yang masih kecil, belum baligh atau orang
yang kurang waras atau gila tetapi dalam hal memanfaatkan dan
menggunakan barang-barang “miliknya” mereka terhalang oleh
hambatan syara’ yang timbul karena sifat-sifat kedewasaan tidak
dimiliki. Meskipun demikian hal ini dapat diwakilkan kepada
orang lain seperti wali, washi (yang diberi wasiat) dan wakil (yang

diberi kuasa untuk mewakili).

C. Sebab-Sebab Kepemilikan

Para ulama [figih menyatakan bahwa ada empat cara pemilikan

harta yang disyariatkan Islam:
1. Melalui penguasaan terhadap harta yang belum dimiliki

seseorang atau lembaga hukum lainnya, yang dalam
Islam disebut harta yang mubah. Contohnya: bebatuan
di sungai yang belum dimiliki seseorang atau lembaga
hukum. Apabila seseorang mengambil batu dan pasir dari
sungai itu dan membawanya ke rumahnya, maka batu
dan pasir itu menjadi miliknya, dan orang lain tidak boleh
mengambil batu dan pasir yang telah ia kuasai itu. Atau
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seseorang menangkap ikan di laut lepas dan membawanya
pulang. Batu, pasir, dan ikan yang telah ia kuasai itu boleh ia
perjualbelikan, boleh ia sedekahkan kepada orang lain dan
boleh digunakan sendiri, karena batu, pasir, dan ikan itu
telah menjadi miliknya.

Penguasaan terhadap harta yang mubah dalam figib
Islam mempunyai arti yang khusus, merupakan asal
dari suatu pemilikan tanpa adanya ganti rugi. Artinya,
penguasaan seseorang terhadap harta mubah merupakan
milik awal, tanpa didahului oleh pemilikan sebelumnya.
Bedanya akan kelihatan dengan pemilikan melalui suatu
transaksi. Dalam transaksi seseorang telah memiliki
terlebih dahulu suatu harta, baru kemudian ia gunakan
miliknya itu untuk mendapatkan harta lain yang boleh ia
miliki. Misalnya, dalam jual beli seseorang telah terlebih
dahulu memiliki uang atau yang secara hukum dikatakan
memiliki uang, kemudian ia beli sebuah mobil, maka
mobil itu ia miliki berdasarkan uang yang telah ia miliki
sebelumnya. Dalam memiliki suatu yang mubah tidak
demikian halnya, karena seseorang hanya mengambil
sesuatu yang ingin ia miliki dari harta mubah itu, tanpa
mengimbalinya dengan harta yang lain. Inilah yang
dimaksudkan para ulama figih sebagi pemilikan asal/

awal.

Melalui suatu transaksi yang ia lakukan dengan orang
atau suatu lembaga hukum, seperti jual beli, hibah, dan

wakaf.

Melalui peninggalan seseorang, seperti menerima harta

warisan dari ahli warisnya yang wafat.

Hasil/buah dari harta yang telah dimiliki seseorang,

sama ada hasil itu datang secara alami, seperti buah
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pohon di kebun, anak sapi yang lahir, dan bulu domba
seseorang, atau melalui suatu usaha pemiliknya, seperti
basil usahanya sebagai pekerja, atau keuntungan dagang

yang diperoleh seorang pedagang.

Cara pemilikan harta nomor satu sebagaimana dijelaskan di
atas iisebut juga dengan istilah ibraz al-mubabat, yaita memiliki
sesuatu yang boleh dimiliki, atau menempatkan sesuatu yang boleh
dimiliki suatu tempat untuk dimiliki. Cara pemilikan harta nomor
dua sebagaimana dijelaskan di atas disebut dengan istilah a/- “ugud
(‘agad), yakni transaksi. Dan cara pemilikan harta nomor tiga
sebagaimana dijelaskan di atas disebut dengan istilah a/-khalafiyah
(pewarisan). Cara pemilikan harta nomor empat sebagaimana
dijelaskan di azas disebut dengan istilah a/-tawallud min al-mamluk
(berkembang biak).?

Menurut Utsman Muhammad, kepemilikan sesuatu oleh
seseorang mulai dia memiliki semenjak dia mendapatkannya. Hal

ini dengan ketentuan:
1. Kepemilikan itu terjadi semenjak dia peroleh
2. Ketika dia memanfaatkan
3. Ketika kepemilikan itu dipindahkan kepada orang lain’
Berdasarkan hal tersebut, maka lebih lanjut sebab-sebab

seseorang memiliki sesuatu lebih lanjut dijelaskan para ulama.
Milkiyah (hak milik) dapat diperoleh melalui satu diantara
beberapa sebab berikut ini:

1. Ihraz al-mubahbat (penguasaan harta benda)

Yakni cara pemilikan melalui penguasaan terhadap harta
yang belum dikuasai atau dimiliki pihak lain. Menurut Musthafa
al-Zarqa', Al-mubahat (harta bebas, atau harta tak bertuan) adalah

8 Lihat Hasbi As Shiddieqy, Op, cit,. him 8-9
o Utsman Muhammad, Al-Madkhol lla Fihil Muamalati Maliyah, (Pakistan: Darun
Nafais, 2004), h. 154
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“Harta benda yang tidak termasuk dalam milik yang dilindungi
(dikuasai oleh orang lain) dan tidak ada larangan hukum (mani’ al-
syar’iy) untuk memilikinya’ .

Sedangkan menurut fuqaha’ jumhur manfaat merupakan
bagian dari al-mal. Sekalipun secara konseptual a/-mal/ dan
milkiyah merupakan dua hal yang berbeda, namun pada
kenyataannya keduanya tidak dapat dipisahkan, bagaikan
dua sisi mata uang. Misalnya, ikan di laut, ruput di jalan, dan
lain-lain. Pada prinsipnya harta benda sejenis ini termasuk a/-
mubahat. Setiap orang berhak menguasai harta benda ini untuk
tujuan dimiliki sebatas kemampuan masing-masing. Perbuatan
menguasai harta bebas ini untuk tujuan pemilikan, inilah yang

dinamakan a/-ibraz.

Dengan demikian upaya pemilikan suatu harta melalui
ihraz al-mubahat harus memenuhi 2 syarat, yaitu (a) tidak ada
pihak lain yang mendahului melakukan i4raz al-mubahat, dan
(b) penguasaan harta tersebut dilakukan untuk tujuan dimiliki.
Sehingga penguasaan harta tersebut dapat dilakukan melalui
cara-cara yang lazim, misalnya dengan menempatkannya pada
tempat yang yang dikuasainya atau dengan memberi tanda

pemilikan.'

2. At-Tawallud (anak pinak atau berkembang biak)

yakni setiap peranakan atau segala sesuatu yang tumbuh
(muncul) dari harta milik adalah milik pemiliknya. Prinsip
tawallud ini hanya berlaku pada harta benda yang bersifat
produktif (dapat menghasilkan sesuatu yang lain atau baru) seperti
binatang yang bertelur, beranak, menghasilkan air susu, dan kebun
yang menghasilkan bunga-bunga. Sebab ini dibagi menjadi dua
pandangan yaitu mengingat ada tidaknya ikhtiar terhadap hasil-

10 Hendi Suhendi, Figh Muamalah, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), h. 38
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hasil yang dimiliki dan pandangan terhadap bekasnya.!!
3. AIl-Klafiyah (penggantian)

yakni penggantian seseorang atau sesuatu yang baru
menempati posisi pemilikan yang lama. Penggantian di bagi
menjadi 2, yaitu:
a. Penggantian atas seseorang oleh orang lain, seperti
pewarisan. Dalam hal ini menurut Musthafa al-
Zarqa, seorang fuqaha Hanafiyah, ahli warisnya tidak
dapat dituntut melunasi hutang tersebut dengan harta
kekayaan sendiri. Sebab a/-irs (pewarisan) ditetapkan
oleh syara’ sebagai sebab penggantian pemilikan, bukan
sebagai sebab penggantian piutang.

b. Penggantian benda atas benda yang lainnya, seperti
terjadi pada fadhim (pertanggungan) ketika seseorang
merusakkan atau menghilangkan harta benda orang
lain, atau pada za'widh (penggantian kerugian)
ketika seseorang mengenakan atau menyebabkan
penganiayaan terhadap pihak lain.'

4. al-’Agad (Akad)

Yakni pertalian antara ijab dan qabul sesuai dengan
ketentuan syara’ yang menimbulkan pengaruh terhadap obyek
akad. Akad merupakan sebab pemilikan yang paling kuat dan
paling luas berlaku dalam kehidupan manusia yang membutuhkan
distribusi harta kekayaan. Akad yang termasuk menjadi sebab
milkiyah atau malakiyah adalah akad jabariyah, yaitu akad-akad
yang dilakukan berdasarkan keputusan hakim, dan istim/lak untuk

maslahat umum.®

1 Ibid., h.39

12 T. M. Hasbi Ash Shiddieqy, Pengantar Figh Muamalah, (Semarang: PT. Pustaka
Rizki Putra, 2001), h. 15
B Ipbid., h. 14
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Sacara singkat pendapat lain dikemukakan oleh ulama fiqih

bahwa ada empat cara pemilikan harta yang disyariatkan Islam:

1. melalui penguasaan terhadap harta benda yang belum
dimilki seseorang atau lembaga hukum lainnya,
yang dalam Islam disebut sebagai harta yang mubah.
Penguasaan terhadap harta yang mubah dalam fiqih
Islam mempunyai arti yang khusus, yaitu merupakan
asal dari suatu pemilikan tanpa adanya ganti rugi.
Artinya, penguasaan tersebut merupakan milik awal,
tanpa didahului oleh pemilikan sebelumnya.

2. Melalui suatu transaksi yang ia lakukan dengan orang
atau suatu lembaga hukum, seperti jual beli, hibah dan

wakaf.

3. Melalui peninggalan seseorang, seperti menerima harta

warisan dari ahli warisnya yang wafat.

4. Hasil/buah dari harta yang dimiliki seseorang yang

datang secara alami.'*

D. Macam-Macam Kepemilikan
Dalam Fiqih mu’amalah, kepemilikan dalam dibagi ke

dalam beberapa macam, yaitu:

1. Hak Milik yang Sempurna (4.3 islL)
Menurut Wahbah Zuhaili, yang dimaksud dengan hak

milik yang sempurna adalah:

S Em e aa (ad) o) o il 5 3 psllG
ey i ) e SUl

Hak milik yang sempurna adalah hak milik terbadap

1 Nasrun Haroen, Op. Cit., h. 32
15 Abdul Aziz Dahlan, Op. Cit., h. 1177
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zat sesuatu (bendanya) dan manfaatnya bersama-sama,
sehingga dengan demikian semua hak-hak yang diakui oleh
syara’ tetap ada ditangan pemilik.

Dalam hal ini Muhammad Abu Zahrah memberikan
definisi bahwa yang dimaksud dengan hak milik yang sempurna
adalah:

s 55 il o Je gl el 5 51
Pengertian hak milik yang sempurna adalah sesuatu hak
milik yang mengenai zat barang dan manfaatnya.

Di dalam buku lain dijelaskan hak Milik 7aam yaitu milik
penuh atau milik sempurna. Sesuatu milik dikatakan milik 7zam
atau milik sempurna adalah pemiliknya meliputi benda atau
manfaatnya sekaligus, artinya bahwa penguasaan terhadap sesuatu
yang dimiliki itu meliputi dzat benda (ragabah) dan manfaatnya.'®
Dari definisi disebut, baik yang pertama maupun yang kedua
dapat dipahami bahwa hak milik yang sempurna merupakan hak
pernah yang memberikan kesempatan dan kewanangan kepada si
pemilik untuk melakukan berbagai jenis zasarruf yang dibenarkan
olah syara’. Muhammad Abu Zahrah mengemukakan beberapa

keistimewaan dari hak milik yang sempurna ini sebagai berikut:

a. Milik yang sempurna memberikan hak kepada si
pemilik untuk melakukan zasarruf terhadap barang
dan manfaatnya dengan berbagai mcam cara yang
dibenarkan oleh syara’ seperti jual beli, hibah, ijarah,
i’arah, wasiat, wakaf, dan zasarruf~tasarruflainnya yang
dibenarkan oleh syara’.

b. Milik yang sempurna juga memberikan hak manfaat

penuh kepada si pemilik tanpa dibatasi dengan aspek

pemanfaatannya, masanya, kondisi dan tempatnya,

16 Syafi’i Jafri, Figh Muamalah, (Pekanbaru, Suska Press, 2008), h. 19-20.
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karena yang menguasainya hanya satu orang yaitu si
pemilik.

c. Milik yang sempurna tidak dibatasi dengan masa dan
waktu tertentu. Ia hak yang mutlak tanpa dibatasi
dengan waktu, tampat, dan syarat. Setiap syarat yang
bertentang dengan tujuan akad tidak berlaku.

d. Orang yang menjadi pemilik yang sempurna apabila
merusakkan atau menghilangkan barang yang
dimilikinya tidak dibebani ganti kerugian, baik dengan
maal mitsli maupun gimi, karena penggantian tersebut
tidak ada arti baginya, karena menganti untuk dirinya

sendiri.

2. Milik Tidak Sempurna
Milik nagish, yaitu milik tidak pernah atau milik tidak

sempurna. Sesuatu disebut milik zagish atau milik tidak sempurna
bila pemilikan itu terbatas pada dzat barang (ragabah) semata atau
manfaatnya saja. Milik zagish atau tidak sempurna dapat bagi
kepada:

a. Milk al-‘ain atau milk atas raqabab (zat benda saja)

Merupakan hak tampa memiliki manfaatnya. Hal ini terjadi
apabila dzat sesuatu benda adalah milik seseorang, sedangkan
manfaatnya adalah milik oranglain. Contoh seseorang mewasiatkan
rumahnya kepada orang lain, untuk menepati rumah selama
tiga tahun. Apabila orang berwasiat meninggal dan orang yang
diwasiati menerimanya, maka wujud rumahnya menjadi hak milik
ahli waris orang yang berwasiat sebagai warisan, sedangkan orang
yang diberi wasiat memeiliki manfaat selama hidupnya atau tiga
tahun. Apabila masa tersebut sudah lewat, maka manfaat rumah
menjadi hak milik ahli orang yang berwasiat, dan dengan demikian

hak milik atas rumah tersebut menjadi hak mailik yang sempurna.
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Dalam keadaan di mana manfaat sesuatu benda dimuliki
oleh orang lain, pemilik benda tidak bisa mengambil manfaat atas
benda yang dimilikinya dan ia tidak boleh melakukan fasarruf
atas benda dan menfaatnya. Ia wajib menyerahnya benda tersebut
kepada pemilik manfaat, agar ia bisa menanfaatkannya. Apabila
pemilik benda menolak menyerahkan bendanya, maka ia bisa

dipaksakan.

b. Milk al-manfaat asy-syakhshi atau haq intifa’
1) Sebab-sebab timbulnya milik al-manfaatnya, yaitu:
a) arah (pinjaman).
Menurut Jamhur ulama Hanafiyahdan Malikiyah
definisi I'arah adalah sebagai berikut:

s B (S
Pemilikan atas manfaatnya tanfa imbalan.

Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa orang
yang menerima pinjaman (peminjam) berhak untuk
memanfaatkan barang yang dipinjamnya untuk
dirinya sendiri, dan ia boleh meminjamkannya
kepada orang lain. Akan tetapi, ia tidak boleh
menyewakannya  karena  ia/ah  (Pinjaman)
merupakan akad yang ghair lazim (tidak tetap)
yang boleh dikembalikan setiap waktu. Sedangkan
Ijaroh adalh akad yang /azim (tetap), ada ketentuan
batas waktunya. Disamping itu, menyewakan
barang yang dipinjam oleh si peminjam merugikan
si pemilik batang.
b) Ijarah (sewa menyewa)

Wahbah Zuhaili memberikan definisi ijarah sebagai
berikut:
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s il (S5 8 5 ) U
Adapun  pengertian ijarah adalah pemilik atas
manfaat dengan memberi imbalan.

Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa Ijarah
berbeda dengan i'arah. Dalam i'arah seperti yang
dikemukakan diatas, pemilikkan atas manfaat
diperoleh tanpa memberi imbalan kepada si pemilik
barang. Sedangkan dalam ijarah (sewa-menyewa)
kepemilikan atas manfaat diperoleh dengan cara

memberikan imbalan, baik berupa uang atau barang.

Wakaf

Wahbah Zuhaili memberikan definisi tentang
wakaf sebagai berikut:

o B e 20 VS ) 2 51 B Uy
e oo 3 ) s S
Adapun pengertian wakaf adalah menahan benda
dai kepemilikannya bagi seseorang dan mengalihkan
manfaatnya kepada orang yang diberikan wakaf
(mauquf alaib).
Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa wakaf
adalah mengalihkan kepemilikan manfaat suatu
benda kepada pihak lain (mauguf alaib). Atas dasar
itu ia (mauquf alaih) berhak mengambil manfaat
atas barang tersebut untuk dirinya atau untuk orang
lain, apabila orang yang mewakafkan (waagif)
mengizinkannya. Apabila dalam surat pernyataan
wakaf tercantum larangan untuk diberikan kepada

orang lain, atau menut adat kebiasaan hal itu tidak di

bolehkan, mauquf alaibh tidak boleh memberikannya
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kepada orang lain.
d) Wasiat

Wiasiat dalam arti bahasa adalah pesan. Menurut
istilah syara’, wasiat adalah pesan sesuatu yang
baik, yang harus dilaksanakan sesudah seseorang
meninggal. Dalam redaksi lain, wasiat adalah
tindakan seseorang terhadap harta peninggalannya
yangdisandarkankepadakeadaansetelahmeninggal.
Wiasiat terhadap harta bisa menyangkut benda dan
manfaatnya atau bendanya saja tanpa manfaat, atau
manfaatnya maka orang yang diberi wasiat berhak
secara penuh untuk melakukan fasarruf terhadap
harta tersebut, karena telah menjadi milk yang
sempurna. Wasiat yang menyangkut bendanya
semata, sudah disinggung dalam pembahasan mi/k

ar-ragqababh.

e) Ibahah

Wahbah Zuhaili memberikan definisi  Ibahah
sebagai berikut:

Jlata b 3T (2 8 S 3N 8 & GV
Adapun  pengertian ibahah adalah persetujuan
untuk menghabiskan sesuat atau menggunakannya.

Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa ibahah
adalah persetujuan dari pemilik barang untuk
memanfaatkan suatu dengan cara dihabiskan atau
dengan digunakan tanpa menghabiskan barangnya.
Contohnya; persetujuan untuk mengonsumsi makanan,
minuman,atau buah-buahan, persetuajuan secara umum
umtuk menggunakan fasilitas umum seperti sekolah
lewat dijalan, duduk-duduk ditaman, masuk kesekolah,
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rumah sakait, dan sebagainya, persetujuan khusus untuk
menggunakan hak milik orang yang tertentu, seperti

naik kendaraannya atau tinggal dirumahnya.'’
2) Ciri khas Milk al-manfaat asy-syakhshi atau haq intifa’

a) Hak milik mamfaat dapat dibatasi dengan waktu,

tempat, dan sifat pada saat menentukannya.

b) Menurut Hanafiah, hak milik manfaat asy-syakhshi

tidak bisa diwaris.

c) Pemilik hak menfaat menerima benda yang
diambil manfaatnya itu walaupun secara paksa dari
pemiliknya.

d) Pemilik manfaat harus menyediakan biaya yang
dibutuhkan oleh benda yang diambil manfaatnya,
apabila manfaat tersebut diperoleh dengan cuma-

cuma seperti dalam 7'arah.

e) Pemilikmanfaatharusmengambilkanbarangkepada
pemiliknya setelah ia selesai menggunakannya,

apabila pemilik barang tersebut memintanya.
3) Berakhirnya hak manfaat

a) Selesainya masa pengambilan manfaat yang dibatasi

waktunya.

b) Rusaknya benda yang diambil menfaatnya
atau terdapat cacat yang tidak memungkinkan
dimanfaatnya benda tersebut seperti robohnya
rumah yang ditempati.

¢) Meninggalnya pemilik manfaat menurut Hanifah,

karena manfaat menurut mereka tidak bisa diwaris.

d) Wafatnya pemilik barang, apabila manfaat tersebut

diperboleh dengan jalan i'arah atau ijarah.

17

Ahmad Wardi Muslich, Op., Cit., h.72-80.
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c. Malk al-manfaat al-‘aini atau hak irtifaq.
Menurut Abu Zahrah mendefinisikan:

oS e 8 2T e smnd e e s B 58, M1 3
a3l

Hak irtifaq adalah suatu hak yang ditetapkan atas benda
tetap untuk manfaat benda tetap yang lain, yang pemiliknya
bukan pemilik benda tetap yang pertama.

Menurut Muhammad Yusuf Musa mendefinisikan:

gty T B il il 5 Bl 1 6

Hak irtifaq adalah hak intifa’ al-aini yang ditetapkan
untuk benda tetap diatas benda tetap tang lain, dengan
tidak memandang si pemiliknya.

Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa hak irtifag
adalah hak manfaat yang mengikuti kepada benda, bukan kepada
orang. Hak tersebut merupakan hak yang langgeng. Selama
bendanya masih ada, mesakipun orangnya sudah berganti-ganti,
hak tersebut akan tetap aksis. Contohnya hak untuk membuang

air kelebihan dari dalam rumah (bag al-masil)."®

3. Kepemilikan Pribadi
Hak milik pribadi adalah hukum syara’ yang berlaku bagi

zat maupun manfaat (uzi/ity) tertentu, yang memungkinkan siapa
saja mendapatkannya untuk memanfaatnya barang tertentu,
serta memperoleh kompensasi, baik karena barangnya diambil
kegunaannyaoleh orang lain (seperti disewa), ataupun karena

dikomsumsi untuk dihabiskan zatnya seperti dibeli dari barang

8 Ibid. h. 81-84.
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tersebut.’” Oleh karena itu, setiap orang bisa memiliki kekayaan

dengan cara-cara kepemilikan tertentu.

a.

Proses kepemilikan harus didapatkan melalui cara yang
sah menurut agama Islam. Islam mengakui adanya hak
milik pribadi, dan menghargai pemiliknya, selama harta
itu diperoleh dengan jalur yang sah menurut agama
islam. Dan Islam tidak melindungi kepemilikan harta
benda yang diperoleh dengan jalan haram. Sehingga
Imam Al-Ghazali membagi menjadi 5 jenis harta yang

dilindungi oleh Islam (sah menurut agama Islam):

- Diambil dari suatu sumber tanpa ada pemiliknya,
misal: barang tambang, menggarap lahan yang
mati, berburu, mencari kayu bakar, mengambil air

sungai, dll.

- Diambil dari pemiliknya secara paksa karena

adanya unsur halal, misal: harta rampasan.

- Diambil secara paksa dari pemiliknya karena ia

tidak melaksanakan kewajiban, misal: zakat.

- Diambil secara sah dari pemiliknya dan diganti,
misal: jual beli dan ikatan perjanjian dengan

menjauhi syarat-syarat yang tidak sesuai syariat.

- Diambil tanpa diminta, misal: harta warisan setelah

dilunasi hutang-hutangnya.

Penggunaan benda-benda milik pribadi tidak boleh
berdampak negatif/ mudharat pada orang lain, tapi
memperhatikan masalah umat Islam membenarkan hak
milik pribadi, karena islam memelihara keseimbangan
antara pemuasan beragam watak manusia dan kebaikan

umum dimasyarakat.

19

Edwin Nasution mustafa,Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam, (Prenada Media
Group,Jakarta,2006), Cet.,1, h. 19-20
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Dalam hubungan ini, ada syarat yang harus dipenuhi
untuk mencapai kekuasaan individu dalam mengakui
keberadaan hak milik pribadi yaitu memperhatikan
masalah umat. Islam mendorong pemilik harta
untuk menyerahkan kelebihan kekayaannya kepada
masyarakat/umat setelah mememnuhi kepuasan untuk
diri sendiri dan keluarga (zakat). Tetapi, membatasi hak
untuk menggunakan harta itu menurut kesukaannya
sendiri. Hal ini dilakukan untuk perlindungan kebaikan
umum dan agar hak milik pribadi tidak memberikan
dampak negatif pada oranglain.Inilah pahamislam yang
moderat dalam mengakui hak pribadi. Ia mengambil
sikap moderat antara mereka yang mendewakan hak
miik dan mereka yang secara mutlak menafikan hak
milik.

c. Dalam penggunaanhak milik pribadiuntuk kepentingan
pribadi dibatasi oleh ketentuan syariat. Setiap individu
memiiki kebebasan untuk menikmati hak miliknya,
menggunakannya secara produktif, memindahkannya,
melindunginya dari penyia-nyiaan harta. Tetapi, haknya
itu dibatasi oleh sejumlah limitasi tertentu yang sesuai
syariat, tentunya. la tidak boleh menggunakannya
semena-mena, juga tak boleh menggunakannya untuk

tujuan bermewah-mewahan.

Dalam bertransaksi pun tidak boleh melakukan cara-
cara yang terlarang. Karena manusia hanya sebagai
pemegang amanah, maka sudah selayaknya ia harus
sanggup menerima batasan-batasan yang dibebankan
oleh masyarakat terhadap penggunaan harta benda
tersebut. Batasan tersebut semata-mata untuk

mencegah kecenderungan sebagian pemilik harta
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benda yang bertindak sewenang-wenang (ekspolitasi)
dalam masyarakat. Pemilik harta yang baik adalah
yang bertenggang rasa dalam menikmati hak mereka
denganbebas tanpa dibatasi dan dipengaruhi oleh
kecenderungan diatas sehingga dapat mencapai

keadilan sosial di dalam masyarakat.
4. Kepemilikan Umum
Hak milik umum adalah hukum syar'I yang terkandung

dalam suatu barang atau kegunaan yang menuntut
adanya kesempatan seluruh manusia secara umum atau
salah seorang diantara mereka untuk memanfaatkan

dan menggunakan dengan jalan penguasaan.

- Menurut Al-Kailani hak milik umum ini sama saja

dengan hak milik negara.

- Berbeda dengan Zallum yang membedakan antara
hak milik umum dan hak milik negara meskipun
keduanya dikelola oleh negara. Menurutnya,
hak milik umum pada dasarnya tidak boleh
diberikan oleh negara kepada siapapun, meskipun
negara dapat membolehkan kepada orang untuk
mengambil dan memanfaatkannya, seperti: air,
tambang, padang rumput. Sedangkan dalam hak
milik negara, negara berhak untuk memberikan
hak tersebut kepada siapapun yang dikehendaki
sesuai dengan kebijakan negara, seperti: tanah tak

bertuan, padang pasir, gunung.

Sumber-sumber hak milik umum berkisar pada: wakaf,
tanah hima (tanah tak bertuan yang diputuskan oleh negara
penggunaanya bagi masyarakat umum), barang tambang,
kebutuhan primer seperti air dan rumput, zakat, pajak, seperlima

harta rampasan perang, dan lain-lain. Seperti halnya dalam hak
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milik pribadi, hak milik umum juga terdapat di dalamnya aturan
main dalam penggunaannya. Dan aturan inti yang harus ditepati
adalah penggunaan hak milik umum tidak boleh merugikan pihak
lain yang juga berhak atas hak ini, dan juga tidak boleh melanggar
maslahat umum. Negara sebagai pengelola hak milik umum tidak
boleh memperluas cakupan hak milik umum yang telah ditetapkan
oleh syariat, semisal negara tidak boleh memperluas hak milik
umum yang berasal dari zakat untuk selain 8 golongan yang telah
ditentukan oleh syariat. Di sisi lain, negara diperbolehkan untuk
memperluas atau mempersempit cakupan hak ini sesuai dengan
maslahat umum. Seperti yang dilakukan oleh Nabi Muhammad
ketika mengkhususkan padang rumput yang tak bertuan untuk
kuda-kuda tentara.

Pemilikan umum merupakan pemilikan yang merupakan
milik semua rakyat, bukan milik pribadi dan bukan pula milik
negara. Semua bentuk pemilikan umum tidak boleh dikuasai secara
individual, baik perorangan ataupun perusahaan. Pengelolaan
pemilikan umum diwakilkan kepada negara yang hasilnya
dikembalikan kepada rakyat sebagai pemiliknya. Rasulullah SAW
bersabda, "Kaum Muslim berserikat dalam tiga hal: air, padang
rumput, dan api. Harga (men—jual-belikannya) adalah haram” (HR
Abu Dawud). Begitu juga sabdanya, “Tiga hal yang tidak akan
pernah dilarang (untuk dinikmati siapapun) adalah air, padang rumput
dan api” (HR. Ibnu Majah). Berdasarkan hal ini, air (laut, sungai,
danau, dll), padang rumput (hutan), dan api (bahan bakar minyak,
batu bara, gas, listrik, dan sumber energi lainnya) merupakan milik

bersama. Karenanya, termasuk dalam pemilikan umum.?

Selain dari hal-hal yang disebutkan di atas, juga dapat
dijelaskan bahwa kepemilikan dari segi obyek pemilikannya, juga
dapat dibedakan menjadi 3, yaitu:

20 Wahbah Zuhaili, figih islami wa adillatuhu, cet. kedua (Beirut: Dar al-fikr: 1985)
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Milk Al-Ain (memiliki benda) adalah pemilikan yang
disertai dengan pemilikan atas manfaat benda, sampai
ada kehendak untuk melepaskan manfaat benda melalui

cara yang dibenarkan oleh syara’.

Milk Al-Manfaat adalah pemilikan seseorang untuk
memanfaatkan suatu harta benda milik orang lain
dengan keharusan menjaga materi bendanya. Seperti
pemilikan atas manfaat membaca buku, mendiami
rumah atau menggunakan segala perabotan berdasarkan
ijaroh (persewaan) atau ariyah (pinjaman).

Milk Al-dain (milik piutang) adalah pemilikan harta
benda yang berada dalam tanggung jawab orang lain
karena sebab tertentu. Seperti harta yang dihutangkan,
harga jual yang belum terbayar, harga kerugian barang
yang dirusak atau dimusnahkan oleh pihak lain.

Sedangkan jika dilihat dari segi unsur harta (benda dan

manfaat), kepemilikan dibedakan menjadi 2, yaitu:

1.

2.

Milk  Al-tam (pemilikan sempurna), maksudnya
pemilikan terhadap benda sekaligus manfaatnya

Milk Al-Nagish (pemilikan tidak sempurna), maksudnya
pemilikan atas salah satu unsur harta saja. Dengan

demikian Milk Al-Nagish ada 2 bentuk, yakni:

a. Pemilikan atas manfaat tanpa memiliki bendanya.
Pemilikan manfaat sepertiinidiperoleh berdasarkan
salah satu dari empat sebab berikut ini: ijarah,
i’'arah, wakaf, dan wasiyat atas manfaat.

b. Pemilikan atas benda tanpa disertai pemilikan atas
manfaatnya. Milk Al-nagish jenis ini terjadi hanya
melalui wasiat dalam dua bentuk sebagai berikut

ini:
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(1) Seorang pemilik berwasiat kepada seseorang
atas manfaat suatu harta benda selama waktu
tertentu setelah wafatnya, maka ahli waris
hanya berhak memiliki benda saja, sedang
manfaat benda tersebut dimiliki oleh orang

yang menerima wasiat.

(2) Jikaseorang pemilik berwasiat untuk seseorang
atas manfaat suatu harta benda selama waktu
tertentu, kemudian pemilik berwasiat juga
untuk orang lain atas benda tersebut, maka
penerima wasiat kedua hanya memiliki
bendanya selama penerima wasiat pertama
masih memiliki hak manfaat selama waktu
yang dinyatakan dalam wasiat. Ketika telah
berakhir waktunya, maka pemilikan penerima

wasiat kedua menjadi milik al-tam.

Adapun dari segi bentuknya, kememilikan dalam Islam

dapat dibedakan menjadi 2, yaitu:
1. Milk Al-Mutamayyaz (milik jelas) adalah pemilikan

suatu benda yang mempunyai batas-batas yang jelas
dan tertentu yang dapat dipisahkan dari yang lainnya.
Seperti pemilikan terhadap seekor binatang, sebuah
buku, dan lain-lain atau pemilikan atas sebagian

tertentu dari rumah yang terdiri dari beberapa bagian.

2. Milk AlI-Masya’(milik bercampur) adalah pemilikan atas
sebagian, baik sedikit atau banyak, yang tidak tertentu
dari sebuah harta-benda, seperti pemilikan atas separuh
rumah, atau seperempat kebun dan lain sebagainya.
Ketika diadakan pembagian atas harta campuran ini

untuk masing-masing pemiliknya, maka berakhirlah
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pemilikan masya’ menjadi pemilikan mutamayyaz.”!

Berdasarkan macam-macam kepemilikan, T.M.Muhammad
Hasbi Ash Shiddieqy menjelaskan kaidah-kaidah khusus
kepemilikan yang berbeda dalam segala bentuk dan coraknya.
Kekhasan pertama, dengan memiliki benda (i), dengan sendirinya
sudah memiliki manfaatnya; kekbasan kedua, permulaan milkiyah
yang terdapat pada sesuatu yang sebelumnya belum menjadi harta
milik, selalu merupakan milkiyah yang semurna; kekhasan ketiga,
milkiyah benda (materi) tidak dapat ditentukan waktunya, sedang
mikiyah manfaat ada batas waktunya; kekhasan keempat, milkiyah
benda tiak dapat digugurkan, hanya dapat dipindahkan dari sutau
tempat ke tempat yang lain; kekhasan kelima, milkiyah berupa
benda (materi) memilki keistimewaan yaitu dapat mengadakan
perbaikan, mewakafkan, mewasiatkan; kekhasan keenam, milkiyah
yang berkembang pada hutang yang dikongsikan, berpautan
pada tanggung jawab dan tidak dapat dibagi-bagi.** Hal ini
berarti kepemilikan seseorang terhadap sesuatu dapat berupa
kepemilikan terhadap benda dan kepemilikan terhada manfaat,
dimana cara kepemilikan tersebut dapat dengan berbagai cara

seperti yang telah dijelaskan sebelumnya.

Islam memiliki suatu pandangan yang khas mengenai
masalah kepemilikan yang berbeda dengan pandangan kapitalisme
dan sosialisme. Islam tidak mengenal adanya kebebasan
kepemilikan karena pada dasarnya setiap perilaku manusia
harus dalam kerangka syariah. Islam mengatur cara perolehan
dan pemanfaatan kepemilikan. Menurut Syaikh Taqiyuddin an-

Nabhani ada tiga macam kepemilikan yaitu:
1. Kepemilikan Individu (Milkiyah Fardhiah)

Adalah izin syariat pada individu untuk memanfaatkan

21 Hendi Suhendi, Op. Cit., h. 40-41
22 T.M. Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, Op. Cit., h. 19-23
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suatu barang melalui lima sebab kepemilikan (aséab al-
tamalluk) individu yaitu 1) Bekerja (a/-"amal),2) Warisan
(al-irts), 3) Keperluan harta untuk mempertahankan
hidup, 4) Pemberian negara (ithau al-daulah) dari
hartanya untuk kesejahteraan rakyat berupa tanah
pertanian, barang dan uang modal, 5) Harta yang
diperoleh individu tanpa berusaha seperti hibah,
hadiah, wasiat, diat, mahar, barang temuan, santunan
untuk khalifah atau pemegang kekuasaan pemerintah.
Kekayaan yang diperoleh melalui bekerja (a/-"amal)
meliputi upaya menghidupkan tanah yang mati (ihya’u
al-mawat), mencari bahan tambang, berburu, pialang
(makelar), kerjasama mudharabah, musyaqoh, pegawai

negeri atau swasta.”
2. Kepemilikan Umum (Milkiyah Ammah)

Adalah izin syariat kepada masyarakat secara bersama-
sama memanfaatkan suatu kekayaan yang berupa
barang-barang yang mutlak diperlukan manusia dalam
kehidupa sehari-hari seperti air, sumber energi (listrik,
gas, batu bara, nuklir dsb), hasil hutan, barang tidak
mungkin dimiliki individu seperti sungai, pelabuhan,
danau, lautan, jalan raya, jembatan, bandara, masjid dsb,
dan barang yang menguasai hajat hidup orang banyak
seperti emas, perak, minyak dsb.?*

3. Kepemilikan Negara (Milkiyah Daulah)

Adalah izin syariat atas setiap harta yang hak
pemanfaatannya berada di tangan khalifah sebagai
kepala negara. Termasuk dalam kategori ini adalah

harta ghanimah (rampasan perang), fa’i, kharaj, jizyah,

2 M. Sholahuddin, Asas-asas Ekonomi Islam, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,

2009), h. 66
2 bid., h.98
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1/5 harta rikaz (harta temuan), ‘ushr, harta orang
murtad, harta yang tidak memiliki ahli waris dan tanah

hak milik negara.?®

E. Berakhirnya dan Sifat Kepemilikan

Menurut para ahli fiqih a/-milk at-tamm berakhir apabila:
(1) wafatnya pemilik sehingga seluruh miliknya berpindah kepada
ahli warisnya, dan (2) harta yang dimiliki itu rusak atau hilang.
Terkait dengan pemindahan kepemilikan kepada orang lain baik
secara waris maupun menyedekahkan hak milik tersebut ada
beberapa hal yang harus diperhatikan sesuai dengan syariat Islam,
diantaranya hak milik yang dibagi atau diserahkan adalah baik,
hak milik yang dinaftkahkan tidak mengandung mudharat dan

t.26

hak milik tersebut dipandang baik oleh syaria

Adapun pemilikan atas manfaat suatu harta akan berakhir dalam

hal-hal sebagai berikut.

1. Habisnya masa berlaku pemanfaatan itu, contohnya

pemanfaatan sawah berakhir setelah padi dipanen
2. Barang yang dimanfaatkan itu rusak atau hilang
Orang yang memanfaatkannya wafat

4. Wafatnya pemilik harta apabila pemilkan manfaat

dilakukan melalui a/~I'arah dan ijarah.””

Berakhirnya suatu kepemilikan dari seseorang apapun
penyebabnya harus dilakukan dengan sebenarnya. Hal ini dapat
terjadi apabila memahami konsep sifat kepemilikan. Islam sangat
menghormati kemerdekaan seseorang untuk memiliki sesuatu,
selama hal itu sejalan dengan cara yang digariskan syara’. Ia bebas

mengembangkan hartanya dan mencari keuntungan sebanyak-

3 Ipbid., h. 114-115
%6 Utsman Muhammad, Op. Cit., h. 160
27 Abdul Azis Dahlan, Op. Cit., 1178-1179
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banyaknya dengan cara yang jujur. Namun demikian, pemilik
harta secara hakiki adalah Allah Swt. Seseorang memiliki harta
hanya secara majasi dan dan harta itu merupakan amanah di
tangannya yang harus dipergunakan untuk kemashlahatan
dirinya dan orang lain. Artinya, kebebasan seseorang dalam
penggunaan hartanya secara pribadi tetap mempertimbangkan
atau dibatasi oleh kepentingan masyarakat. Karena, Islam
menganggap setiap individu adalah bagian yang tak terpisahkan

dari masyarakat.

Oleh sebab itu, pada setiap harta seseorang ada hak-hak
lain yang harus ditunaikan, seperti zakat, sedekah, dan nafkah.
Sedang cara bermu’amalah dengan cara riba, ihtikar, penipuan
dan penyelundupan adalah cara yang diharamkan syara’. Karena
perbuatan tersebut di samping bertentangan dengan kaidah
syara’, juga merugikan orang lain dan masyarakat.®® Hal ini
senada dengan pendapat Utsman Muhammad yang mengatakan
bahwa syarat kepemilikan seorang muslim pada hartanya
terhadap muslim lainnya tidak dibolehkan untuk merugikan
orang lain, bahkan membawa perkara itu sampai ke pengadilan.
Islam melarang keras untuk berbuat dholim dan memerdekakan
harta baginya dengan cara-cara yang dilarang dan Islam juga
melarang dalam mencari harta baik secara pribadi maupun
perseroan atau sifatnya perkongsian tidak boleh berusaha dengan
cara memudharatkan orang lain atau saling tolong menolong
dalam berbuat dosa.”

Berdasarkan hal tersebut maka, dapat dikelompokkan harta
berdasarkan sifat kepemilikannya. Harta (a/), meskipun menurut
wataknya menerima untuk dimiliki, namun dalam kenyataannya
dilihat dari segi menerima tidaknya kepada kepemilikan terbagi
kepada tiga bagian yaitu (1) harta yang tidak boleh dimiliki dan

2 Ibid.
2% Utsman Muhammad, Op. Cit., h. 155-158

178 Agustri, S.H.I, M.E. Sy.



diupayakan untuk dimiliki sama sekali, seperti tanah dan bangunan

yang dipergunakan untuk kepentingan umum; (2) harta yang
tidak boleh dimiliki kecuali ada sebab-sebab yang dibenarkan
oleh syara’, seperti tanah wakaf, harta-harta milik baitul mal;

dan (3) harta yang boleh dimiliki dan diupayakan untuk dimiliki

selamanya dan setiap saat.*

F. Hikmah Kepemilikan

Dengan mengetahui cara-cara pemilikan harta menurut

syariat Islam banyak hikmah yang dapat digali untuk kemaslahatan

hidup manusia, antara lain dalam garis besarnya:

1.

Manusia tidak boleh sembarangan memiliki harta, tanpa
mengetahui aturan-aturan yang berlaku yang telah

disyariatkan Islam.

Manusia akan mempunyai prinsip bahwa mencari harta itu

harus dengan cara-cara yang baik, benar, dan halal.

Memiliki harta bukan hak mutlak bagi manusia, tetapi
merupakan suatu amanah (titipan) dari Allah swt. yang
harus digunakan dan dimanfaatkan sebesar-besarnya
untuk kepentingan hidup manusia dan disalurkan di jalan
Allah untuk memperoleh rida-Nya.

Menjaga diri untuk tidak tefjerumus kepada hal-hal yang
diharamkan oleh syara’ dalam memiliki harta.

Manusia akan hidup tenang dan tentram apabila dalam
mencari dan memiliki harta itu dilakukan dengan cara-
cara yang baik, benar, dan halal, kemudian digunakan dan

dimanfaatkan sesuai dengan panduan (aturan-aturan)

Allah SWT.

30 Ahmad Wardi Muslich, Op. Cit., h. 71-71
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G. Hakikat Kepemilikan (45! Z2-)
Dalam hal hak milik diberi gambaran nyata oleh hakikat

dan sifat syari’at Islam yaitu sebagai berikut:

1. Tabi’at dan sifat Syari’at Islam ialah merdeka
(bebas), denagan tabi’at dan sifat ini umat Islam
dapat membentuk dirinya, suatu keperibadian yang
bebas dari pengaruh negara-negara Barat dan Timur,
dan mempertahankan diri dari pengaruh-pengaruh
komunis (sosialis) dan Kapitalis (induvidu).

2. Syari’at Islam dalam menghadapi berbagai kemusykilan
senantiasa bersandar pada maslahat (kepantingan
umum) sebagai salah satu sumber dari sumber-sumber

pembentukan hukum Islam.

3. Corak ekonomi Islam adalah corak yang berdasarkan
al-Qur'an dan As-Sunnah yaitu suatu corak yang
mengakui adanya hak pribadi dan hak umum, bentuk ini
dapat memelihara kehormatan diri yang menunjukan

jati diri. ¥

31 Hendi Suhendi, Figh Muamalah, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002), Jilid, 1, h.
32.
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dan Pendidikan memiliki kesinambungan yang sangat kuat satu
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dengan yang lainnya. Meskipun ketiga bidang keilmuan ini
memiliki ruang dan ranah masing-masing. Berbekal pengalaman
sebagai pengajar inilah beliau selalu berusaha menjadikan
hidupnya bisa bermanfaat bagi orang lain. Beliau selalu berusaha
agar karya-karyanya bisa bermanfaat dan menambah khazanah

pemikiran.
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